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BAB I 

PENDAHULUAN 

1 .1  Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan kualltas bantuan keahlian dalam bidang informasi, 

kepada DPR RI, rnaka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana informasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI 

peranan intrastruktur tekrmlogi lnf<Jrmasi yang han<1al dan mampu 

mengintegrasikan seluruh unit kerja yang saling berhubungan dengan kelancaran 

tugas DPR RI dirasa sangat dipertukan. Srstern lnformasi dan jaringan komputer 

di DPR telah dibangun termasuk sistem jaringan komputer, yang diatur dan 

dioperasikan oleh Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 

tetapi belum dapat berfungsi sepenuhnya untuk melayani semua anggota DPR 

dan seluruh Biro/Bagian dalam Sekretariat Jenderal OPR RI. Oleh karena itu, 

dilaksanakan pekerjaan "Strengthening Information Network System of DPR" yang 

bagian dari Government Financial Management and Revenue Administration 

Project (GFMRAP) dengan loan dari Bank Dunia. 

Agar dapat tercapai tujuan pengembangan sistem informasi yang handal di 

lingkungan Sekretanat Jenderal OPR, maka dalam pekerjaan ini akan dilakukan 

kajian yang mendalam dan komprehensif untuk merumuskan suatu Master Plan 

pengembangan Teknologi tntormas. Sekretariat Jenderal DPR RI. Master Plan 

yang danaksudken dapat mengakomodas, berbagai aspek pengembangan 

teknologi informasi, termasuk kebutuhan sistem pada masing-masing Biro atau 

Bagian, kebutuhan sistem bagi Setjen DPR secara terinteqrasi, pihhan teknoloqi, 

pentahapan pengembangan sistem, penyiapan sumber daya (SOM, biaya dan 

infrastruktur), interoperability terhadap existmg system, strategi implementasi 

sistem, penyesuaian terhadap struktur organisasi secara efektif dan efislen, 

hingga manajemen pemakaian srstem. 

Berdasarkan Kontrak Nomor Con-02/GFMRAP/2006 tanggal 4 September 2006 

sebagai laporan hasil pekerjaan maka kami menyampaikan Laporan Interim 

Pekerjaan Strengthenng Information Network System or OPR. 
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1.2 Tujuan Pekerjaan 

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memodernisasi dan memperkuat sistem 

jaringan informasi DPR yang terpasang di DPR dan bangunan perkantoran 

Sekretariat Jenderal DPR. 

Sedangkan Sasaran perumusan Master Plan Teknologi Informasi ini adalah 

1. Diperolehnya kajian terhadap sistem mformasi serta infrastruktur 

penunjang yang sudah ada dan berjalan pada saat ini (existing), apa saja 

kelemahan dan keunggulannya. 

2. Diperolehnya kajian mengenai strategi pengembangan sistem informasi 

teknologi informasi yang handal, yang mampu mengakomodasi existing 

system secara optimum agar biaya investasi pengembangan dapat 

ditekan. 

Diperolehnya kajian mengenai rancang bangun sistern yang 

mempertimbangkan pillhan teknologi, kesiapan infrastruktur pendukung 

dan biaya, serta fleksibilitasnya dalam pengembangannya d1 masa yang 

akan datang. 

4. Diperolehnya kajian aplikast sistem yang terintegrasi drrnana sistem 

informasi pada masing-masmg unit kerja yang dapat saling berkolaborasi 

dan berinteroperasi (interoperate) secara sinergi. 

Diperolehnya kajian rnenqenar impllkasi terhadap organisasi SETJEN atas 

persoalan kewenangan (authority}, keamanan {system security), dan 

alokasi SDM yang dibutuhkan. 

6. Diperolehnva kajian mengenai pola persiapan, pelaksanaan, pengawasan 

hingga evaluasi untuk sumber daya (SDM, biaya dan peralatan) dalam 

pembangunan maupun imptementas, sesuai dengan rancang bangun pada 

Master Plan. 

7. Diperolehnva kajlan rnenqenar pengoperasian, pemeliharaan, dan 

pengembangan srstcm sesuai dengan rancang bangun pada Master Plan. 

• 

3. 

5. 

Strenqtherunq lntormanon Network System of DPR I - 2 



-. ---1 
...... 

..... 

....... 

1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan 

Lingkup substansi pekerjaan "Strengthening Information Networks System 

of DPR" ini yang selanjutnya disebut penyusunan Master Plan Teknologi 

Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah : 

I Persiapan Perencanaan Strategis Sistem Informasi 

Mencakup pemahaman lingkungan kerja organisasi, analisis lingkungan 

organisasi internal dan eksternal, analisis kebutuhan informasi dalam 

organisasi DPR, serta anallsls kcndisi lingkungan tekonoloql informasi saat 

ini. 

II Information Requirement Analysis 

Terdiri dari anatisis gap teknoloqi mformasi dan pendefinisian sistem yang 

dibutuhkan . 

III Resource Allocation 

Adalah mendefinisikan llngkungan IS·IT yang diinginkan, serta 

penyusunan prioritas pengembangan srstem informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan DPR RI. 

IV Development Project Plan I IT Master Plan 

Akhirnya d/lakukan penyusunan rencana proyek pengembangan slstem 

informasi berdasarkan perencanaan dan pentahapan yang telah dilakukan 

sebelumnya, yang kemudran dirangkum dalam suatu dokumentasi Master 

Plan Teknologi lnformasi Sekretariat Jenderal OPR RI. 

1 . 1  Metodologi Perencanaan Strategis Sistem lnformasi 

Proses Perencanaan Strategis sistern lnformasi secara umum dapat dibagi dalam 

beberapa tahap, yaitu: 

• Tahap 1. Strategic information planning 
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Pada tahap ini dilakukan overview secara menyeluruh terhadap 

organisasi. Overview meliputi analisis kondisi internal dan ekstemal 

orqanlsasl, fsktor-fektcr penentu keberhasllan, analisa kebutuhan 

infonnasi organlsasi dan analisa kondisi teknologi yang dimiliki organisasi 

saat ini. 

Analisa kondisi intemaf orgamsasi meliputi analisa Visi dan misi 

organisasi, tujuan, activity chain orqanisasi, serta kekuatan dan 

kelemahan organisasl 

Analisa kondiSI eksternal orgamsasi meliputi kondisi politlk, ekonoml, 

sosial dan teknologi, model brsnis. Analisa kondisi eksternal ini akan 

menentukan peluang dan tantangan organisasi. 

AnalLSa faktor penentu keberhasilan dilakukan untuk mendapatkan falct.or· 

faktor yang bisa menjadikan organisasi sukses 

Analisa kebutuhan informasi dilakukan dengan menggabungkan faktor 

penentu keberhasilan dan ukuran keberhasilan organisasi unb.Jk 

mendapatkan kebutuhan informasi dalam rangka menunjang 

keberhas,1an organisas1 

Analisa kondisi teknologi informas, saat m, dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran atas kemampuan teknologi dalam mendukung pencapaian 

tujuan organisasi termasuk di dalamnya kemampuan manajemen 

teknologi informas1. 

• Tahap 2. Information requirement analysis 

Pada tahap ini drlakukan analisa gap yang ada antara kebutuhan 
mformasi orcanisasr dengan kemampuan teknologi informasi dalam 
memenuhi kebutuhan tersebut. 

Pada tahap ini juqa dilakukan pendefiruslan sistern yang dibutuhkan 
dalam rangka menutup gap yang terldentifikasi antara kebutuhan 
informasi dengan kemampuan dukungan teknologi tnformasr, 

Pendefinisian ststcm dismi rnelipun apllkasi, data dan infrastruktur 
pendukungnya . 

• Tahap 3. Resource allocation 
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Pada tahap ini aktMtas yang dilakukan yaitu pendefinlslan lingkungan 

sistem informasi yang diperlukan dalam rangka mengadopsi sistem yang 

baru, yang telah direncancakan. 

Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan prioritas pengembangan 

sistem informasi yang telah dilakukan, dengan memperhatikan 

kemampuan dan kesiapan organisasi darl segi non finansial. Kesiapan 

organisasi disini diantaranya kesiapan sumber daya manusia 

pengelolanya. 

• Tahap 4. Penyusunan rencana proyek/master plan 

Pada tahap lni dilakukan penyusunan rencana proyek pengembangan 

sistem informasi berdasarkan perencanaan dan pentahapan yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Perencanaan proyek ini didasari beberapa pertimbangan, yaitu: resiko 

proyek, pertlmbangan kemampuan dan kesiapan organisasl dari sisl 

finansial. 

Tahap selanjutnya setelah tersusun rencana proyek yartu penyusunan 

laporan akhir. Laporan akhir ini akan memuat rencana operasional dan 

strategls pengembangan teknologi informasi. 

Laporan akhir juga memuat: 

a Strategi bisnis dan teknologi informasi pendukungnya 

o Visi dan misi teknologi informas1 

o Strategi arsitektur aplikasi 

Sosielisasr hasil perencanaan menjadi bagian yang harus dilaksanakan dalam 

rangka kesuksesan implementasi perencanaan yang telah dlsusun. Sosiatisasi 

dapat dllakukan dengan melaksanakan melalui keg1atan-kegiatan workshop, 

seminar dan sejenisnya . 
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Gambar l. I. Metodofogi perencanaan sistem informa!ii 

1.1 Keluaran yang dihasilkan (Deliverables) 

Hasil akhir yang dlharapkan dari pekerjaan ini adalah : 

a. Merumuskan sistem jaringan yang baru yang dibutuhkan seperti sasaran 
hasil dan fungsi nya untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan DPR 
yang disusun ke dalam dokumen IT Master Plan (Rencana lnduk Teknologi 
Informasi) DPR dengan fokus priontas pada Sistem Jaringan teknologi 
Informasi DPR. 

b. Menyerahkan hasil survey dan pengkajian serta menentuk.an jerns sistem dan 
jannqan dan perangkat lunak yang diperlukan untuk modifikasi, 
pengembangan dan peningkatan infrastruktur sistem dan jartnqan komputer 
DPR 

c. Menetapkan target untuk pembangunan fasilitas sistem jaringan komputer 
untuk periode perencanaan 1 tahun. 

d. Menyajikan laporan berkala dari progress kegiatan konsultan. 

e. Membantu di implementasi terhadap rekomendasl konsultan dan 
koreks1/perbaikan jaringan DPR agar tercapai sistem yang optimal. 

Menyusun dan merencanakan manajemen pemeliharaan yang dapat 
digunakan Staf P3DI agar senantiasa mengikuti perkembangan baru jaringan 
komputer. 
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a. Memberikan On the Job Training dan mentoring kepada staff teknls P3DI 
untuk mengetola sarana dan prasarana komputer DPR agar tetap dapat 
berfungsi secara efektif. 

1.1 Sistematika Pembahasan 

Gambaran pembahasan dalam usulan teknis secara garis besarnya adalah 

sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Menguralkan tentang latar belakang pekerjaan, menjelaskan tentang 

penyusunan master plan teknologi informasi Setjen DPR, berikut tujuan, sasaran, 

ruang lingkup, metodologi hingga produk yang akan dihasilkan. 

Bab II : VIS!, MIS! TEKNOLOGI INFORMASI 

Bab in! bensi pernyataan Visi dan Misi Setjen DPR RI yang kemudlan diuraikan 

menjadr Visi Misi Teknologi Informasi yang menjadi acuan dalam penyusunan 

hingga penerapan Master Plan Teknologl Informasi Setjen DPR RI. 

Bab Ill : KONDISI SAAT !NI 

Bab ini menjelaskan kondisi dan permasalah yang dihadapi Sekretariat Jenderal 

DPR RI dalam bidang teknologi informasi, yaitu existing system balk manajemen 

informasi, slstern informasi dan teknologi informas1 itu sendirL 

Bab l!V : KONDISI YANG DIHARAPKAN 

Bab mi menjelaskan kondisi yang drharapkan jika Master Plan Teknologi 

Informasi telah dilaksanakan yang mencakup tren perkembangan teknolgi 

mrormas. tren manajemen informasi, tren sistem mformasr dan tren 

perkembangan teknologi informas1 itu sendiri. 

Bab V :  USULAN UNTUK IT MASTER PLAN 

Bab mi menguraikan usulan Konsultan tentang perangkat keras dan perangkat 

lunak, manajemen informasi, sistem informasl dan keseluruhan teknologi 

informasi setelah Master Plan Teknologi Informasi drterapkan. 

Strengthening Information Network System of QPR 1 - 7  



Bab VI : STIIATEGI PERENCANMN TB<NOLOGI INRlRMASI 

Bab lnl � stlall!9 � din pengemblngan tllla...olagl 

ln1brmasl ........ untuk mena,pel target kDnllll b!lcrlmigl .,..,. .. IOllMll1I yang 

dll\lraPkan pada Mau Plan Teknologi lnfonnlSI Seijel'I OPR RI. 

Bab VII :  

BErisl  keslrnpulan  sement,n  Konsultan  terhadap  slsllern  yang  ada  d  DPR  SNt  lnl  

dan  kemungldnan pengembangamya. 

• 

Suongman1ng Information Netwolk System of DPR 
· -·  



BAB II 

VISI DAN MISI 

Untuk mendapatkan Vlsi dan Misi Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI, 

harus dimulai dengan mempelajari Vlsi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI berikut 

Jajaran organisasi dibawahnya, serta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum 

dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2006 - 2009. 

Sekretariat Jenderal OPR RI merupakan lembaga pemerintah yang membenkan 

dukungan kepada DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan semakin 

besamya tuntutan terhadap peningkatan peran dan fungsi DPR, maka juga diperlukan 

sistem pendukung yang dapat mengiringi setiap gerak, langkah dan irama kerja DPR, 

karena berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dewan akan ditentukan 

pula oleh kinerja unsur pendukung yaitu setiap Biro, Bagian dan Bidang dalam jajaran 

Sekretariat Jenderal. 

3.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal 

Sekretariat Jenderal DPR RI dipirnpln oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Sekretaris 

Jenderal DPR RI dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa 

Deputi Sekretaris Jenderal. 

Tugas pokok yang harus dillaksanakan oleh Sekretariat Jenderal OPR RI adalah 

memberikan bantuan teknis, administratif dan keahlian kepada OPR agar fapa 

menjalankan tugas dan fungsi yang dimi!ikinya. Tugas yang dimiliki oleh Sekretariat 

Jenderal DPR RI erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI. 

Oleh sebab itu Sekretariat Jenderal OPR RI senantiasa melakukan evaluasi kinerja 

yag telah dijalankan agar dapat rnemnqikuti perkembangan yang terjadi dalam 

masyarakat. 

] 
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BAB II 

VISI DAN MISI 

Untuk mendapatkan Visi dan Misi Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI, 

harus dimulai dengan mempelajari Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI berikut 

jajaran organisasi dibawahnya, serta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum 

dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2006 - 2009. 

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan lembaga pemerintah yang memberikan 

dukungan kepada DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan semakin 

besamya tuntutan terhadap peningkatan peran dan fungsi OPR, maka juga dipertukan 

sistem pendukung yang dapat mengiringi senap gerak, langkah dan irama kerja DPR, 

karena berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dewan akan ditentukan 

pula oleh kinerja unsur pendukung yaitu setiap Biro, Bagian dan Bidang datam jajaran 

Sekretariat Jenderal . 

3.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal 

Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpm oleh seorang Sekretans Jenderal yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Sek.retaris 

Jenderal DPR RI dibantu oteh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa 

Deputi Sekretaris Jenderal. 

Tugas pokok yang harus dillaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI adalah 

memberikan bantuan teknis, administratif dan keahlian kepada OPR agar fapa 

menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Tugas yang dimfhki oleh 5ekretariat 

Jenderal DPR RI erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI. 

Oleh sebab itu Sekretariat Jenderal OPR RI senantiasa melakukan evetuasr kinerja 

yag telah dijalankan agar dapat meningikut1 perkembangan yang tertadr dalam 

masyarakat. 

j 
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Sekret.arlat Jenderal OPR RI menyelenggarakan fungsi : 

1. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasl 

dilinglwngan Sekretariat Jenderal DPR RI; 

2. Pemberian dukungan teknis, administratif dan keahllan di bldang perundang­ 

undangan, anggaran dan pengawasan kepada OPR RI; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan dan kerumaht.anggaan dilingkugan DPR RI. 

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari Sekretaris Jenderal, 

Wakil Sekretaris Jenderal, Depub Bidang Perundang·undangan, Deputi Bidang 

Anggaran dan Pengawasan, Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar 

Parlernen, Deputi Bidang Administrasi serta didukung oleh 15 Biro, 61 Kabag dan 

128 Kasubag pada masing-masing bidang sebagaimana digambarkan dalam 

Gambar 3.1 dibawah ini. 
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3.2 Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI 

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2006 - 2009 tercantum Visi 

sebagai berikut : Memberikan bantuan optimal kepada DPR RI sesuai 

dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan strategls. 

Misi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah : 

L Meoingkatkan kualrtas bantuan teknis dan administrasi kepada OPR RI. 

2. Meningkatkan kualitas bantuan keahlian dalam bidang informasi,kajian dan 

analisis kepada DPR RI. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantltas sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI 

Terlihat dari Misi Sekretariat Jenderal DPR RI diatas bahwa yang berhubungan 

dengan T eknologi Infonnasi adalah berupa dukungan a tau bantuan keahlian 

terhadap pelaksanaan fungsi Dewan, yaitu berupa legislasi, fungsi anggaran dan 

fungsi pengawasan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan 

dukungan secara langsung kepada Dewan dalam melaksanakan ketiga fungsi 

tersebut. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan harus didukung dengan akses 

informasi yang memadai, cepat dan akurat, penelitian dan pengkajian yang 

mandiri dan kuat, sumber data, serta kajian dan analisis terhadap permasalahan­ 

permasalahan yang terkait dengan rnasmq-rnasmq fungsinya. 

3.3 Visi dan Misi Teknologi lnformasi 

Berdasarkan kajian terhadap Rencana Stragegis Sekretariat DPR RI dan 

mempelajari Vis, Mis, dan T ugas Pokok Sekretariat Jenderal DPR RI, pad a Inception 

Report ini Konsultan mengusulkan Visi Teknologi lnformasi DPR sebagai benkut: 
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Terwujudnya suatu Sistem Infonnasi DPR RI yang terpadu, yang dapat 

memberikan bantuan secara optimal kepada DPR RI sesuai dengan 

tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis. 

Untuk dapat menjamin tercapainya Visi Setjen DPR, diperlukan 

• Master Plan Teknologi Informasi yang cukup komprehensif 

• Penyesuaian Bisnis Proses Setjen DPR sesual dengan Visl Setjen DPR. 

Sedangkan Misi Teknologi Intormasi adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas bantuan keahlian teknologi informasi dalam bidang 

informasi, kajian dan anahsis kepada DPR RI. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana teknologi informasi 

yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI 

3. Meningkatkan kualitas bantuan teknis khususnya teknologi informasi kepada 

DPR RI. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bldang teknologi informasi untuk 

menghadapi cepatnya perkembangan teknologi tinggi. 

3.4 Kedudukan Pengelola Teknologi lnformasi 

Dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, terlihat bahwa Pusat 

Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi {P3DI) sebagai pengelola teknologi 

informasi yang berada dibawah Oeputi Bidang Anggaran dan Pengawasan 

bersama-sarna dengan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran 

Pembangunan dan Belanja Negara serta Biro Pengawasan Legislatif. Secara 

lengkap struktur orgarnsasi Oeputi Anggaran dan Pengawasan adalah sebagai 

benkut : 
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Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas 

menyelenggarakan pengkajian, pengolahan data dan informasi perkembangan DPR 

RI. 

- 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan 

Informasi (P3DI) mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. penyelenggaraan pengkajian dan analisis srtuast dan perkembangan 

kedewanan. 

b. penyelenggaraan pengolahan data dan sarana informasi. 

c. penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi. 

d. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. 

P3DI terdiri dari Bidang Pengkajian, Bidang Data dan Sarana Informasi, Bidang 

Arsip dan Dokumentasi, Bidang Perpustakaan, serta didukung oleh Subbagian Tata 

Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana digambarkan dibawah ini : 
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3.5 Rencana Strategis 2006-2009 

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah 

berkewajiban menyusun rencana strategis sebagaimana tertuang dalam Undang­ 

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

yang mengamanatkan satrap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis 

sebagai penjabaran dari Rencan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. 

Untuk melaksanakan Vlsi dan Mismya, telah dirumuskan tujuan Sekretariat Jenderal 

DPR RI sebagal berikut : 

1. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administratif kepada DPR RI dalam 

rangka optimalisasi pelaksanaan tugas konstitusional Dewan datam 

menjalankan tugas dan wewenangnya 

2. Meningkatkan kuahtas dukungan keahlian dalam menyediakan informasi yang 

akurat sebagar bahan masukan kepada DPR RI 

3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan 

wewenang DPR RI 

Sasaran yang akan dicapa1 oleh Sekretariat Jenderal DPR RI adalah : 

a. Tersusunnya naskah akaderruk RUU 

b, Tersusunnya draft awal RUU yang dapat drjadikan sebagai bahan usulan 

kepada anggota Dewan 

Strengthening Information Network System ol DPA 11 - 6 



v:tBI DAN JaBI I 

.... 

c. Tersusunnya analisis/kajian RAPBN yang dapat dijadikan sebagai bahan usulan 

kepada anggota Dewan 

d. Meningkatnya kualitas analisis di bidang pengawasan 

e. Meningkatnya kualitas analisis dan kajian mengenai perkembangan kedewanan 

f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bantuan keahlian kepada Dewan 

g. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi kepada anggota Dewan 

h. Meningkatnya kualitas analisis dan kajian mengenai hasil pemantauan 

pelaksanaan perundang·undangan 

i. Meningkatnya kualitas pelayanan persidangan 

j. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap penyelenggaraan hubungan antar 

parlemen 

k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas alih bahasa/translator 

I. Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan masyarakat 

m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

n. Meningkatnya kesejahteraan anggota dan pegawai 

o. Meningkatnya disiplin kerja pegawai 

p. Meningkatnya kualitas pengawasan internal 

q. Meningkatnya kualitas pelaporan hasil kerja/kinerja 

r. Meningkatnya pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan 

s. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam penyediaan sarana dan prasana 

kerja 

t. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengamanan terhadap tugas-tugas Dewan 
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BAB III 

KONDISI SAAT INI 

- 

3.1 Analisis Lingkungan Eksternal 

Dilakukan untuk memperoleh gambaran te,,tang perkembangan teknologi 

informasi saat ini, mencakup perkembangon dan uen jannqan komputer, dan 

perkembangan aplikas,. Dari penggambaran tersebut akan dltentukan tren terkini 

yang berpeluang untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan strategi 

organisasi. 

3.1.1 Trend Jarlngan komputer 

Teknologi jaringan komputer terus mengalami perkembangan. Salah satu yang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah internet. Internet teran 

menjadi sarana korrumlkasi, pencarlan mformasi dan kolaborasi. Perkembangan 

tnr ditunjang dengan kemunculan konsep Web 2.0, yang memudahkan publik 

berlnteraksi dengan pengetola web menjad1 lebih baik. 

Dan sisi metode akses, moblhtas manusia yang semakin tinggi menjadikan akses 

nirkabel sernakm populer, karena dengan akses nirkabel memungkinkan koneksi 

ke jaringan untuk akses data dan layanan jannqan tanpa harus menggunakan 

instalasi kabel. 

sementara dari slsi media akses. untuk memenuhi tuntutan akan kecepatan 

akses, penggunaan media yang mendukung akses pita lebar semakin 

memasyarakat, diantaranya penggunaan fiber optik sebagai backbone jaringan. 

3. 1.2 Aplikasi dan database 

Perkembangan bidang jaringan juqa mempengaruhi perkembangan aplikasi 

sjstern informasi dan database. Dengan semakin berkembangnya jaringan dan 
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semakin populernya internet, mengarahkan perkembangan aplikasi sistem 

mformasi dan database menjadi berbasis web. Oengan memanfaatkan World 

wide web sebagai antarmuka, aplikasi tidak harus diinstalasi di tiap dient, akan 

tetapi cukup menggunakan web browser untuk menjalankan aplikasi. 

3. 1.3 Manajemen/Organisasi Penge/o/a Teknologi lnformasi 

Men!ngkatnya penggunaan Teknologi Informasl dalam organisasi inseningkatkan 

kesadaran pentingnya peranan Teknologi Informasi dalam organisasi. 

Peningkatan penggunaan dan peranan ini menuntut layanan pengelolaan yang 

makin bark. Untuk itu diperlukan unit pengelola teknologi informasi, yang tidak 

saja memiliki kewenangan dalam palayanan teknologi informasi tapi juga dalam 

hal perencanaan dan manajemen yang bersifat strategis terhadap sukses 

orqamsasr. 

3.2 Analisa Lingkungan Internal 

.-... 3.2. 1 Perangkat keras komputer 

Unit-unit kerja di lingkungan sekretariat jendral DPR RI saat mi telah dtdukunq 

dengan perangkat komputer yang dr'enqkapl dengan printer. Selain itu dr 

beberapa bagian juga dilengkapi dengan scanner. 

Proses pengadaan komputer dilakukan secara bertahap, menjadikan beragamnya 

spesrflkas: komputer yang ada saat mi. Ada PC yang sudah obsolete, ada PC 

yang sering hang, dan ada PC yang berjalan tanpa gangguan yang stqnrfikan. 

Beragamnya spesiflkast tru memmbulkan masalah tersendirl rnenqmqat kmerja 

yang trdak sama, sehingga diperlukan adanya perbatkan kualitas perangkat 

komputer. Sementara rtu dari seq! kuantitas, secara umum jumlah komputer dt 

setiap satuan kerja belum memadai jrka dihadapkan dengan beban keqa dan 

diperlukan penambahan perangkat komputer yang sesuar dengan kebutuhan 

..... 
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3.2.2 Perangkat /unak 

Operating system yang dlgunakan di lingkungan Sekretariat Jendral DPR RI 

mayoritas adalah MS Windows, mulai dari Windows 95, 98, dan XP untuk dient., 

sementara untuk Server dlgunakan Windows 2000, disamplng digunakannya 

Linux Red Hat Enterprise 

Dari slsl aplikasi, mayoritas menggunakan MS Office untuk pengolahan data dan 

kegiatan lainnya (pengolah kata, spreadsheet, presentasi) clan akses 

internet/internet, serta berkomunikasi melalul e-mail. Disamplng itu ada aplikasi 

penggaJ,an (payroll), clan sistem absensi berbasis fingerprint, dan Sistem 

administrasi barang milik negara (SABMN) yang dlgunakan Bagian 

Perbendaharaan untuk pelaporan. 

Untuk mendapatkan gambaran tentang kontribusi den setiap aplikasi SI yang 

ada dr 5ekretariat Jendral OPR RI terhadap pelaksanaan tugas organisasi, maka 

seluruh aplikasi SI dipetakan dengan menggunakan model Mc Far1an strategic 

grid, sbb: 

- 

Strategic High potential 

Sistem absensi berbasis fingerprint 

e-mail system 

MS Office 

Web Browser 

SABMN 

Key operational Support 

Gambar 3. L. Portfolio aplika\i Sekretarfut jendral DPR RI saat ini 

Oleh karena belum adanya kebijakan mencener pemanfaatan Sl{TI, maka 

maslnc-masmq bagian mengembangkan sistemnya sendiri-sendiri. 

3.2.3 Database 

- 
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Penggunaan dukungan database di lingkungan Sekretariat Jendral DPR RI masih 

sangat minim. Beberapa database yang ada yaitu database untuk apllkasi 

penggajian, database untuk aplikasi perbendaharaan, dan database untuk slstem 

absensi berbasi fingerprint. Database yang ada masih bersifat stand alone, 

dimana database tersebut hanya diakses melelui satu terminal saja,sehingga 

penggunaan database masih sangat terbatas. 

Data yang dikelola unit-unit kerja yang umumnya hanya menggunakan aplikasi 

MS office, data yang dikelola belum teroganisir dalam format database. Kondisi 

ini potensial mengakibatkan terjadinya mkonslstensr dan duplikasi data 

Saat ini sedang dilakukan pembangunan database untuk perundang-undangan, 

dirnana database ini akan menyimpan mformasi produk perundang-undangan 

yang telah dihasilkan maupun yang sedang dibahas dr DPR RI, sehingga 

database In! akan dapat dipakar sebagai sumber acuan pencarian informasi 

perundang-undangan. 

3.2.4 Fasifitas jaringan 

Sekretariat jendral DPR RI saat ini telah memihkt jarmqan komputer yang 

menghubungkan beberapa gedung di lingkungan Sekretariat jendral DPR RI, yaitu: 

• Gedung Nusantara 1 

• Gedung Nusantara 2 (ganagraha dan paripurna) 

• Gedung Nusantara 3 

• Gedung Sekretariat jendrel DPR RI 

• Gedung mekarnk 

Jaringan komputer Sekretanat jendral DPR RI telah menggunakan Serat optik 

sebaga, backbone. Sedangkan terminast ke hap terminal menggunakan kabel 

UTP. Selain rtu juga dtsediakan akses nirkabel dengan penvedtaan access point d1 

beberapa bagian d1 Gedung Nusantara II (panpurna), dan ruang-ruang stdanq. 

Hampir keseluruhan baqtan/bidanq telah terhubung dengan jartnqan komputer, 

akan tetapi belum keseluruhan terminal komputer terjangkau oleh jaringan. 

Keterbatasan Jangkauan jannqen komputer ini menqakrbatkan belum meratanya 

Strenqthenmq Information Network System ol DPR 
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rnengoldblllr.- tldak blSI dlllkulcannya shlrtng ....... yang .......,.,_ 

blnyllcnya .,...,.... prtrm yang clmMcl cndng-ffla:t-.g 11111: lillja (hMnplo lllp 

saw kompublr sa1u pobm). Konftgcnsl jll1ngln lcDqlcolEi" -- JINhl 

CPR RI yang ada saat inl clllqulcl<arl dalam 9lfflbar 3.2 
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ta+ a1 

Gedung Nusantara 1 

�ldlg NldM1'1111H jl IQIIM 

:,1.atuj 

Ged\l.!1!l N1,1santa.rJ! � (P.!il.i:!P.!.1.ma} 

Ge_d!,!!}9 Sekrelaf!al_,!endral 

Gamber 3. 2. Konfigure.si jaringan komputer antar gedung Sekretariat jendral DPR RI 

Gedung Nusantara 1 merupakan gedung yang memiliki terminal yang terhubung 

dalam jaringan komputer terbanyak diantara gedung-gedung yang lain. Di 
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gedung ini pula ditempatkan data center/ruang server yang merupakan pusat 

pengendalian dan manajemen jaringan komputer Sekretariat jendral DPR RI. Di 

dalam data centre ini ditempatkan server-server yang dimiliki oleh sekretariat 

jendral DPR RI. Rincian server yang ditempatkan di dalam ruang server beserta 

spesifikasi dan penggunaannya adalah sebagai berikut: 

Tabcl 3. I. Inventory server Selretariat jendral DPR RI 

Merk 
Spesifikasi 

No Penggunaan 
Prosesor Storage Memory 

1 HP Proliant ML 370 Web server Intel Xeon 2,8 GHz 4 x 36 GB 1 GHz 

2 HP Proliant ML 370 Antivirus Intel Xeon 2,8 GHz 4 x 36 GB 1 GHz 

3 HP Proliant ML 370 Mail server Intel Xeon 2,8 GHz 4 x 36 GB 1 GHz 

4 HP Prollant ML 370 DNS server Intel Xeon 2,8 GHz 2 x 36 GB 2 GHz 

5 HP Proliant ML 370 Intel Xeon 2,8 GHz 4 x 36 GB 1 GHz 

6 HP Netserver E40 Pnnt server Pentium Pro 32 MHz 

7 HP Proliant ML 150 Intel Xeon 36 GB 512 MHz 

8 
Dell PowerEdge 

Intranet server Intel Xeon 3 GHz 2 GHz 
2850 

Backup 
I 

Mailserver 

WINS-Domain 
9 Custom Intel Xeon 30 GB 256 MHz 

control lier 
- ·  

10 Custom File Server 

Selain rtu di gedung Nusantara 1 juga ditempatkan perangkat yang 

menghubungkan jaringan komputer Sekretanat Jendral DPR RI dengan dume 

Juar (internet), berupa antenna VSAT yang digunakan untuk hubungan ke luar 

melalui setent dan antenna radiolink yang menghubungkan janngan komputer 

Sekretariat jendral DPR RI dengan Indonesia Internet Exchange (IIX) untuk 

- 

Strengthening Information Network System of DPR [II . 7 



I -  

......  

hubungan dengan penyedia-penyedia jasa internet (internet service 

provider/ISP) dalam negeri. 

Untuk memberikan layanan berbasis jaringan komputer, Sekretariat jendral DPR 

RI telah dilengkapr dengan berbagai perangkat sebagaimana dalam tabel sebagai 
berikut: 

Tabel 3. 2. Peran�kat layananjar-ingan Sekrelariatjendral DPR RI 

No Perangkat Merk/Type 

I Modem sateht CDM 570L 

2 Router Cisco 2811 

3 Bandwidth manager Allot NetEnforcer AC202 

4 Firewall Fortigate 400A 

5 Content engine Cisco 500 

Sehubungan dengan adanya rencana pembenahan gedung Nusantara 1, 

direncanakan perrundahan ruang server yang selama ini digunakan untuk 

manajemen jaringan Sekretariat jendrat DPR RI. 

Gambar 3.3 menunjukkan konfigurasi janngan komputer di gedung Nusantara 1. 

Hingga saat ini, janngan komputer lokal {local area network/LAN) d1 gedung 

Nusantara 1 telah menjangkau keseluruhan 23 lantai di gedung ini. Selain 

koneksi melalui kabel, d1 gedung mi juqa disediakaan koneksi nirkabel (wireless) 

di lantal 2, dimana telah terpasang access point yang terletak di Bidang Data dan 

Sarana mformasi, Pusat Penqkajran pengolahan data dan mformasi. 

Gedung Nusantara 2 terhubung ke jarmgan komputer Sekretariat jendral DPR RI 

melalui konekst serat optik ke Data center d1 gedung nusantara 1. Dari Main 

switch yang terhubung dengan Data center, koneksi dibagi melalui switch-switch 

dan acces point-acces point. 
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Gambar J. 3. Konfigurasi jaringan Gcdung Nusanlara I 

�· 

·-· 

Gedung Nusantara 2 {paripurna) merupakan gedung yang menyediakan 

mayoritas konekst Jaringan nirkabel (wireless). Hmgga saat ini telah terpasang 

sebanyak 18 access point yang tersebar di beberapa ruangan. Oaftar 
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selengkapnya access point yang telah terpasang beserta lokasi penempatannya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 3. Daftar access point terpasang 

Access point Ruang 

P3Dl P3DI 

Stah ahli 1 Staf ahli 

Staf ahli 2 Staf ahli 

Staf ahli 3 Staf ahli 

Stah ahli 4 Staf ahli 

PD!P Staf ahli 

Tata usaha Tata usaha 

Perpustakaan 1 Perpustakaan 

Perpustakaan 2 Perpustakaan 

Perpustakaan 3 Perpustakaan 

Polikllnlk Poliklinik 

Komlsi 1 Sekretariat komisi 1 

Komis! 2 Sekretariat kornisi 2 

Komisi 3 Sekretariat komisi 3 

Komisi 8 Sekretariat komisi 8 

Badan Kehormatan Sekretariat Sadan kehormatan - 

Risalah Bagian Risalah 

Persipar Bagian Persidangan Paripurna 
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Perpustakaan 1 Perpustakaan 2 

Tala usaha 

n 
Perpustakaan 3 

0 '5 
t<amwt Kcmrsr 3 

0 
Komisi6 

Risalah 

a----·--- 
Persipar �------� 

(t>_..,,�-+- __ j 
O Switch 

Sadan kehormatan 

Gambar J. 4. Konfigurasi jarmgan Gedung Nusantara 2 

...... 

Beragamnya kondisi dan speslnkasi perangkat komputer yang ada saat ini 

mengakibatkan keterbatasan jumlan klien yang dapat digunakan untuk 

mengakses layanan nirkabel ini, sehmgga menghambat peningkatan jangkauan 

jaringan komputer. 

Hingga saat ini banyak access pomt yang hanya diakses oleh beberapa terminal 

sehingga pemanfaatannya kurang maksimal. Gedung Sekretariat jendral DPR 

terhubung ke dalam jarlnqan komputer menggunakan koneksi serat opnk. 

Jaringan komputer di gedung sekretanat jendral ini tidak terhubung secara 

langsung ke Data center, akan tetapi melalui switch yang terdapat di gedung 
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Nusantara 3. Konek.si yang tidak langsung ini seringkali menimbulkan kesulitan, 

dimana apabila terjadi permasalahan pada jaringan komputer di gedung 

nusantara 3, imbasnya akan dirasakan di gedung sekretariat jendral. 

LAN pada gedung sekretariat jendral, telah menjangkau seluruh 7 lantai pada 

gedung tersebut, dengan masing-masing lantai memiliki switch tersendiri. 

Masing-masing switch tersebut terhubung ke switch utama yang terhubung 

dengan backbone serat optik. 

....... 

...... 

1 ....... 

L•'"•' • 
...... 

,....., 

1 1 1 ·  -  '� " •· 
� - � -� 'g;;___,,.,gg 

-- �·..::,.. _,ro 0.cl<bone lo N\J •• n11,1 3/Server roo----- 
AT 8024GB 

· - ·  

Lan, .. 2 

Gombar 3. I. Konfii.:ra�i j.u-inuau Gcduni:?; Sckrctariat jcndral 
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3.2.5 Personil Manajemen lntormasi 

Manajemen Teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Jendral DPR RI 

dilak.sanakan oleh P3DI, khususnya Bidang Data dan sarana informasi. Sumber 

daya manusia yang dimilki oleh P3DI khususnya pengelola teknologi informasi 

adalah pranata komputer yang berjumlah 9 orang. Tabel 4.3 menunjukkan profil 

pranata komputer pengelola teknologi informasi di lingkungan sekretariat jendral 

DPR RI. 

Selain Bidang 'data dan sarana informasi, pemeliharaan komputer di Sekretariat 

Jendral DPR RI juga dilakukan oleh Biro Pemeliharaan bangunan dan instalasi. 

Selain itu, Bidang Data dan sarana informasi juga bekerjasama dengan pihak 

ketiga dalam hal penanganan virus untuk komputer yang digunakan oleh 

anggota DPR RI 

Keterbatasan sumber daya manusia pengetola layanan IT menjadikan kurang 

maksimalnya layanan yang diberikan. Selain itu, kurangnya pemahaman akan 

Sl{TI dari mayoritas pengguna menjadikan beban pengelola IT semakin berat 

karena jika ada masalah dalam pengoperasian PC, operatornya akan meminta 

bantuan ke pengelola IT yang jumlahnya terbatas. 

Belum adanya kebijakan pengelolaan IT yang terpadu menyebabkan rancunya 

pengelolaan IT yang ada sekarang. Sebagai contoh apabila ada permasalahan 

menyangkut perangkat komputer, selam rnermnta bantuan ke P3DI, operator 

juga meminta bantuan support ke bagian perlengkapan, sehingga menyebabkan 

kerancuan tanggung jawab pemeliharaan sarana/prasarana teknologi infonnasi. 

Strengthening Information Network System of DPR 
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Tabet 3. 4. Prolil pranata komputer P31 

No Nama NIP/gol Tempat/ Pendidikan Kursus Keahlian Keahllan 
tannnal lahir Jeniana Sekolah/PT nama kursus Hardware Software 

Wahyu Hery 210001723/11 Jakarta/ 4 
1 Pravitno d Febuari 1974 Diploma Univ.Gunadarma Teknik Komuuter LAN Office 

Pemrograman CPU/Perbaikan Windows 

Visud Basic Kam outer XP 
Sistem Jaringan 
LAN 

- 
Design 
Website/Hompage 

Sondang Elfrida 210001566/III Jakarta/ 26 Microsoft 
2 Sinaaa S.Kom b Februari 1967 51 Univ.Gunadarma Local Area Network Installinn Office 

Design 
Website/Homnaa.e LAN IE 
Pemrograman 
Visud Basic 

Jakarta/ 16 Juli STMIK Budi Diklat Teknisi pengkabelan Adobe 
,_l Wiwit Mardiastuti 20001662/11 d 1972 Dmloma Luhur komouter UTP Photos hoc 

Pemrograman 
DataBase dengan MS.Office 
VB 5.0 Deteksi CPU Standard 

L-- 
Diklat Slstem LAN 

- - Diklat Database 
interaktif 
Diklat MIS dan 
dokumentasi 
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Diklat Desain web 
dan pengolahan 
informasi online 

Pemograman 
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BAB IV 

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN INFORMASI 

4.1. Analisis activity chain 

Anallsis activity chain dllakukan untuk memetakan seluruh proses kerja yang terjadl 

dalam organisasi menjadi dua kategori aktifitas, yaitu aktifitas utama dan aktifitas 

peodukung. Mengacu kepada dokumen organisasi yang menyebutkan tugas dan fungsi 

setiap unit kerja Sekretariat Jendral DPR RI dan berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan terhadap proses kerja yang terjadi di masing-masing unit kerja, maka 

pemetaan activity chain organisasi Sekretariat Jendral DPR RI dapat dillhat pada Gambar 

4.1. 
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Gambar 4. I, Value chain Sckrctariar jcndral DPR RI 
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4.1.1. Aktifitas utama 

Al<tifitas-aktifitas yang termasuk dalam aktifitas utama pada activity chain 

Sekretariat Jendral DPR RI adalah sebagai ber1kut: 

4.1.1.1. Penerimaan dan anahsis pengaduan/aspirasi masyaral<at 

Salah satu tugas dan wewenang DPR RI adalah menyerap, menghimpun, 

menampung dan menindaklanjuti aspires masyarakat. Penyerapan aspirasi ini ·- 

dapat dilakukan melalui kunjungan kerja anggota DPR, surat/surat elektronik 

maupun penyampaian aspuasi masyarakat secara langsung. Unit kerja yang 

terlibat dalam aktivtas lnr adalah: anggota DPR, Fral<Si-fraksi, Komlsi/gabungan 

komisi, Badan leqislasl, Bag. Humas. 

Aspirasi/pengaduan masyarakat selanjutnya akan dianahsis oleh Bagian Humas 

untuk diteruskan kepada Bagian yang berwenang untuk menanggapi asplrasi 

masyarakat tersebut. 

4.1.1.2. Perancangan Undang-undang 

Terdiri atas penyiapan draft awal RUU irusiatif DPR dan analisis RUU dari 

pemerintah. Sebagai Jembaga legislatif, OPR RI bertugas untuk membentuk 

Undang-undang bersama Pemerintah (Presiden). Usulan UU bisa ebernen �eh 

DPR maupun Presrden, 

5ebelum sampai pada usul inisiatif OPR, ada beberapa badan yang biasanya 

melakukan proses penyiapan suatu RUU. Badan-badan mi adalah Pusat 

Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3D1)
1 

yang bertugas melakukan 

peneliban atas substensr RUU, dan tim perancang sekretariat DPR yang 

menuangkan tesu penefitran tersebut menjadr sebuah rancangan undang­ 

undang. P30I lebih banyak bertungsi membantu pihak Baleg maupun 

sekretariat guna mempersiapkan sebuah rancangan peraturan perundang· 

undangan maupun dalam membenkan pandangan atas RUU yang sedang 

dibahas. 

Strengthening Intormencn Network System of CPA 
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Sementara Baleg dan tlm ahli fraksi menjalankan fungsi sebagal penggodok 

RUU. Dalam menjalankan fungslnya, baik Baleg maupun tim ahli dari fraksi 

memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Baleg misalnya, di samplng melakukan 

sendiri penelltian atas beberapa rancangan undang-undang, juga bekerja sama 

dengan berbagai universitas di beberapa daerah di Indonesia. Baleg juqa 

banyak mendapatkan naskah RUU dari masyarakat sipil, 

Pada tingkat fraksi, penyusunan sebuah RUU dimulai dari adanya amanat dari 

.... muktamar··partai. Kemudian fraksi tersebut membentuk tim pakar yang 

merancang RUU tersebut berdasarkan masukan masyarakat melalui OPP 

maupun DPD partai. 

Usul inisiatif RUU juga dapat berasal dari DPD. DPD dapat mengajukan kepada 

DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi tamnya, serta yang berkaltan 

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. RUU beserta 

penjelasan/keterangan, dan atau naskah akademis yang berasal dari OPD 

disampaikan secara tertulis oleh Pimpman OPD kepada Pimpinan DPR. 

Kemudian dalam Rapat earipurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, 

Pimpinan OPR membentahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, 

kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Selanjutnya Pimpinan DPR 

menyampaikan surat pembentahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal 

pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam 

Rapat Paripurna. 

Bamus selanjutnya menunjuk Kcrms: atau Baleg untuk membahas RUU 

tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Tim perancang menyiapkan 

dukungan analisis untuk keperluan pembahasan tersebut. 

Sementara untuk RUU dari Pemerintah, prosesnya dimulai penyampaian RUU 

beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dan 

Presiden secara tertuhs kepada Pnnplnan DPR dengan Surat Pengantar 

Presiden yang menyebut juqa Menteri yang mewakili Presrden dalam 

melakukan pembahasan RUU tersebut. 

,,.. 
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Dalam Rapat Paripuma berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan OPR, 

kemudian Pimpinan CPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU 

tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Terhadap RUU 

yang terkait dengan OPD disampaikan kepada Pimplnan DPD. Kemudian RUU 

dibahas dalam dua tingkat pemblcaraan dl OPR bersama dengan Menteri yang 

mewakili Presrden. 

Sebelum RUU dibahas bersama perwakilan Pemerintah, tlm perancang 

Undang-undang terlebih dahulu disiapkan analisis untuk keperluan 

pembahasan tersebut. 

4.1.1.3. Analisis penyusunan APBN 

Pembahasan RAPBN terbagi rnenjadl dua, yaitu pembicaraan tingkat I dan 

pembicaraan tingkat II. 

Pembicaraan tingkat I dimulai dengan Penyampaian pidato pengantar pidato 

pengantar RUU APBN beserta Nota keuangannya oleh Presiden dalam Rapat 

Parlpurna DPR. Fraksi·Fraksi kemudian memberikan Pemandangan Umum atas 

RUU APBN beserta Nota keuangannya, dilanjutkan dengan jawaban 

Pemerintah atas PU Fraksi-fraks1 atas RUU APBN beserta Nota keuangannya. 

Pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan RUU APBN beserta Nota 

Keuangannya antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-Rl 

Pembicaraan Tingkat 11 merupakan penqambdan keputusan atas RUU APBN 

beserta Nota keuangannya. Dimulai dengan laporan Panitia Anggaran atas 

Pembicaraan lingkat l, dilanjutkan dengan Pendapat akhir Fraksi·Fraksi atas 

RUU APBN, dan Pendapat akhtr Pemenntah atas RUU APBN, dan ditutup 

dengan Pengambilan Keputusan atas RUU APBN 

nm analisa anggaran bertugas mendampingi pamtia anggaran dalam 

pembahasan APBN ini. Tugas dari tim pendamping ini meliputi penehtran, 

pengkajian dan analisis independen, data dan informasi dalam bentuk 
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database. Dukungan ini diarahkan untuk memberkan dan membuka akses 

intormasi seluas-luasnya bagi DPR dan anggota Dewan. 

Analisis dan telaahan mencakup materi substansi RAPBN dari pemerintah, hasil 

pembahasan RAPBN di Panitia anggaran, hasil pemeriksaan BPK terhadap 

pelaksanaan APBN, dan bahan pertimbangan dan OPD untuk menjadi bahan 

masukan RAPBN 

4.1.1.4. Analisis dan evaluasi pengawasan 

Salah satu fungsi DPR yaitu fungsi Pengawasan. Fungs1 Pengawasan yang 

dilakukan oleh Dewan bersifat politis, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan 

undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, APBN, kebijakan 

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menganalisis 

permasalahan-permasalahan tersebut, Sekretariat Jenderal memfasilitasinya 

dengan menyajikan data dan lnformasi, disamping juga menyusun konsep 

pertanyaan atau permasalahan yang perlu disampaikan kepada Pemerintah 

dalam setiap Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat.. Pemberian dukungan 

keahlian untuk pengawasan pelaksanaan perundang-undangan dilakukan oleh 

Deputi Bidang Perundang-undangan. 

4.1.1.5. Penyelenggaraan Persidangan/konferensi 

Persidangan/konferensi yang dilakukan meltpun: 

• Sidang Komisi 

• Srdanq Pansus 

• Sidang Badan kelengkapan 

• Konferensi orqarusasl parlemen intemasional/reolonal/btlateral 

Proses penyelenggaraan persidangan terdm dari beberapa kegiatan dari mulai 

penjadwalan, pelaksanaan perstdanqan. sampai kepada penyusunan Risalah 

rapat. 
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Selain persldanqan lingkup DPR RI, Sekretariat jendral (BKSAP) juga 

menyelenggarakan konferensi internaslonal/regional/bilateral dalam kerangka 

kerjasama antar organisasi par1emen. 

4.1.1.6. Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan untuk memberikan dukungan data dan informasi 

terkait dengan materi bahasan Dewan dan permasalahan-permasalahan 

nasional dan internasional 

Untuk maksud tersebut, para peneliti di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data 

dan Informasi ditugaskan mengikuti perkembangan dan permasalahan 

sekaligus memberikan dukungan pada komlsl-kornisl yang ada. Pemberian 

dukungan keahlian dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Anggaran dan 

Pengawasan. 

4.1.1.7. Sosialisasi 

Sesuai dengan tuntutan transparansi dari masyarakat, kegiatan DPR RI harus 

disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai 

media, baik itu cetak maupun elektronik 

Aktivitas yang tennasuk dalam sosialisasi irn yaitu mulai dari penenmaan dan 

pengaturan tamu di lingkungan Sekretanat Jendral DPR RI, penviapan bahan 

materi penerangan kepada masyarakat, konferens, pers, penerbitan 

rnajalah/bulletm/leaflet, sampai pembentaan melalui internet 

4.1.2. Aktifitas pendukung 

4.1.2.1. Perencanaan 

Aktifitas dan proses perencanaan program kegiatan mencakup perencanaan 

program rutin dan program pembangunan. Proses perencanaan program 

dilakukan oleh sehap unit kerja. Prosesnya dimulai ketrka setiap unit kerja 

menyusun rencana program kerja tahunan yang drdasarkan pada rencana 
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program strategis/jangka panjang dan hasll evaluasl program kerja tahun lalu. 

5elanjutnya rencana program kerja seluruh unit kerja dievaluasl oleh Bagian 

perencanaan dan din,muskan dalam format daftar usulan proyel(/1<egiatan 

(OUP/DUK). DUP/DUK ini kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dan 

Depkeu (DJA). J<oordlnasi ini bertujuan untuk pembahasan dan memlnta 

persetujuan Bappenas dan OJA. Keluaran dari proses perencanaan program lni 

adalah disahkannya DIP/DIK, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahunan 

4.1.2.2. Keuangan 

Alctifitas keuangan yang dilakukan melipub pembayaran gaji pegawal dan 

pembayaran lainnya, perhitungan pajak·pajak, serta pembekuan trasaksi 

keuangan. Proses pembayaran gaji pegawa1 ctimulai ketika Bagian Keuangan 

menyusun daftar gaji berdasarkan data pegawai dari Bagian Kepegawaian. 

Kemudian Sagian Keuangan membayar gaji kepada seluruh pegawai. Untuk 

pembayaran lainnya dilakukan Bagian Keuangan berdasarkan permintaan 

pembayaran yang dilakukan setiap unit kerja. 

Proses perhitungan pajak dilakukan untuk melakukan pemotoogan pajak untuk 

setiap transaksi keuangan berdasarkan ketentuan pajak yang beriaku, 

4.1 .2.3. Tata persuratan 

Ak.tifitas komunikasi dilakukan °'eh Bagian Tata persuratan, mellputi keglatan 

pengurusan surat keluar dan masuk. Surat masuk diterima dan dicatat dalam 

agenda surat masuk, selanjutnya didistribuslkan kepada unit kerja yang dituju. 

Surat keluar dicatat dalam agenda surat keluar sebelurn didistribusikan. 

4.1 .2.4. Kearsipan 

Aktifitas kearsipan dilakukan oleh Bidang Arsip dan dokumentasl, dengan cara 

mengarsipkan seluruh dokumen peraturan perundangan yang pemah dibahas 

di DPR RI. Dokumen·dokumen yang diarsipkan diperoleh dari Sekretariat- 

- 
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sekretariat Komisi/Pansus/Badan yang ada di lingkungan Sekretariat Jendral 

DPR RI yang menyelenggarakan pembahasan peraturan-peraturan perundang­ 

undangan. 

Dokumen-dokumen tersebut mulai dari Rancangan perundang-undangan, 

transkrip sidang-sidang sampai peraturan perundangan yang dihasllkan. 

Dokumen arsip terdiri atas dua macam, vattu dokumen tertulis dalam bentuk 

kertas maupun sott copy, dan dokumen rekaman dalam bentuk kaset 

4.1.2.5. Pengelolaan Perpustakaan 

Pengelolaan Perpustakaan jendral DPR RI dilakukan oleh Bidang perpustakaan. 

Selain melayani anggota dan Staf Sekretariat jendral DPR RI, Perpustakaan 

DPR RI juga terbuka untuk publik. Kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan 

Perpustakaan ini yaitu mulai dari pengadaan koleksi, sampai kepada sirkulasi 

koleksi. 

4.1.2.6. Pengadaan, Perbendaharaan, dan Pemeliharaan 

Proses pengadaan dilakukan oleh bagian perlengkapan. Pengadaan dilakukan 

berdasarkan perencanaan yang telah disusun oleh Bagian perencanaan. 

Umumnya dibentuk kepanitiaan untuk melakukan tender pengadaan 

barang/jasa atau penunjukan penvedra barang/jasa. Setelah baranq/jasa 

d.oasok oleh rekanan dan diterima oleh bagian perlengkapan, terlebih dulu 

dicatat dalam daftar inventaris sebelurn dtdistrlbusikan ke masing-masing unit 

kerja sesuai dengan rencana alokasmya. 

Daftar inventaris selanjutnya akan diserahkan ke bagian Perbendaharaan untuk 

keperluan pelaporan. 

Sementara keqratan pemellharaan dilaksanakan oleh Biro Pemeliharaan 

Bangunandan instalasi 

Pengelolaan barang 1nventaris kantor mi secara berkala dilaporkan kepada 

prrnpinan Sekretanat jendral DPR RI dan BAKN 
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Akitivitas yang berhubungan dengan pemberian pertimbangan Hukum bagi 

DPR RI dan Sekretariat jendral DPR RI dilakukan oleh Bagian Hukum. 

Pertimbangan hukum diberikan jika Bagian Hukum menerima pennintaan 

pertimbangun hukum dan anggota OPR RI atau pihak lain di dalam lingkungan 

Sekretariat Jendral DPR RI yang membutuhkannya. 

Bagian Hukum juqa nerkewejban mendata produk-produk hukum DPR RI 

dalam rangka kerjasama SJDIH. 

Aktifitas sosialisasi produk hukum dilakukan ketika pemerintah menetapkan 

suatu produk hukum dan perlu drsosialisasl ke seluruh pihak dalam organisasi. 

4.1.2.8. Kepegawaian dan keanggotaan 

Dilaksanakan oleh Biro Keanggotaan dan kepegawaian, berkoordinasi dengan 

seluruh satuan kerja lemsaneg. Aktifitas kepegawaian ini meliprui pengelolaan 

data pegawai, melaksanakan administrasi kepegawaian serta kegiatan Jayanan 

kesejahteraan pegawai 

Pengelolaan data pegawai meliputi pencatatan data pegawai baru, updating 

jika terjadi perubahan data, dan pembuatan daftar urut kepangkatan (DUK), 

yang menjadi bahan pertimbangan otmpman lemsaneg untuk melakukan 

pembinaan kepeqawatan. Sedangkan pelaksanaan administrasi kepegawaian 

dilakukan dalam rangka pembinaan pegawai yang mencakup administrasi 

kenarkan pangkat, kenafkan gaJI berkala, mutasi, diklat, promosi jabatan dan 

penstun peqawai 

Sedangkan aktrvitas admnlstrasr keanggotaan meliputi pencatatan anggota 

DPR RI, updating jika terjadi pergantian anggota. 

4.1.2.9 Pendrdtkan dan pelanhan 
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Proses penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Sekretarlat 

jendral DPR RI dimulai dari perencanaan yang dibuat oleh Bagian Diklat 

Perencanaan ini dibuat dengan koordinasi dari unit kerja lain mengenai 

spesifikasi kebub.Jhan sumber daya manusia di tiap-tiap unit kerja, dan 

masukan dari staf sekretariat jendral DPR RI mengenai kebutuhan training staf. 

Masukan ini kemudian akan dianalisa oleh Bagian Dik.lat hingga menjadi 

rencana Dik.lat. Diklat kemudian dilaksanakan dengan berpedoman pada 

rencana tersebut. 

Pada akhir penyelenggaraan Diklat, Bagian Diklat membuat evaluasi dan 

dilaporkan kepada pimpinan 

4.1.2.10. Teknologi informasi 

Aktifitas Teknologi Informasi meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan 

Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi, termasuk 

di dalamnya pengembangan janngan komputer dan pelayanan pemeliharaan 

(troubleshooting) perangkat teknologi informasi. Aktifitas ini utamanya 

dilakukan oleh Bagian Data dan Sarana inforrnaa dibantu oleh Biro 

Pemeliharaan dan instalasi bangunan. 

4.1.2.11. Monitoring kmerja Sekretariat jendral DPR RI 

Monitoring drlakukan untuk memastikan proses pekerjaan yang dilaksanakan 

Sekretariat jendral DPR RI berjalan sesuai yang drproqrarnkan, Monitoring juga 

bisa digunakan sebaqat usaha rdenuflkasi kekurangan yang mungkin ada, 

dafam rangka perbaikan proses bisnis menuju perbaikan kinerja Sekretariat 

jendral. 

4.2. Kebutuhan informasi 
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Dari uraian aktifitas tersebut, dapat diidentifikasi kebutuhan infom,asl untuk 

setiap aktifitas pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretariat jendral OPR RI. 

Tabel berikut menunjukkan kebutuhan informasi untuk tiap aktifitas. 

Tabel 4. 1. Kebutuhan lnformasi Sekretariat Jendral DPR RI 

Aktifitas Kebub.Jhan Informasi 
Satuan Kerja yang 

Terlibat 

Penerimaan • Aspirasi masyarakat • Biro Humas dan 

pengaduan/aspirasi Pemberitaan 

masyarakat • Biro Pengawasan 

legislatif 

Perancangan UU • Perundang-undangan • Biro Perancangan UU 

• Informasi terkait materi • P3DI 

bahasan RUU 

• Naskah akademik 

• Hasil pemeriksaan BPK 

• Hasil pengawasan DPD 

• Aspirasi masyarakat 

Analisis penyusunan APBN • Data pelaksanaan APBN • Biro Analisa anggaran 

tahun sebelumnya dan pelaksanaan APBN 

• RAPBN . P3Dl 

• Hasil pemenksaan BPK 

• Hasil pengawasan DPD 

• Aspirasi masyarakat 
L- 

Analisis dan evaluasi • Asprrasi masyarakat • Deputi Anggaran dan 

pengawasan • Hasil pemeriksaaan BPK pengawasan 

• Hasil pengawasan DPD • Deputi Perundang- 

undangan 

• P3DI 

Penyelenggaraan • Jadwal • Biro Persidangan 

I persidangan, konsultast, persidangan/konferens1 • Biro Kesekretanatan 
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Aktifitas Kebutuhan Informasi 
Satuan Kerja yang 

Terlibat 

dan Konferensi • Jadwal kegiatan anggota Pimpinan 

Dewan • Biro Kerjasama antar 

• Sumber daya pelaksanaan partemen 

persidangan 

Penelitian • Informasi umum • P3DI 

(poleksosbudhankamkessos) • Biro Perancangan UU 

• Perundang·undangan 

• APBN 

• Hasil pemeriksaan BPK 

• Hasil pengawasan DPD 

• Data kajian/penelitian 

sebelumnya 

Pengelolaan dan • Keanggotaan/kepegawaian • Bidang Perpustakaan 

pelayanan Perpustak.aan • Data koleksi perpustakaan 

Sosialisasi infonnasi • Produk DPR RI • Biro Humas dan 

kegiatan DPR RI Pemberitaan 

• P3DI 

Perencanaan • Usulan proyek/kegiatan • Biro Perencanaan dan 

masing-masmg unit kerja pengawasan 

• Alokasi anggaran 

Keuangan • Keanggotaan dan • Biro Keuangan 

kepegawaian 

• Oaftar urut kepangkatan 

• Kmerja pegawai 

Tata persuratan • Surat masuk/keluar • Bagian Tata persuratan 

Kearsipan • Surat masuk/keluar • Bidang Arsip dan 

• Hasil persidangan dokumentasi 

• Risalah rapat 

• Produk perundang- 

undangan 
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Aktifitas Kebutuhan Informasi 

Satuan Kerja yang 

Terlibat 

Hukum • Perundang-undangan • Biro Hukum dan 

• Perkembangan pemantauan 

kesekretariatan pelaksanaan Undang- 

• Perkembangan Hukum undang 

• Kepegawaian dan 

keanggotaan 

Kepegawaian dan • Kepegawaian dan • Biro Kepegawaian dan 

keanggotaan keanggotaan keanggotaan 

• Kinerja pegawai 

Pendidikan dan pelatihan • Kepegawaian dan • Bagian Pendidikan dan 

keanggotaan pelatihan 

• Kebutuhan sumberdaya 

manusia 

• Kebutuhan pelatihan 

Teknologi informasi • Inventori sumber daya • Bidang Data dan sarana 

teknologi informasi informasi 

• Kepegawaian dan • Biro pemeliharaan dan 

keanggotaan instalasi 

Pengadaan barang • Kebutuhan pengadaan • Biro Perencanaan dan 

barang pengawasan 

• Rencana proyekjkegiatan • Bagian Perlengkapan 

• Daftar penyedia baranq/jasa 

• Peraturan perundangan 

terkait pengadaan 

barang/jasa 

Perbendaharaan dan • Inventans barang milik • Bagian Perbendaharaan 

pemeliharaan barang negara • Biro Pemeliharaan 

• Kondisi barang milik negara bangunan dan instalasi 

Monitoring kinerja • Kepeqawaian dan • Biro kepegawaian dan 

Sekretanat jendral DPR RI keanggotaan keanggotaan 
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Akl:lfitas Kebutuhan Infurmasi 

Satuan·Kerja yang 

Tmtlbat 

• l<lnerja pegawal • Biro Perencanaan dan 

• Per1<embangan kedewanan Pengawasan 

• Proses pelaksanaan • Eksekutif 

pekerjaan 
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IDENTIFIKASI SOLUSI Tl 

5.1. ldentifikasi solusi Slstem informasi: 

Identifikasi soiusi sistem mrormas dilakukan dengan memperhatlkan kebutuhan 

informasi dari analisa value chain Sekretariat jendral DPR RI. 

Tabel 5. 1. ldenlifikasi solusi sistem infonnasl 

Aktifitas 
Satuan Kerja yang 

Solusl SI 
Terllbat 

Menerima • Biro Humas dan • SI Humas 

pengaduan/aspirasi Pemberitaan • Web portal 

masyarakat • Biro pengawasan legslatif 

Perancangan UU • Biro Perancangan UU • SI Perundang-undangan 

• P3DI • Colllaborative/workflow 

system 

• Knowledge management 

• Intranet 

Analisis penyusunan APBN • Biro Anahsa anggaran dan • SI APBN 

pelaksanaan APBN • Knowledge management 

• P3DI • Intranet 

Analisis dan evaluaSi • Deputi Anggaran dan • SI Monitoring UU/ APBN 

pengawasan pengawasan 

• Oeputi Perundang- 

undangan 

• P3Dl 

Penyelenggaraan • Biro Persidanqan • SI Persidangan 

persidangan/Konferensi • Biro Kesekretariatan • Intranet 
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Aktlfltas 
Satuan Kerja yang 

Solusi SI 
Terllbat 

Pimpinan 

• Biro Kerjasama antar 

parlemen 

Penelitian • P3DI • Knowledge management 

• Biro perancangan UU • Intranet 

Pengelolaan dan pelayanan- ....,_, Bidang Perpustakaan • SI Pe,pustakaan 

Perpustakaan • Intranet 

• Web portal 

Soslalisasi informasi • Biro Humas dan • SI Humas 

kegiatan DPR RI Pemberitaan • Intranet 

• P3DI • Web portal 

Perencanaan • Biro Perencanaan dan • SI Perencanaan 

pengawasan 

Keuangan • Biro Keuangan • SI Keuangan 

Tata persuratan • Bagian Tata persuratan • SI Persuratan 

Kearsipan • Bidang Arsip dan • SI Arsip 

. dokumel'ltasi 

Hukum • Biro Hukum dan • SI Hukum 

pemantauan pelaksanaan 

Undang·undang 

- Kepegawaian dan • Biro Kepegawaian dan • SI SDM 

keanggotaan keanggotaan 

Pendidikan dan pelatihan • Bagian Pendidikan dan • SI Diklat 

pelatihan 

Teknologi informasi • Bldang Data dan sarana • Help Desk system 

informasi • Knowledge management 

• Biro pemeliharaan dan 

instalasr • 

,... 

Pengadaan barang • Biro Perencanaan dan t • SI Pengadaan barang 
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Aktifitas 
5atuan Kerja yang 

Solusi SI 
Terlibat 

pengawasan • Web portal 

• Bagian Perlengkapan 

Perbendaharaan dan • Bagian Perbendaharaan • SI Perbendaharaan 

pemeliharaan barang • Biro Pemeliharaan • Help Desk system 

bangunan dan instalasi 

Monitoring Sekretariat - • Biro kepegawaian dan • SI Monitoring Perundangan 

jendral DPR RI keanggotaan • SI Monitoring APBN 

• Biro perencanaan dan • SI Monitoring kinerja 

pengawasan • SJ SDM 

• Eksekutif 

5.2. Deskripsi Aplikasi 

5.2.1. Web portal 

Web portal akan menjadi mecha penyampaian informasi dan akses aplikasi kepada 

berbagai pihak yang memerlukannya balk internal Sekretariat jendral DPR RI 

maupun kepada publik. 

Web portal juqa memunglonkan dilaksanakannya aplikasi-aplikasi e-government, 

seperti proses pengadaan barang secara online ( e-procurementi, sehlngga Web 

portal dapat menjadi ujung tombak hubungan dengan pubhk sebagai jawaban atas 

tuntutan tranparansi Sekretariat jendral OPR RI 

5.2.2. Collaborative work 

Collaborative work mendukung dilakukannya kolaborasi, antara lain dengan 

penggunaan e-mail, forum, news, maihng list, pengumuman dan memo untuk 

komumkasr internal Sekretariat jendral DPR RI. 

5.2.3. Knowledge management 

Knowledge management ditujukan untuk membuat perpustakaan data internal 

Sekretanat Jendral DPR RI yang bisa digunakan oleh staf Sekretariat jendral DPR RI 

untuk mencan referensi dalam pekenaan mereka sehan-han. 
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5.2.4. Help Desk system 

Help Desk dltujukan menjadi pusat layanan permasalahan yang dihadapi user ter1<ait 

dengan pemanfaatan layanan TI 

5.2.5. Office application 

Merupakan aphkasi-apUkasi yang mendukung tugas-tugas perkantoran sehari-hari, 

sepern pengolah kata, spreadsheet, dll 

5.2.6. Sistem informasi Humas 

Apllkasi in dituJukan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat, balk yang 

didampaikan secara langsung, surat/email, ataupun melalui situs DPR RI, dan 

menyimpan serta menyalurkan aspirasl tersebut ke bagian yang berwenang untuk 

memprosesnya. 

5.2. 7. Sistem informasi Perundang-undangan 

Sistem ini ditujukan untuk menunjang proses perancangan undang·undang yang 

dlsusun DPR RI, mulai dari penyusunan program legislasi nasional sampai kepada 

penyusunan RUU inisiatif DPR. Sistem terintegras1 dengan sumber-sumber data 

untuk mempermudah pengumpulan data yang diperlukan dalam proses 

perancangan. 

5.2.8. Sistem informasi APBN 

Sistem ini ditujukan untuk menunjang proses pembahasan dan analisa RAPBN dari 

Pemerintah. Dengan inteqrasi data-data pelak.sanaan APBN tahun-tahun 

sebelumnya, analisa akan mernbenkan hasrl yang lebih akurat. 

5.2.9. Sistern mformasi Persidangan 

Ap1ikasi persidangan digunakan untuk mempermudah pelaksanaan persicanqan, dari 

rnulal penjadwatan, penginman undangan, sernoet kepada penyusunan risalah 

persidangan. 

........ 
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S.2.10. Slstem inforrnasi Perpustalcaan 

Sistem lnformasi Perpustakaan ditujukan untuk pengelolaan Perpustakaan DPR RI. 

Sistem menangani sirkutasi koteksi perpustakaan termasuk di dalamnya peminjaman 

koleksi perpustakaan oleh anggota atau staf Sekretariat jendral OPR RI. 

5.2.11. Sistem informasi Perencanaan 

Sistem ini ditujukan untuk menunjang penyusunan rencana program dan anggaran 

DPR RI dan Sekretariat jendral. Sistem menangani mulai dari proses pengisian 

rencana oleh masing-masing unit kerja, sampal kepada proses penyusunan DIP/DIK 

5.2.12. Sistem informasi Keuangan 

Apllkasi keuangan digunakan untuk rnenuruanq pengelolaan administrasi keuangan 

Sekretariat jendral DPR RI, seperti pembayaran gaji, penghitungan pajak, sampai 

kepada pelaporan dan general ledger. 

5.2.13. Sistem informasi Hukum 

Sistem ini mencatat segala peraturan perundangan yang berhubungan dengan OPR 

Rl dan Sekretariat jendral DPR RI. lnformasi dari sistem ini dapat digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan perancangan perundang-undangan dan penelitlan. Sistem ini juga 

dapat rneniadi sumber data bagi SJD!H Sekretariat jendral DPR RI dan dapat 

menjad, rujukan bagi publik dalam mencari informasi peraturan perundangan 

terutama peraturan perundangan produk OPR RI. 

5.2.14. Sistem informasi Arsip 

Menyimpan segala jenis arsip seperti dokumen·dokumen pembahasan UU dan hasll 

rapat/persidangan, termasuk surat·surat. 

5.2.15. Sistem informasi Persuratan 

Mendukung kegiatan penanganan Surat masuk dan surat keluar, pencarian surat. 
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5.2.16. Sistem infonnasi SDM 

Merupakan aplikasi untuk manajemen kepegawaian dan keanggotaan, mulai dari 

pelaporan kehadiran/kinerja, lembur, layanan kesehatan, mutasl/kenaikao pangkat, 

pembuatan daftar urut kepangkatan. 

5.2.17. Sistem informasi Diklat 

Aplikasi Diklat digunakan untuk menajemen perencanaan dan pelaksanaan Diklat 

bagi staff Sekretariat Jendr.al DPR RI. 

5.2.18. Sistem informasi Pengadaan barang 

Ditujukan untuk mempermudah proses pengadaan barang, termasuk memperbaiki 

transparansi proses pengadaan barang, pembuatan laporan dan pemantauannya 

oleh plmpinan. 

5.2.19. Sistem informasi Perbendaharaan 

Aplikasi perbendaharaan digunakan dalam manajemen aset yang dimiliki Sekretariat 

jendral DPR RI. Aplikasi ini ditujukan untuk bisa digunakan menghitung nilai aset, 

menghitung penyusutan aset, dan pelaporan aset yang dikelola Sekretariat jendral 

DPR RI kepada instansi yang berwenang. 

5.2.20. Sistem informasi Monitoring UU 

Sistem ini akan digunakan untuk monitoring proses penyusunan dan pengawasan 

pelaksanaan perundang-undangan 

5.2.21. Sistem informasi Monitoring APBN 

Sistem ini akan digunakan untuk mon,toring proses penyusunan APBN dan 

pengawasan pelaksanaan APBN 

5.2.22. Sistem informasi Monitoring kmerja 

Srstem ini akan berfungsi sebaqat executive information system yang berfungsi 

untuk mengontrol kinerja Sekretanat jendral DPR RI secara umum 
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5.3. Analisa data 

Database merupakan komponen penting dari suabJ sistem lnfonnasl, sebagal sumber 

data yang akan digunakan aplkasi dalam melakul<an fungsinya. Kebutuhan data bagi 

aplil<asi-apllkasi di lingkungan Sekretariat jendral DPR RI meliputi dua baglan, yaltu data 

untuk keglatan admlnlstratif dan data untuk aktivitas operasional pemberian dukungan 

kepada Dewan. 

Keperluan database untuk mendukung aplll<asi-aplil<asi di lingkungan Sekretarlat Jendral 

DPR RI adalah sebagal berikut: 

• Database Pengawasan/pengaduan masyarakat 

• Database Hul<Lm dan Perundang-undangan 

• Database APBN 

• Database Perpustakaan 

• Database Kajlan penelitian 

• Database Persldangan 

• Database Keuangan 

• Database Kepegawaian dan keanggotaan 

• Database Perbendaharaan 
- 

• Database Kearsipan 

• Database Persuratan 

5.4. Pemetaan Apllkasi terhadap Data 

Tabel berikut menunjukkan hubungan antara aplikasi deogan data. B menunjukkan 

bahwa aplikasi hanya dapat membaca data dari database, sedangkan U berarti bahwa 

aplikasi dapat membaca sekahgus mengubah data. 
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Gamb•r S. I. Pemetaan aplikasi dan database pcndukungnya 

5.5. Infrastruktur TI 

Untuk mendukung implementasl aplikasi-aplikasi beserta databasenya dlperlukan sarana 

dan prasarana penunjang TeknoJogi infarmasi. Sarana dan prasarana penunjang 

Teknologi informasi d1kelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu Workstation dan 

peripheral, Data center, Jaringan komputer, koneksi internet, information kiosks, security 

dan Disaster recovery. 

Workstation dan peripheral menjadi antarmuka pengguna dengan sistem Teknologi 

mtorrnasr, Jaringan komurnkasi internal Uaringan komputer) menjadi penghubung 

workstation dan penyedia layanan (server). Data center merupakan pusat menajemen 

,-... layanan berbasis Teknologi informasr sedangkan akses ka jaringan internet merupakan 

media untuk berhubungan dengan dunia luar. 
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5.5.1. Workstation dan peripheralnya 

Ketersediaan Worksta�on clan peripheralnya diperlul<an dalam pelaksanaan 

pekerjaan sehari-hari. Penyediaan workstation dan peripheral ini harus dilakukan 

dengan memperhatikan kebutuhan dari jenis pekerjaan yang dilakukan, sehlngga 

dapat ditentukan spesifil<asi perangl<at yang tepat, yang dapat mendukung 

pekerjaan yang dilakukan. Seirtng dengan perkembangan aplikasi yang 

memerlukan sumberdaya komputasi yang semakin besar, peremajaan dan 

perbaikan soesiftkasr yang mengikuti perkembangan mutlak diperlukan. 

Dengan adanya sistem Teknologi informasi yang menggunakan jartngan 

komputer, diperlukan perangkat komputer yang mempunyai kemampuan untuk 

mengakses layanan dan aplikasi berbasis jaringan. 

5.5.2. Data center 

Data center berfungsi sebagai pusat pengendalian dan manajemen jaringan 

komputer Sekretariat jendral DPR RI. Pada Data center inl ditempatkan 

perangkat-perangkat yang berhubungan dengan layanan jaringan komputer 

seperb Modem, bandwidth manager, Firewall, Content engine dan Server-server. 

Agar perangkat-perangkat tersebut dapat berfungsi dengan semestinya, 

diperlukan perlakuan khusus. Oleh karena itu Data center harus dikondislkan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi yang harus dipersiapkan untuk 

Data center meliputi: 

• Pengkabelan 

• Snkulesl udara 

• Pengaturan suhu ruangan 

• Keamanan yang terjaga 

• Groundlng/perlindungan kelistrikan 

• Penerangan yang memadai 

5.5.3. Jaringan komputer 

Jaringan komputer merupakan tulang punggung lalu untas data antar komputer 

Sekretariat jendral DPR RI. Agar layanan dapat digunakan oleh keseluruhan unit 
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kerja, jaringan komputer harus dapat menjangkau keseluruhan unit kerja 

tersebut. 

Selain itu, Untuk mendapatkan lalu lintas yang cepat, dlperlukan jaringan 

komputer yang memiliki lebar pita yang lebar. 

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi, dimana mobilitas 

menjadi tuntutan, layanan akses jaringan nlrkabel perlu diberikan. 

5.5.4. Koneksi internet 

Konek.si internet merupakan salah satu gerbang bagi Sekretariat jendral DPR RI 

untuk berhubungan dengan dunia luar. Kebutuhan untuk selalu terhubung 

dengan dunia luar mengharuskan ketersediaan akses internet yang selalu 

tersedia, dapat diandalkan, cepat, dan terjangkau. 

5.5.5. Information kiosks 

Untuk mempermudah akses lnformas, kepada seluruh pihak yang 

berkepentingan, perlu disediakan terminal-terminal yang berfungsi sebagai 

tempat akses informasi yang bisa d1gunakan untuk umum. Sebagai media akses 

informasl yang digunakan untuk umum, materi yang dapat tersedia harus diatur 

sedemlkian rupa sehingga keamanan data yang senslstif dan bukan untuk 

konsumsi publik dapat terjaqa. 

5.5.6. Security 

Seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana Teknologi mformasl di Sekretariat 

jendral DPR RI, keamanan jaringan harus dioerhatikan, Fungsi keamanan jaringan 

yang harus dlsediakan meltputu 

o Network secunty: fokus kepada media pembawa mforrnasl/data, seperti 

jaringan komputer; 

o Computer security: fokus kepada komputer (server, workstation, terminal), 

termasuk dr dalamnya masalah yang berhubungan dengan operating system; 

dan 

o Apptication secunty: fokus kepada program aplikasi (software) dan database. 
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5.5.7. Disaster recovery 

Memngkatnya ketergantungan organisasl akan Infonnasi, memunculkan 

kebutuhan akan jaminan kelangsungan layanan Teknologi informasi. Antislpasi 

harus disiapkan untuk menghadapi kondisi terburuk termasuk bencana, atau 

yang dikenal dengan istilah Dis�ster recovery plan (DRP) untuk menjamin 

ketersediaan layanan Teknologi informasi. 

DPR mencakup standar kebutuhan sarana dan prasarana dalam menghadapi 

segala kemungkinan kondisi dan prosedur standar operasi yang harus dijalankan 

saat terjadi hal-hal yang tldak diinginkan, termasuk penyediaan Disaster recovery 

center (DRC) sebagai backup data dalam menghadapi kondisi darurat. 

5.6. Manajemen Teknologi Infonnasi 

Layanan teknologi informasi melibatkan berbagai sumber daya. Mulai dari 

sarana, prasarana, sampa1 kepada sumber daya manusia. Untuk menjamin 

pelak.sanaan layanan Teknologi informasl diper1ukan Manajemen Teknologi 

mformasi yang mengatur pelaksanaan layanan teknologi informasi. 

Manajemen teknologi informasi mencakup Perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengaturan layanan Teknologi informasi. 

5. 7. Arsitektur Teknologi informasi 

Arsitektur Teknoloqr Informasr memberikan gambaran tentang pengelompokan 

sumberdaya Teknologi informasi Sekretariat jendral OPR RI. Gambar berikut 

menunjukkan pengelompokam aplikasi-aplikasi sistem informaS1 yang dilengkapi 

dengan infrastruktur pendukung dan manajemen informasi. 

..... 
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STRATEGI PERENCANAAN IT 

Perencanaan Teknologi informasi yang dilakukan dalam kegiatan ini ditujukan untuk 

menghasilkan Teknologi informasi yang berada pada level strategls dimana Teknologi 

informasi tidak hanya sebagai pendukung pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretariat 

jendral QPR RI, melainkan dapat memiliki peran yang lebih strategis yang menentukan 

penc.apaian Visi dan Misi Sekretariat jendral DPR RI. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka per1u adanya strategi dalam menyusun 

perencanaan dan pengembangan teknologl informasi dilingkungan Setjen DPR RI. Dalam 

menyusun strategi perencanaan dan pengembangan teknologi informasi pada Sekretariat 

Jenderal DPR RI berkaitan erat dengan kondisi teknologi lnformasi saat ini dan keadaan 

teknologi informasi yang diinginkan kedepan, mulai dari strategi pengembangan aplikasi 

dan database, infrastruktur, dan manajemen informasi, serta aspek keamanan teknologi 

informasi. 

6.1 Strategi Pengembangan Aplikasi dan Database 

6.1.1 Permasalahan pengembangan Aplikasi dan Database 

Dilihat dari rencana strategis Setjen DPR, dapat disimpulkan bahwa permintaan 

akan pengembangan aplikasi cukup tinggi, untuk itu diperlukan teknologi 

pengembangan aplikasi yang mendukung pola/nature dari pengembangan sistem 

yang mengikutr perkembangan lingkungan strategis Setjen DPR RI. 

Be!um adanya standar pengembangan aplikas, dan database menjadikan 

pengembangan Aplikasr dan database bersifat sektoral unit kerja. Kekurangan 

sumber daya manusia juga menjadi pennasalahan tersendiri dimana 

pengembangan dilakukan pthak ketiqa yang menjadikan ketergantungan yang 

tinggi, terutama dalam operasional dan pemeliharaan. 
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6.1.2 Solusi Pengembangan Aplikasi dan Database 

Untuk dapat menghasilkan sistem Teknologl lnfomiasi yang terintegrasi, diperlukan 

platform pengembangan aplikasl dan database sehingga menjamin kompatibllitas 

sistem dan memudahkan dalam integrasi dari keseluruhan sistem yang dibangun. 

Secara umum pemilihan tools Pengembangan sistem didasarkan hal - hal sebagai 

berkut: 

Trend Teknologi Aplikasi yang telah berbasis web 

Proses transformasi knowledge ke tools baru bisa disesuaikan dengan skill SOM 

Saat ini 

Pertimbangan biaya 

Kontinuitas support dari vendor atau supplier. 

Aplikasi-aplikasi Sistem Informasi Sekretariat jendral DPR RI akan 

diimplementasikan dengan menggunakan konsep thin client (kecuali aplikasi­ 

aplikasi yang telah tersedia dalam bentuk paket perangkat lunak seperti Sistem E­ 

mal/ misalnya). Dengan konsep thin client ini maka setiap aplikasi akan terbagi 

dalam 2 bagian: bagian front-end yang menyediakan fasilitas antarmuka dengan 

pemakai dan bagian back-end yang mencakup pengolahan data dan penyimpanan 

data di basis data. Model pemrosesan data pada kedua bagian ini dan komunikasi 

antar baqran menggunakan teknologi berbasis web. 

Untuk mendukung kebutuhan penerapan basis data Sistem Informasi, pendekatan 

dengan menggunakan paket Relational Database Management System (RDBMS) 

dip1lih sebagai sorusr. Setanjutnve, paket RDBMS yang akan dipilih dalam 

implementasi Sistem Informasi harus memenuhi kriteria berikut: 

• Berjalan pada sistern operasi open source 

• Memenuhi aspek kinerja yang mencakup: 

• Skalabilitas 

• Kehandalan 

• Failure handling & recovery 

• Keamanan 

• Kemudahan support 

• Harga yang kompetitif 
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Berikut ini dijabarkan hubungan slstem-sistem aplikasl yang terletak pada Laporan 

Sistem Aplikasl Tel<nologi lnfonnasl Setjen DPR RI. 

Pada gambar berikut, diperlihatkan hubungan komponen-komponen aplikasi 

sistem informasl secara lebih detail. Pengamt>aran hubungan inl didasarkan pada 

fungsi masing-masing komponen dan alur data dan informasi mulai dari level 

operasional ke level manajerial sehingga membentuk Sistem Informasi Lembaga. 
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Dalam gambar ini diper1ihatkan empat kelompok scstem: 

Sistem Operasional dan Transaksional yang meliputi Sistem Informasi 

Operasional, Sistem Informasi Non Operasional, dan Sistem Informasi 

Anggaran dan Akuntansi. 

Sistem Penyimpanan Data yang mehputt Data Warehouse, Data Mart, 

Jntegrasi & Transformasi, dan Operational Data Stores. 
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- Sistem Informasi Eksekutif, Sistem Pengambil Keputusan, dan Sistem 

Perencanaan Strategis. 

- Sistem Akses Data Publik meliputi Web Farming dan Web Warehousing. 

Mengingat keterbatasan sumber daya manusia, model pengembangan dengan 

outsourcing menjadi pilihan. Keterlibatan pranata komputer harus dilakukan untuk 

memastikan berjalannya mekanisme transfer of knowledge. 

6.2 Strategi Pengembangan lnfrastruktur teknologi 
informasi 

6.2. 1 Gambaran Umum infrastruktur teknologi informasi 

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 5, infrastruktur teknologi inforrnasi 

meliputi Work.station dan peripheral, Data center, jaringan komputer, Koneksi 

internet, information kiosks, security, dan Disaster recovery. 

Perangkat komputer dan peripheral yang dimiliki Sekretariat jendral DPR RI saat 

ini masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kekurangan 

jumlah komputer masih dirasakan di beberapa unit kerja sehingga diperlukan 

penambahan perangkat komputer. Vanasi spesifrkasi yang cukup jauh sekarang 

ini menjadikan kesenjangan kinerja perangkat komputer. Banyak perangkat yang 

tidak 1agi mampu mendukung kebutuhan akan kinerja yang bark, dan tidak 

mampu pula digunakan untuk memanfaatkan layanan-layanan jaringan komputer 

Sekretariat jendral DPR RI seperti akses internet, komunikasi menggunakan e­ 

mail, maupun berbagi pakai file dan perangkat keras seperti printer dan scanner. 

Kebutuhan peripheral yang banyak dirasakan yaltu scanner dengan kecepatan 

ting91 yang digunakan untuk digitalisasi dokumen. 

Perangkat Printer yang dimiliki Sekretariat jendral OPR RI umumnya masih 

digunakan secara stand alone, sehmgga banyak penghematan perangkat yang 

bisa dilakukan apabila mekanisme printer sharing digunakan, mengingat sebuah 

printer dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa user atau oleh satu unit 

kerja. 

Mengingat kondisi Data center yang dimiliki Sekretariat jendral DPR RI sekarang 

ini yang tidak lagi representatif, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Data 
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center. Deng an adanya pembangunan data center yang baru, kondisi ideal untuk 

lingkungan server dapat diwujudkan sehlngga manajemen jaringan komputer 

Sekretariat jendral DPR RI dapat dibngkatkan. 

Gambar berikut menunjukkan rencana Data center baru yang sedang dibangun: 
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Gambar 6. I. Skelsa Data center yang sedang dibangun 

Jaringan komputer Sekretariat DPR RI dikendalikan dari Data center yang 

terdapat di lantai 3 gedung Nusantara I. Distribusi ke masing-masing lantai pada 

gedung Nusantara I dan ke gedung-gedung lain menggunakan kabel serat optik 

indoor multimode sebagai tulang punggung (Backbone). Untuk ke masing - 

masing PC atau user memakai kabel jerns Unshielded Twisted Pa,r(UTP). 

Permasalahan yang dirasakan adalah kurangnya jangkauan jaringan komputer 

Sekretariat jendral DPR RI, sehingga ada keterbatasan dalam memanfaatkan 

layanan jaringan komputer. Kurangnya kecepatan akses internet juga masih 

dirasakan di sebagian unit kerja di lingkungan Sekretanat jendral DPR RI. 

Permasalahan tersebut muncul karena masih adanya stacking koneksi di 

beberapa bagian, sehingga potensial menimbulkan bottleneck. 

Mesktpun jaringan komputer telah menjangkau keseluruhan unit kena 

Sekretariat jendral DPR RI, akan tetapi keterbatasan jumlah terminal yang 

terhubung menjadikan terbatasnya akses ke jarmqan komputer, yang 

menjadikan keterbatasan akses layanan berbasis jarmcan komputer. 
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Saat ini Sekretariat jendral DPR RI telah memiliki koneksi ke jaringan internet 
dengan bandwidth sebesar 5 Mbps dengan menggunakan mode koneksi melalui 
satelit. Saat ini terjadi ketidakstabilan akses, dimana seringkali terjadl putus 
koneksl, atau akses internet yang sangat lamban di satu bagian, sementara di 
bagian lain akses internet dapat normal. Kemungkinan penyebab ketidakstabilan ini 
btsa disebabkan beberapa kemungkinan seperti: 
• Terputusnya koneksi ke jaringan internasionai, karena hanya terdapat satu 

koneksi ke jaringan intemasional dengan menggunakan mode satelit yang 
seringkali terganggu perubahan cuaca 

• Kurang bagusnya kualitas jaringan lokal mengingat kondisi jaringan komputer 
yang ada saat ini maah terdapat stacking di beberapa bagian, sebagaimana 
uraian diatas 

6. 1. 1 So/usi Pengembangan lnfrastruktur teknologi informasi 

Untuk mendukung pemanfaatan Sistem teknologi informasi dalam menyukseskan 

pencapaian Visi dan Misi Sekretariat jendral DPR RI, diperlukan pengembangan 

infrastruktur Teknoloqt mforrnast yang meliputt: 

o Penyediaan workstation dan periheral untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas perangkat mengikut1 perkembangan kebutuhan dan perkembangan 

Teknolog1. 

o Pembenahan jaringan lokal. Untuk mendapatkan jaringan komputer Sekretariat 

jendral DPR RI yang mampu menjadi tulang punggung layanan Teknologi 

tnforrnasr, pembangunan jaringan komputer harus didasari pertimbangan­ 

pertimbangan sebaqat berikut: 

• Pembenahan konfiguras1 jaringan, sehingga mengarah ke konfigurasi star 

dengan menghilangkan stacking yang masrh ada di beberapa baqian 

• Penggunaan media dengan pita lebar vaitu serat optik untuk backbone dan 

kabel UTP kecepatan t1nggi untuk terrrunas ke tiap terminal 

• Penambahan janqkauan Jaringan komputer Sekretanat jendral DPR RT untuk 

mendukung pemanfaatan sumber daya yang drrniliki, seperti akses database, 

akses internet dan berbagi pakai aplrkast dan printer, sehingga selain lebih 

mudah dalam manajemen dan monitoring, akan dapat dihemat biaya 

pengadaan perangkat keras seperti printer. 

• Untuk mendukung mobilitas pengguna layanan, khususnya anggota DPR RI, 

pembangunan jarinqan rnrkabel seperti yang saat tru dilaksanakan perlu 

terus 
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dilanjutkan terutama untuk ruang-ruang persidangan, sehingga pengguna 

memiliki keleluasaan untuk mengakses infonnasi kapan pun dan dimana 

pun. 

c Penyediaan alternatif koneksi ke jaringan internasional, sehingga akses internet 

dapat tetap dilakukan meskipun salah satu koneksi terputus. 

u Penyediaan kios-kios informasi di lingkungan Sekretariat jendral DPR RI sebagai 

media akses informasi yang dapat diakses oleh publik 

e Penyusunan Disaster Recovery plan sebagai pedoman pelayanan TI dalam 

kondisi darurat untuk menjamin keberlangsungan layanan TI 

o Penerapan Mekanisme keamanan jaringan dan keamanan data 

Komponen-komponen infrastruktur Teknologi informasi Sekretariat jendral DPR RI 
dihubungkan satu sama lam dengan sarana jaringan komputer lokal, sehingga 
diperlukan jarlnqan komputer lokal yang benar-benar dapat diandalkan. Secara 
umum jaringan komputer Sekretariat jendral DPR RI harus memenuhi kaidah 
pengembangan jaringan lokal yang telah baku sepert Structured cabling system 
(SCS). Untuk mendapatkan kecepatan yang baik, minimal digunakan struktur Fast 
Ethernet berkecepatan 100 Mbps. Kabel UT!' dengan teknologi terbaru (C.t6) 
digunakan untuk mendukung pencapaian kualitas dan kecepatan transfer data yang 
diinginkan.Penggunaan manageable switch direkomendasikan agar pengelolaan 
switch bisa lebih leluasa. 

Agar sistem Teknologi informasi yang dibangun dapat dikelola dengan baik, 

diperlukan perangkat manajemen sistem. Perangkat manajemen sistem ini 

mengelola antara lain: 

• Manajemen keseluruhan simpul jarlnqan, termasuk komputer dan peripheralnya 

• Pengamanan ststern, termasuk manajemen pernakai dan pengamanan Jaringan 

• Sistem backup terpadu 

• Pengawasan apllkasr yang berjalan di senap stmpul komputer, termasuk 

pengawasan beban CPU 

• Manajemen basis data, terutama rnernorutor kinerja DBMS 

• ManaJemen server aplikast, terutama menyangkut beban kornputasi 

Selam itu diperlukan juga perangkat-perangkat penunjang, antara lain: 

• Perangkat sekuriti, mssal smart card untuk kontrol akses 

• Perangkat pengamanan elektrikal, misal UPS dan surge protector 

• 
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6.3 Pengembangan Proses dan Prosedur Tl 

6.3. 1 Unit kerja penge/ola teknologi informasi 

Unit kerja pengelola teknologi informasi dalam Organisasi melakukan fungsi 

organisasi yang terkart dengan pengoperasian dan pemeliharaan perangkat 

Teknologi informasi, analisa kebutuhan pelatihan Teknologi informasi bagi semua 

pemakai, pemeliharaan tingkat security, pengembangan prosedur operasional 

standar TI, serta penyediaan support bagi seluruh pemakan layanan TI dalam 

organisasi. 

Dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, digambarkan adanya Pusat 

Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) sebagai pengelola teknologi 

informasi, berada dibawah Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, yang 

mempunyar tugas menyelenggarakan pengkajian, pengolahan data dan informasi 

perkembangan DPR RI. 

Ada pun fungsi P3DI meliputi: 

a) penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan 

kedewanan, 

b) penyelenggaraan pengolahan data dan sarana informasi, 

c) penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi, dan 

d) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. 

P3DI terdiri dari Bidanq Pengkajian, Bidanq Data dan Sarana Informasi, Bidang 

Arsip dan Dokumentasr, Bidang Perpustakaan, serta didukunq oleh Subbagian 

Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Tugas Bidang Data dan Sarana Informas: adalah melaksanakan pengolahan data 

dan informasi, dan pemellharaan, serta pengembangan sistem jaringan komputer, 

dengan fungsr : 

a. pengolahan data dan mformasl melalui sistem janngan komputer, 

dilaksanakan oleh Sub Brdanq Pengolahan Data dan Inforrnasr. 

b. pemellharaan dan pengembangan s.stem Janngan komputer, dilaksanakan 

oleh Sub Bidang Sarana Informasi 
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Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Data dan Sarana Infonnasi didukung oleh 

Kelompok Jabatan Fungsional yang disebut sebagai Pranata Komputer sebanyak 9 

orang. 

Pengelola teknologi infonmasi DPR khususnya Pranata Komputer secara Aplikasi 

dan Infrastruktur Teknologi, belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan 

teknologi informasi yang diharapkan. 

6.3.2 Prosedur Pelayanan tekno/ogi informasi 

Pelayanan kepada pengguna jasa teknologi informasi pertu dibagi menjadi 3 

tingkat (tier). 

• Tingkat 1 (Help Desk) : adalah point of service dimana setiap user request 

dicatat pada tingkat ini. T1ngkat 1 ini juga menyelesaikan masalah-masalah 

desktop, pc, virus, email dll. Dan dipandu melalui telepon atau email. 

• Tingkat 2 (Technical Support) : menangani pennasalahan perangkat keras, 

jaringan komunikasi data dan aplikasi-aplikasi sepertl office application. 

• Tingkat 3 ( Pengembangan System & Perencanaan) : tingkat ini melayani 

pembuatan srstcm aplikasi, dukungan operasi dan perangkat pendukung 

lainnya dengan mengacu kepada Service Level Agreement (SLA) 

6.3.3 Sumber daya manusia 

Dengan pengembangan Sistem Teknologi informasi di lingkungan Sekretariat 

jendral DPR RI, dipertukan sumber daya manusia yang mampu mengelola Sistem 

Teknologi informasi tersebut. Peningkatan sumber daya manusia perlu mendapat 

perhatian khusus. Peningkatan sumber daya manusia diantaranya dapat dicapai 

dengan penyelenggaraan pelatihan yang tepat. Penentuan pelatihan dapat 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan aspek-aspek yang melekat pada 

individu dalam organisasi, meliputi fungsi bisnis, jabatan dan aktivitas. Ketiga 

aspek tersebut saling berkaitan. Aktrvitas seorang pegawai tergantung dari Job 

description dan jabatan peqawar. Job descnption tersebut juga bergantung pada 

fungsi bisnis dimana karyawan tersebut bekerja. Dengan derruktan, program 

pelatihan yang diberikan tidak tergantung pada produk yang digunakan, akan 

tetapi tergantung pada aktivrtas yang drtakukan. 

Sesuai dengan struktur organisas, Sekretariat jendral DPR RI, unit kerja pengelola 

Teknologi Informasi Sekretariat jendral DPR RI terdiri dua sub bidang penting 

,,..... 
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yaitu Pengolahan Data dan Infonnasi dan sub bidang Sarana Infonnasi per1u 

diikutl dengan pembagian spesialisasi keahlian Pranata Komputer dalam dua 

bidang tersebut, bahkan jika dimungkinkan adanya penambahan staff struktural 

dalam masing-masing sub bidang tersebut yang mempunyal latar belakang 

pendidikan dan keahlian tel<nologi infonnasi. 

6.3.4 Manajemen operasional 

Untuk menunjang kelancaran operasional Teknologi informasi, diperlukan strategi 

manajemen operasional. Strategi manajemen operasional minimal harus mencakup 

dan memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: 

• Memiliki definlsi lingkup lingkungan operasional yang harus dikelola 

• Penge1o1aan allh daya (penentuan alih daya atau dikelola langsung, service level 

agreement pengawasan kinerja alih daya) 

• Faktor manajerial (anggaran, kewenangan, mekanisme penyediaan dukungan 

teknis) 

• Interaksi dengan sistern lain 

6.4 Aspek Keamanan Teknologi lnformasi 

6.4.1 Aspek Keamanan 

Keamanan sebuah sistem informasi memiliki beberapa aspek keamanan, yaitu: 

1. Privacy / confidentiality 

Aspek ini berhubungan dengan kerahasiaan data-data. Banyak data yang harus 

dirahasiakan seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, hobby, penyak,t yang 

pernah diderita, data pelanggan, dan sebagainya. Data-data ini hanya boleh 

diakses oleh orang yang berhak. lmplementasi sistem informasi harus dapat 

menjarnln aspek privacy atau confidentiality ini. Serangan terhadap aspek ini 

antara lain adalah penyadapan data atau interception. 

Banyak aplikasi di jaringan yang masih menggunakan plain (clear) text ketika 

mengirimkan userid dan password. Sebaga1 contoh aplikasi telnet (untuk 

mengakses server dan router dart jarak jauh), FTP (untuk transfer file), dan POP 

(untuk membaca atau mendownload email) masih menggunakan pasangan userid 

dan password yang dapat disadap. Aplikasi-aplikasi ini sebaiknya digantikan 

dengan aplikasi yang menggunakan enkrlosr. Sebagai contoh, telnet dapat 
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digantikan dengan SSH (secure shell), sementara FTP dapat digantikan dengan 

scp (secure copy). lmplementasi dari aplikasi ini dapat diperoleh dari Internet. 

Namun lagi-lagi pengamanan dengan menggunakan enkripsi sering tidak 

dilakukan karena menambah pekerjaan bagi pengguna dan tidak nyaman. 

2. lntergrity 

Integrity (keutuhan) mengatakan bahwa data atau infonmasi tidak boleh berubah 

(tampered, altered, modified) tanpa ijin dari pemilik. 

Serangan terhadap aspek intergrity adalah adanya virus, trojan horse, man in the 

middle attack, atau masuknya orang yang tidalt. berhak ke sistem mformasi. 

Tanpa ada pengaman data-data dapat diubah sehingga tldak utuh lagi. Jika hal ini 

terjadi maka keabsahan data dapat dipertanyakan. 

Pengamanan terhadap aspek ini adalah dengan menggunakan (digital) signature, 

checksum, hash algorithm, dan teknik-teknik lain. Pada intinya sistem 

pengamanan akan memberikan tanda apablla data sudah berubah. Karena 

seringkali serangan terhadap aspek inl ddakukan dengan menggunakan virus, 

maka penggunaan anti virus menjadi salah satu mekanisme pengamanan yang 

harus dilakukan. 

3. Authentication 

Aspek authentication digunakan untuk meyakinkan keaslian data, sumber data, 

orang yang mengakses data, dan server yang dlgunakan. 

Serangan terhadap mekanisme authentication antara lain adalah pemalsuan 

password, tanda pengenal, atau identitas lainnya. Serangan lain adalah dengan 

menggunakan alamat komputer palsu (dikenal dengan istilah spoofing) atau 

bahkan dengan menggunakan alamat email palsu. 

Pengamanan dapat dilakukan dengan menggunakan tanda pengenal, password, 

digital signature, dan biometrics. 

4. Availability 

Aspek availabihty (ketersedian) menjamtn bahwa data dan mrormasr harus dapat 

tersedia ketika dibutuhkan. Suatu sistem tnformasi akan tidak bermanfaat jika dia 

tidak dapat memberikan data ketika dibutuhkan. 

Serangan terhadap aspek ketersediaan dikenal dengan istilah Denial of Service 

(DoS) attack. Contoh dari DoS attack adalah membuat sistem atau server menjadi 
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hang atau crash, jaringan dibanjiri oleh sampah (network flooding, exhaust 

network), atau aplikasi dibuat menjadi tidak berfungsi. Banyak software yang 

dapat diambil dari Internet yang dapat melakukan Dos attack tersebut. Bahkan 

saat ini metoda penyerangan telah meningkat dengan mendistrlbusikan "agen 

penyerang" ke beberapa (banyak) komputer sehrnqqa ada istilah yang disebut 

Distributed DoS (DDoS) attack. Pada DDoS attack, target diserang oleh ratusan 

komputer pada saat yang bersamaan. Seringkali pemilik komputer yang 

digunakan untuk menyerang tidak tahu bahwa komputernya digunakan untuk 

menyerang orang lain. 

5. Non-repudiation 

Aspek non-repudiation mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menyangkal 

apabila dia tetah metakukan sebuah transaksi. Implementasi dari non-repudiation 

adalah dengan menggunakan digital signature dan digital certificates. Pengguna 

menandatangani kegiatannya secara digital sehingga tidak dapat menampik 

bahwa dia telah melakukan kegiatan tersebut. Dalam implementasinya ada pihak 

ketiga yang menjadi saksi tentang keabsahan tanda tangan digital tersebut. 

6. Access control 

Aspek ini membatasi atau mengatur siapa boleh melakukan apa. Biasanya akses 

ke suatu data atau sistem memiliki tingkat (level, jenjanq). 

Implementasi access control biasanya menggunakan password atau dengan 

menggunakan token lainnya. Untuk sistem keamanan yang lebih tinggi 

dimungkinkan penggunaan brometnk (tangan, sidik jan jempol, mata) untuk 

access control. 

6.4.2 Kebijakan dan Prosedur Keamanan 

Kebijakan dan prosedur keamanan merupakan perantara antara sistem keamanan 

dan manusia penggunan sistem informasi. KebiJakan dan prosedur keamanan ini 

dibuat dengan mempertimbangkan kemudahan (kenyamanan) melakukan 

kegiatan, karena biasanya semakin tinggi tingkat keamanan sernakin tidak 

nyaman untuk melakukan kegiatan. 

Kebijakan dan prosedur keamanan iru harus ada dan dimengerti oleh semua 

pengguna dan pengelola sistem informasi Sekretariat Jendral DPR RI, sehingga 

Strengthening Information Network System o! OPR V( - 12 



sasialisasl menjadl lwnd penting dalam � peneraplll'I ksbijalcan dan 

prosedur keamanan 

Ind dari kebljakan dan prosecu keamanan adalah: 

o Membuat setlap pengguna bertanggung jawab (� temadap 

pertlakunya (� behaviorSj. 

o Mendesain slsb!m sedemildan rupa sehingga lnuk melalcl*an kejahatan 

(aime, fraudulent act) clbubs1kan leblh dari -.i orang. 

srrimg1Pi1111nlng lnfonnatlon Network System of DPA VI I.' 



BAB VII 

KESIMPULAN 

Oengan mengambil asumsi bahwa arah pengembangan teknologi informasi yang akan 

dicapai dengan menyusun Master Plan ini adalah mencapai misi pengelolaan teknologi 

informasi OPR sebagai service center seperti pada gambar 7 .1 dibawah lni: 

2010 2009 

- - Cf'flllln.11 l"J ""-.11 

4mlllD =-•lllllll•fl 

Sil Ort 

' 

-­ l•lffmllan & 

P4rH�t.n.. 
1111 e"9, 

CQ!II Center SaMoe C..nler 

Gambar 7.1 

Tahapan Pengembangan Teknolog1 Informasi DPR 

,... 

Pembangunan teknologi informasi dilakukan dalam 5 tahap dengan masing·masing tahap 

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Masing-masing tahap memiliki fokus 

tersendiri dengan jenis pekerjaan yang berbeda untuk masing-masing tahap. tlustrasi 

tersebut juga menunjukkan transformas, level teknoioqi mformasi dalam organisasi yang 

diharapkan dan pembangunan teknlogi informasi, dari semula teknologi informasr hanya 

sebagai support hingga menjadikan teknologi ioformasr sebaga, key operational yang 

menentukan kesuksesan orgnanisasi dalam mencapai vrsr dan misinya, dan dari teknologi 

informasi sebagai cost center yang selalu menghabiskan biaya menjad• service centre 

yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi 

Maka dan penjelasan diatas semakin nyata bahwa Master Plan Teknologi Informasi 

Sekretanat Jenderal DPR RI ini perlu dijadikan acuan bagi seluruh jajaran Deputi, Biro 

Strengthening lnfonnation Ne1work System of OPR VII - I 
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sampai Baglan dilingkungan Setjen DPR RI agar pembangunan teknologi infOIT!lasi tidak 

tumpang tindlh. 

Dari pembahasan seluruh rangkaian pekerjaan penyusunan Master Plan ini maka ter1ihat 

bahwa pembangunan jaringan teknologi informasi DPR telah mulai mengejar 

ketertinggalan selama ini, tetapi hal itu perlu segera diimbangl dengan pengembangan 

Sistem Informasi can Database sebagai sarana pengolahan data yang akurat serta 

pengembangan sumber daya manusia yang memadai. 

Penqernbanqan dan pemberdayaan sistem informasi terpadu Setjen DPR RI perlu segera 

dibangun untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan data dan informasi DPR RI yang 

berasal dari Biro-biro dibawah Setjen DPR, Komisi dan Badan-Badan maupun Pansus dan 

stakeholder lainnya. 

Perlu peningkatan penyelenggaraan aplikasi kornputertsasi untuk : 

a. Menciptakan keterbukaan dalam pemberian layanan meialui pembangunan Sistem 

lnformasi Perkantoran Setjen DPR RI. 

b. Menciptakan fungs, koord,nasi internal dan eksternal dengan Biro-blro atau 

stakeholder lain dalam lingkungan DPR RI. 

c. Menumbuh kembangkan kemitraan dengan stakeholderlainnya. 

Secara keseluruhan peningkatan aphkasi komputer ini dapat mengefektifkan dan 

rnenqefisrenkan pelaksanaan pelayanan informasl kepada anggota DPR, pemantauan, 

evaluasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi 

informasi. 

- 
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Lampiran l 

REKAPITULASI INVENTORY KOMPUTER - 



Rekapitulasi Inventory Komputer Gedung Nusantara I 

Merk • Jumlah P,unaq HD RAM 

Lantai 1 

HP 7650 P4 3,00 GHZ 37). GB 512M 5 buah 
HP DC 5000 P42,8 GHZ 74,5 GB 248M I buah 
HP55 P41,60 GHz 18,117 GB 128M I buah 

DELL P43,00GHZ 37,2 GB 256M 3 

Compaq $510 Pentium 4 9,30G8 6JM 2 buah 
HP V 517 P43,20GHZ 148,115 GB 512 M 2 
Rakitan Pentium 3 2-10 GB 121SM 3 buah 

Rekitan Pentium 4 10-40GB 240M 9 buah 

Lantai 2 

Rakitan Pentium 3 WDC40GB 224M I buah 
Hp Compaq Pentium 4 37,1 GB 248M I buah 
Optima Pentium 3 7GB &4,0M I buah 
HP Compaq Pentium 4 40GB 356M I buah 
HP 0530 .......... 40GB 256M I buah 
HP Pavilion .......... 140GB 512M 3 
Rakilan Pentium 3 20GB 128 M I buah 
Rakilan Pentium J 20GB 64M I  buah 
HP 5502 P4 2,8 Ghz 74,4 GB S04M I buah 
HP 7540 P43.00GHZ 37GB S04M I  buah 
IBM E 54 Pentium 4 40GB 128 M 2 
HP 7650 Perlllum 4 4008 504M I buah 

. 

HP 5500 Pentium 4 37,2 GB 248M 2 
Rakitan Penbum 3 10 GB '8M I buah 
Rakitan Pentium 4 20GB 256M I buah 
Rakitan Pentium 4 40GB 224M I buah 
Rakitan P 3864 MHZ 16GB 128 M I buah 

Laotai 3 

HP0530 IP IV 2,8 GHz 40GB 256M 17 buah 

Rakitan IP IV JGHz 40GB 256M I buah 

Lantai 4 

HP 0530 ' IP IV 2,8 GHz 40GB 256M 25 buah 
- 

Lantai 5 
- 

HP 0530 IP IV 2,8 GHz 40GB 256 M 27 buah 
. 

Lantai 6 

HP 0530 IP IV 2,8 GHz 40GB 256M 28 buah 

Lantai 7 

HP 0530 IP IV 2,8GHz 40GB 256M 26 buah 
Lantai 8 

HP0530 IP IV 2,6 GHz 40G8 256M 29 buah 
- 

Lantai 9 I 

- 



,... 

Merk 
..... 

Jumlah 

- 
HO 

""" 
HP DS30 IPr\/ 2,BGHz 4008 2511 M  28 buah 

Lantai IO 
HPDS30 IP r,/ 2,8 GH.t 4008 ..... 33 buah 

Laatai 11 
HPDS30 IP r,/ 2,8 GHz 40Ge ... M 28buah 

Laatai 12 
HPDSJO PN 2,8GHz 40Ge 2'0M 24 buah 

Laatai 13 
HP 0530 lPfV 2,&GHz .. Ge ..... 29buah 

Laatai 14 
HPD530 IP IV 2,8GHz 40GB 256M 34 buah 

Laatai 15 
HPD530 lP IV 2,BGHz .. GB ... M 26 buah • 

Lantai 16 
HPD530 IP r.t 2,8 GH:z 40Ge 2,.M 31 buah 
Lantai 17 

HPD530 IP [I/ 2,8 GHz 40GB 2,.M 22 buah 

Lanlai 18 
HPD530 IP N 2,8 GHz 40GB zse .. 28 buah 

Lantai 19 
HPD530 IP IV 2,8 GHz 40GB 25&M 27buah 

Lantai 20 
HPD530 IP N 2,8 GHz <tOGB ..... 24 buah 
HP 0530 IP IV 2,BGHz •OGB ..... 24 buah 
HPD530 IP fl/ 2,8 GHz 40GB 256M 28 buah 
HPD530 IP IV 2,8 GHz '°Ge 2"'M 10 buah 



- 

....... 

INVENTOR! KOMPUTER DPR RI 

LANTAI 1 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINT!R 
NO USER 

TYPE RAM 
s .., .. 

PRO<:!<SSOft HAADOISK Ct.JOO 
ALONE 

HP 

0101.3 A. Komisi VII 
HP P4 3,00 37,2 

504 
LaserJ 

7650 GHZ GB 
x 

Bl 

1022 

HP 

0101.3 A. Komisi VII 
HP P4 3,00 37,2 

504 
laserJ 

7650 GHZ GB 
x 

el 

1022 

P4 2,40 38.2 
HP 

0101.3 A. Komisi VII 240 x LaserJ 
GHZ GB 

et 1010 

Pentium 
HP 

0101.3 A. Komisi vu 3 7,30 
9,29 

128 
LaserJ 

GB 
x 

e!GL 
GHZ 

Pro 
HP 

0102.3 R Komisi X 
HPOC P4 2,8 

74,5 GB 248 
Laser 

5000 GHZ 
x 

Jet 
1022 

HP 

0102.3 R. Komisi X 
Pentium 

9,29 GB 128 
Laser 

3 
x 

Jet GL 
Pro 
HP 

0102.3 A. Komis.IX 
HP P4 3,00 

37,2 GB 504 
Laser 

7650 GHZ 
x 

Jel 

1022 

HP 

Pentium 
Laser 

0102.3 R. Komrsi X 
4 

9,50 GB 128 x Jet 

1000 
Series 
HP 

0103 3 A. Sekertans Komisi VI 
Pentium 37,2 

504 
Laser 

4 3 GHz GB 
x 

Jet GL 
Pro 
HP 

0103.3 A. Sekertaris Komisi V1 
Authenh 1.96 

32 
Laser 

c AMO GB ' Jet GL 
Pm 
HP 

P4 1 ,60 18,97 
Laser 

0103.3 R. Sekertaris Korrust VI HP 55 128 x Jet 
GHz GB 

1000 
Senes 

HP 

0104.3 A Sekertaris Badan Leqtstasr 
P4 3.00 37,2 

256 
Laser 

GHZ GB ' Jet 

1020 

HP 

0104.3 R Sekertans Sadan Leg1slas1 
HP P4 3,00 37,2 

504 
Laser 

7650 GHZ GB ' Jet 

rn22 

0104 3 R. Sekertaris Badan Leqrslasi DELL 
Pentium 37.2 I 256 

HP 

2 GB 
x 

laser 



-- 

LANTAI 1 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 
NO USER 

TYPE PROCESSOR HAJIDOISK RAM CLIENT 
STAM> 

ALI»IE 

Jet 
1022 
HP 

P4 3,00 37,2 Laser 
0104.3 R. Sekertaris Sadan Legislasi DELL 

GHZ GB 
64 x Jet 

1000 
Series 
HP 

P4 3,00 37,2 Laser 
0104.3 A. Sekertaris Sadan Legislasi DELL 

GHZ GB 
256 x Jet 

1000 
Series 

Com pa Pentium HP 
0105.3 A.Panit1a Anggaran 

q 8510 4 
9,30 GB 63 x DeskJe 

t 610 C 
HP 

0105.3 R.Panitia Anggaran 
HP P4 3,00 

37,2 GB 504 Laser 
7650 GHZ 

x 

Jet 
1022 
HP 

0105 3 R.Panitia Anggaran Campa Pentium 
9,30 GB 63 Laser 

q 8510 4 x 

Jet 
1020 

Samsu HP 
Pentium Laser 0105.3 R.Panitia Anggaran ng 551 
4 

6,97 GB 240 x 
Jet 

v 
1022 

0105.3 A.Panitia Anggaran HP V P4 3,20 148,95 
512 517 GHZ GB 

x - 

HP 

0105.3 R.Panitia Anggaran Pentium 
9,51 GB 224 Lase:r 

4 x 
Jet 
4000 N 
HP 

0105.3 R.Pan1tia Anggaran 
HP V P4 3,20 148,95 

512 Laser 
517 GHZ GB 

x 

Jet 
2420 D 
HP 

0106.3 A. Sekretans Kormst IX HP P4 3,00 
37,2 GB 504 Laser 

7650 GHZ x 
Jet 
1022 
HP 

Celeron Laser 
0106 3 A. Sekretans Komisi IX 1,80 38 GB 128 x Jet 

GHZ 1000 
. Series 

- HP 

0106 3 A. Sekretaris Kormer IX 
LG 505 P4 2,40 

37,2 GB 512 
Laser 

G GHZ x 
Jet GL 
Pm 
HP 

I 0106.3 R. Sekretane Kormst IX P3 663 
6,98 GB 96 

Laser 
GHZ x 

Jet GL 
Pm 



....... 

..... 

LANTAl2 

MERK/ 
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 

NO USER 
TYPE PROCESSOR HARODISK RAM cuoo 

STANO .,_ 

P4 2,66 HP 
0201.1 A. Komisi VII Rakitan GHZ 37,2 GB 448 x Laser 

Jet 

0201.1 A. Komisi VII Rakitan 
P4 2,66 37,2GB 480 x GL GHZ 

0201.1 A. Komisi VU Aakitan 
Cel 1,70 13,3 GB 96,0 x . 

GHZ 

HP P4 3 HP 
0202.1 R. Komisi X 

7650 GHZ 37,2 GB 504 x 1022La 
ser Jet 

Pentium 
HP 

0202.1 A. Komisi X Rakitan 2 3,00 GB 64 x Deskjet 
610 C 

0203.1 A. Komisi VI HP P4 3.00 37.2 GB 504 7650 GHZ x . 

HP 

0203.1 A. KomisiVI Rakitan 
Pentium 18,51 256 Laser 
4 GB x 

Jet 
1010 
HP 

0203.1 A. KomisiVI Aakitan P4 3 00 37,2GB 256 Laser 
GHZ ' jet 

1020 

0204.1 R. Badan Legislasi Rakitan 
Pentium 4,02 GB 60 2 x 

Hp 

0204.1 R, Sadan Legislasi Rak,tan 
Pentium 3,01 GB 64 

Laser 
2 ' Jet 

4000 
Hp 

0204.1 R. Badan Legislas1 Rakilan Pentium 18GB 64 Laser 

2 ' Jet 
4000 
HP 

0205.1 R. Panitia Anggaran IBM Pentium WDC40 256 1010 

4 GB x Laser 
Jet 

HP 

0205.1 A. Panilia Anggaran 
HP Pentmm WDC40 348 1010 

Compaq 4 GB x Laser 
Jet 

HP 

0206.1 R. Komisi IX HP P4 3 37,2 GB 504 1022 

7650 GHZ ' LaserJ 
et 

I 
u 

02061 R Korrusi IX Legend 
P4 1 ,80 38GB 256 2500 
GHZ ' Laser 

' 
Printer 

Ors H.A Muchtar Eflendi, HPDC 
P4 2,8 WDC 

HP 
0212 M.$1 500 504 x Laser 

Kepala Bidanc Penokanan SFF 
GHZ 40GB 

1022 

I Ralotan 

HP 

0216 A Dokumentasr Pentium WDC 224 
10,0 

4 40GB x Laser 
Jet 

\ 



,... 

...... 

LANTAI 2 

MERK/ 
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 

NO USER 
TYPE 

ST,..,, 
PflOCESSOII IIARDDISK RAM cuoo 

ALOffE 

HP 

0216 R. Ookumentasi Aakitan Pentium WDC 
224 

1010 

3 40GB 
x Laser 

Jel 

Ors Totot Sugiarto 
0258 Ka. Bid. Data dan Sarana 

lnformasi 
Pumomo Hadi,S.Sos Hp 

Pentium 
0258 Ka Sub. Bid. Data dan Campa 

4 
37,1 GB 248 x . 

lnformasi a 

Drs.Karyanto 
0258 Ka. Sub. Bid. Data dan 

.... _ 

lnformasi 
W,wil Mardiastuli 

0258 Bidang Data Sarana Optima Pentium 3 7 GB 64,0 x 
LaserJet 

lnformasi 
SM 

Sondang E Sinaga,S Korn 
LaserJet 

0258 Bidang Data Sarena Pentium 4 10 GB 256 x 
SM 

lnformasi 
Oiyah Arirnngsih,S. Korn 

HP 
0258 Bidang Data Sarana 

Compaq 
Penlil.m 4 40GB 356 x 

lnformasi 
Giavani E.T H,S Korn 

HP Laser 
0258 Bidang Data Sarana 

0530 
Pentium 4 40GB 256 x 

Jel 1000 
lnlormasi 

Wahyu Heri P 
HP LaserJet 

0258 Bidang Data Sarena 
Pavilion 

Pentium 4 140 GB 512 x 1200 
Intotmasr 
Emi Lupi Ratih P 

HP LaserJet 
0258 Bidang Data Sarana 

Pavilion 
Pentium 4 140 GB 512 x 

SM 
lnfarmas, 
Sela Hidayal 

0258 Bidang Data Sarana Ra kit an Pentium 3 20GB 128 x 

lnfarmasi 
Darmad, H. Prasiddha 

HP 
0258 Bidang Data Sarana 

Pavrlion 
Pentium 4 140GB 512 x 

lnlarmasi 
Sena Wibisukmana,S.Kam 

0258 Brdanq Data Sarana Rakitan Pentium 3 20GB 64 x . 

lntormas. 
Zamhari 

HP P42,8 
HP 

0258 Bidang Data Sarana 
5502 Gh, 

74,4 GB 504 
' 

Laser 
lnfarmasi Jet 1022 

Nurhariyarn I HP P4 
HP 

0258 Bidang Oata Sarana 
7540 3 OOGHZ 

37 GB 504 x LasetJet 
lntarmasi 1010 

0260 A Arsip IBM Pentium 4 40GB 128 
HP 1010 

E 54 
x 

LaserJet 

0260 A Arsip 
Ad vane Centaur 

20GB 120 
' e P2S.5 Hauls 

HP 

0260 R Arsip 
IBM E Pentium 

40 GB 128 
1010 

54 4 
x Laser 

Jel 

0260 R. Arsip 
LG 563 Pentium 

10 GB 48 I 
HPGL 

N 3 
x Pro 



r- 
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LANTAI 2 

USER 
IIERK/ SPESIFIKASI SIFAT PlmrER 

NO 
TYPE ....... 

PAOCl!SS(JR ......... RAM Q.IM 

"""' Laser 
Jet 
HPGL 

0260 A. Arsip 
GTC Pentium 20GB 256 Pro 
Milenia 4 x Laser 

Jet 

Samsu 
HP 

Pentium 1000 0260 A. Arsiparis ng 55t 40GB 224 x 

v 
4 Laser 

Jet 
HP 

0260 R. A,siparis HP Pentium 
40GB 504 1020 

7650 4 x 
Laser 
Jet 

HP Pentium Epson 
0267 Building Automaoc System 5500 4 37,2 GB 248 x LO- 

2tBO 

P 3 864 Epson 
0267 Building Automatic System GTG MHZ 16 GB 128 x LO- 

2180 

HP Pentium Epson 
0267 Building Automatic System 5500 4 37,2 GB 424 x LO- 

2180 

LANTAI 3 

MERK/ 
SPESIFIKASI I SIFAT PRINTER 

NO USER 
TYPE I RAM I CLEKT 

STAND 
l'IIOCESSOII HAA""51< 

·- 0301 I 

0304 
Ma'mur Hasanudin HP P4 2,8 WOG40 256 HP 
F - Partai Keadilan Seiahtera 0530 GHZ GB x 1010 

H. Jazuh Juwaini HP P4 2,8 I WOC40 HP 
0305 FPKS 

0530 GHZ GB 256 x 1010 GMT 

H. Umung Anwar Sanust HP P4 2,8 WDC40 HP 
0306 FPKS 

0530 GHZ GB 256 x 1010 GMT 

Ors. H Jalaludm Asysyatib1 HP 
P4 2,8 WDC40 HP 

0307 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 
1010 GMT 

DH A1yusni HP 
P4 2,8 WOG40 HP 

0308 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 
1010 GMT 

Wahyudin Munawir HP 
P4 2.8 WOG40 HP 

0311 FPKS 
0530 GHZ GB 256 x 1010 
GMT 

H. Hilman Aosyad Shihab HP P4 2,8 WOG40 HP 
0312 FPKS 

0530 GHZ GB 256 x 
1010 SFF 

A Bagus Suryana Majana S HP 
P4 2,8 WOC40 HP 

0313 Psi 0530 GHZ GB 256 x 1010 
FPKS , SFF 

Muslala Kamal 
HP 

P4 2,6 WDC40 HP 
0314 

FPKS 
0530 GHZ GB 256 x 

1010 
SFF 

5 



........ 

LANTAI 3 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRtNTER 
NO USER 

TYPE STAND PROCESSOR HARODISK RAM CLIENT 
ALONE 

Lutfi Hasan lshaaq HP 
P4 2,8 WOC40 HP 0315 

F - Partar Keadilan Sejahtera 0530 
GHZ GB 

256 x 
1010 SFF 

M. Anis Matta, LC HP 
P4 2,8 WDC40 HP 0316 

FPKS 0530 
GHZ GB 

256 x 
1010 SFF 

Aboe Bakar HP 
P4 2,8 WOC40 HP 0317 

FPKS 0530 
GHZ GB 

256 x 
1010 SFF 

Dr.M. Hidayat Nurwahid, MA HP 
P4 2,8 WOC40 HP 0318 

FPKS 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1010 SFF 

lrwan Prayitno HP 
P4 2,8 WOC40 HP 0319 

FPKS 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1010 SFF 
H. Ahmad Chudori HP 

P4 2,8 WDC40 HP 0320 FPKS 0530 
GHZ GB 

256 x 
1010 SFF 

Fahn Hamzah HP 
P4 2,8 WDC40 HP 0321 

FPKS 0530 
GHZ GB 

256 x 
1010 SFF 

DR. Zulkiefhmansyah HP 
P4 2,8 WOC40 HP 0322 

FPKS 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1010 SFF 

Ors. Mahfudz Sidrq HP 
?4 2,8 WDC40 HP 0323 

FPKS 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1010 SFF 
HP 

P4 2,8 WDC40 HP 0325 R.FPKS 0530 
GHZ GB 

256 x 
1010 SFF 

Aakitan 

0326 A FPKS /dan P4 3 Maxtor 
256 

HP 
perleng GHZ 40GB 

x 
1022 

kapan 

LANTAI 4 

MERK/ 
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 

NO USER 
TYPE HARDOISK RAM CLIENT 

STAND 
PROCESSOR 

ALONE 

0401 
Ir Amir Taher 
F - Partai Keaduan Serahtera 

Tamsu Lmrung HP 
P4 2,8 ST 40 HP 0402 0530 256 x FPKS 

GMT 
GHZ GHZ 1010 

HP 
P4 2,8 WDC40 HP 0403 Andi Rahmat 0530 
GHZ GB 

256 x 
1010 

GMT 

Agus Purnomo, S 1p HP 
P4 2,8 WDC40 HP 0404 0530 256 x FPKS 

GMT 
GHZ GB 1010 

Zuber Satawr, SH1 HP 
P4 2,8 WDC40 I HP 0405 0530 256 x FPKS 

GMT 
GHZ GB 1010 

H Abd AZIZ Arbi · HP P4 2,8 WDC40 
256 

HP 0406 
FPKS 0530 GHZ GB 

x 
1010 

I, 



.- 

..... 

LANTAl4 

MERK/ 
SPESIFIKASI SIFAT PRIIITER 

NO USER TYPE STAHD 
PROCESSOO ........... RAM CUENT 

ALOflE 

CMT 

H. Abdul Gani Kasuba 
HP P4 2,8 WOG40 HP 0407 

F • Parter Keadilan Setahlera 
0530 GHZ GB 256 x 

CMT 1010 

Ansory Siregar 
HP P4 2,8 WDC40 HP 

0408 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 

CMT 1010 

Refnzal 
HP P4 2,8 WDC40 HP 0409 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 1010 CMT 

Ors. Chairul Anwar, Apt 
HP P4 2,8 WDC40 HP 0410 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 1010 CMT 

KH. Ir. Abdul Hakim, MM 
HF P4 2,8 WDC40 HP 

0411 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 
1010 CMT 

Ors. M Idris Luthli, M.sc 
HP P4 2,8 WDC40 HP 0412 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 1010 CMT 

H A. Najiyllah, Le 
HP P4 2,8 WDC40 HP 

0413 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 
1010 CMT 

Yusuf Supandi 
HP 

P4 2,8 WDC40 I HP 
0414 0530 256 x FPKS CMT GHZ GB 1010 

Ora. Hj. Aan Rohanah, M Ag 
HP 

P4 2,8 WOC40 HP 0415 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 1010 CMT 
Hj Yoyoh Yusroh 

HP 
P4 2,8 WDC40 HP 0416 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 

1010 CMT 
Nureanlta Nasunon. SE, M E 

HP 
P4 2.8 WDC40 HP 

0417 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 1010 GMT 
Mutammlm UI Ula, SH 

HP P4 2,8 WOG40 HP 
0418 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 

1010 CMT 
Ors. Muzzamil Yusuf 

HP 
P4 2,8 WOC40 HP 

0419 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 
1010 GMT 

Suriplo SH 
HP P4 2,8 WDC40 HP 0420 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 

1010 GMT 
Syamsu 

HP 
P4 2,8 WDC40 HP 

0421 
FPKS 

0530 GHZ GB 256 x 
1010 CMT 

Ors Abdi Suma1th1 
HP 

P4 2,8 WOG40 I HP 0422 0530 GHZ GB 256 x 
1010 FPKS GMT 

Ir. H. Suswono, MMA 
HP 

P4 2,8 WDC40 HP 
0423 

FPKS 
0530 GHZ GB 256 x 

1010 GMT 

I Ir. H Untung Wahono. Ms1 
HP 

P4 2,8 WOC40 HP 
0424 FPKS 0530 GHZ GB 256 x 

1010 GMT 

7 



LANTAI 4 

NO USER MERK/ SPESIFIKASJ SIFAT PRINTEII 
TYPE PROCESSOR HARDlltll RAM CUEXT 

STAND 

ALONE 

Andi Salahudin, SE HP 
P4 2,8 WOG40 0426 0530 256 HP 

F- Partaf Keadilan Sejahtera GHZ GB 
x 

1010 GMT 

Rama Pratama, SE,ak HP 
P4 2,8 WOG40 HP 0427 0530 256 FPKS GHZ GB x 

1010 GMT 

M. Nasir Jamil, S.ag HP 
P4 2,8 WDC40 HP 0428 

FPKS 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1010 GMT 

LANTAI 5 
- SPESIFIKASI SIFAT PAIITEA MERK/ 

NO USER 
TYPE RAM 

STAND 
PROCESSOR HAIIDOISI< CLIENT 

ALONE 

H. Wowo lbrotum HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0501 F- Partai Demokrasi 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 Indonesia Pertuanqan SFF 

Ni Gusli Ayu Eka Sukma HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0502 Oewi 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 FPDIP SFF 

I Gusti Agung Ra1 Wirajaya HP 
P4 2,4 ST 40 HP 

0504 SE, MM 0530 
GHZ GB 

256 x Laser 

FPO IP SFF 1000 

Agung Sasongko 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0505 
FPDIP 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0506 Ors. H Mariono. MM. Phd 0530 
GHZ GB 

256 x Laser 

SFF 1000 

L. Soepomo, SH HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0507 

FPO IP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF I 

Ors. I Made Uri! HP 
P4 2.4 ST 40 I HP 

0511 
FPO!P 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

Ors. Soewarno HP 
P4 2,4 ST 40 

HP 
0512 

FPOIP 
0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

SFF 1000 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0513 Pattaruan Siahaan 0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0514 Belurn ada anggota 0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

Dr. Gayus Lumbun, SH HP 
P4 2,4 ST 40 

HP 
0515 

FPOIP 
0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

SFF 1000 

Permaor. SH 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0516 
FPOIP 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 
HP - HP 

0517 
HJ Tumbu Saraswatr. SH. 

0530 
P4 2,4 ST 40 

256 Laser 
FPDIP GHZ GB 

x 

SFF 1000 

0518 
Mamsa H, SH HP P4 2.4 ST 40 

256 
HP 

FPDIP 0530 GHZ GB 
x 

Laser 



LANTAI 5 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 
NO USER TYPE STAI<> n!OCESSOA HARDDISX RAM CUEHl' 

ALONE 

SFF 1000 
Nadrah lzahari, SH. HP P4 2,4 ST 40 HP 0519 F- Partai Demokrasi 0530 GHZ GB 256 x Laser 
Indonesia Periuanoan SFF 1000 
Ors. H. M. Djoarnad HP 

P4 2,4 ST40 HP 
0520 Tjiptowardoyo, MBA, M 0530 256 x Laser FPO IP SFF GHZ GB 1000 

H.R. Pupung Suharis, SH. HP P4 2,4 ST 40 HP 
0521 FPDIP 0530 GHZ GB 256 x Laser 

SFF 1000 

Suryana HP P4 2,4 ST 40 HP 
0522 FPDIP 0530 GHZ GB 256 x Laser 

- SFF 1000 
E.A. Darojat HP 

P4 2,4 ST 40 HP 
0523 FPDIP 0530 GHZ GB 256 x Laser 

SFF 1000 
Ir H Hendarso Hadi Parmono, HP 

P4 2,4 ST 40 HP 
0524 MBA 0530 GHZ GB 256 x Laser 

FPDIP SFF 1000 

HP P4 2,4 ST40 HP 
0525 A. Poksi F PDI-P 0530 GHZ GB 256 x Laser 

SFF 1000 
Imam Soeroso HP P4 2,4 ST 40 HP 

0526 FPDIP 0530 GHZ GB 256 x Laser 
SFF 1000 

Ora. Edy Mihat1. Msi. HP P4 2,4 ST 40 HP 
0527 FPO IP 0530 GHZ GB 256 x Laser 

SFF 1000 
Prof. Dr Sudigdo A I HP P4 2,4 ST 40 HP 

0528 FPO IP 0530 GHZ GB 256 x Laser 
SFF 1000 

H. Fachrudin HP P4 2,4 ST 40 HP 
0529 FPO IP 0530 GHZ GB 256 x Laser 

SFF 1000 

Ora Elvrana, M.Si. HP P4 2,4 ST 40 HP 
0530 FPO JP 0530 GHZ GB 256 x Laser 

SFF 1000 

Jaka Aryadipa Sinqqrh 
HP 

P4 2.4 ST 40 
HP 

0531 FPOIP 0530 GHZ GB 256 x Laser 
SFF 1000 

Ir Ht+an achmadr HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0532 

FPO IP 
0530 GHZ GB 256 x 

1000 SFF 

LANTAI 6 

MERK/ 
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 

NO USER 
TYPE PROCESSOR I HARDOISK RAM CLIENT 

STAND 

ALONE 

Tnmedva Panjartan. SH HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0601 F- Perter Dernokrasr 0530 GHZ GB 256 x 

1000 Indonesia Periuanqan SFF 
Ir I. Emir Moesis, MSc HP 

P4 2.4 ST 40 HP 0602 
FPO IP 

0530 GHZ GB 256 x 

I 1000 SFF 
0603 Ors Ctorianus Aoer HP P4 2,4 ST 40 I 256 x HP 



LANTAI 6 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTEII 
NO USER 

TYPE STAii> PROCESSOR HARDDISK RAM CLIENT 
ALOI£ 

Partai Demokrasi 0530 GHZ GB 1000 
Indonesia Periuanaan SFF 

H. Anwar Fatta HP 
P4 2,4 ST40 HP 0606 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 
DR.Ors. H. Moch Hasib HP 

P4 2.4 ST 40 HP 0607 Wahab 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 FPDIP SFF 

Max Moein, MA. MBA HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0611 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

DA.Ors. H Moch Hasib HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0612 Wahab 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 FPDIP SFF 

DR. 1r. Wayan Koster, MM HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0613 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ir. Bambang Wuryanto, MBA. HP 
P4 2,4 ST40 HP 0614 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ora. Hj. SB Wiryani HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0615 Sukamdam 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

FPDIP SFF 

Ors H. Eka Santosa. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 

0616 
FPDJP 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

Ors. Effendi M.S. Simbolon. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0617 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0618 Ir Soecipto 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

Ors H. Soeratal, HW HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0619 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ora. Eva Kusuma Sundan. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 

0620 MA., MOE. 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

FPDIP SFF 

Gunawan wuosarojo HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0621 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Jr. Mtndo Stamper HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0622 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Dr Gunawan Slamel Sp.B 
HP 

P4 2.4 ST 40 HP 
0623 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

. .  

DR Sutradara G1nhngs HP 
P4 2,4 I ST 40 HP 0624 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Soekardjo Hardiosoewndro. HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0626 SH 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

FPDIP SFF 

Aria Bima T nhastoto HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0627 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

10 



.... 

....... 

LANTAI 6 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 
NO USER 

TYPE STAND PROCESSOR HARDDISK RAM ClEHT 
ALONE 

Ganjar Pranowo HP 
P4 2,4 ST40 HP 0628 F- Partai Demokrasi 0530 
GHZ GB 

256 x 

Indonesia Periuancan SFF 1000 

HP 
P4 2,4 ST 40 0629 Raja K Sembiring 0530 256 HP 
GHZ GB 

x 
1000 SFF 

Olly Dondokambey, SE. HP 
P4 2,4 ST40 HP 0630 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 
Ors. H. Dharmoko K.Lawi, HP 

P4 2,4 ST 40 HP 0631 MS, 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 FPDIP SFF 

Herman Hery HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0632 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

LANTAl7 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 
NO USER 

TYPE 
RAii CLIENT 

STAND 
PROCESSOR HARDOISK 

ALONE 

M. Tauliq Kiemas. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0701 F- Partai Demokrasi 0530 256 x 

Indonesia Periuanaan SFF 
GHZ GB 1000 

Murdyo Pao HP 
P4 2,4 ST40 HP 0703 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Maruarar Sirait, S.IP HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0705 

FPO IP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Panda Nababan HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0707 

FPO IP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0708 R Sekrelanat F PDI-P 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

Zainal Arifin HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0711 

FPOIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

H Suwrqyo HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0712 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 
Ors. Jacobus Kamarlo HP 

P4 2.4 ST 40 HP 0713 Mayongpadang. 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 FPDIP SFF 

Ors. Stdarto Oanusubroto, SH HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0714 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 1000 

SFF 

Ors. Jacobus Kamarlo HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0715 Mayongpadang 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 FPDIP SFF 

Endang Karman Sastraprawna HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0716 

FPDIP 
0530 

I GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

- - 
�. 

- 
0717 

Tjahjo Kumolo, S.H HP J P4 2,4 ST 40 
256 

HP 
FPDIP 0530 GHZ GB 

x 1000 

1 1  



LANTAI 7 

NO USER 
IIERKI SPESIFIKASI SIFAT PAINTER 
TYPE PROCl!SIOA I IWIDDISK RAii CLIENT 

STAND 

Wl!IE 

SFF 

H. Amris Fuad Hasan, MA HP 
P4 2,4 ST40 HP 0718 F- Partai Demokrasi D530 
GHZ GB 

256 x 

Indonesia Perluanqan SFF 1000 

lrmadi Lubis. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0719 

FPDIP 
D530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Hi- Elva Hartati, S.lp., MM 
HP 

P4 2.4 ST 40 HP 0720 
FPDIP 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

H. ldham Chohd, S.Sos 
HP 

P4 2.4 ST 40 HP 0721 
F- Kebangkitan Bangsa 

D530 
GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

Ors. Agustinus Clarus. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0722 F- Partai Demokrasr D530 
GHZ GB 

256 x 
1000 Indonesia Periuanoan SFF 

Sonny Soemarsono HP 
P4 2,4 ST 40 HP 

0723 
FPD!P 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

Chepy Triprakoso Wartono, SE 
HP 

P4 2,4 ST 40 HP 
0724 

FPDIP 
D530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

0725 R.Faks1 
Willem Maxmrlraan Tutuarima, HP 

P4 2,4 ST 40 HP 0726 SH 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

FPDIP SFF 

Widodo Buja Wiryono 
HP 

P4 2,4 ST40 HP 
0727 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Deddy Sutomo HP 
P4 2.4 ST 40 

I 
HP 

0728 
FPD!P 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

SFF 

M. Guruh Soekarnoputra 
HP 

P4 2,4 ST 40 
I 

HP 0729 
FPDIP 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

SFF I 

Alexander Litaay HP 
P4 2,4 ST 40 HP 

0730 
FPDIP 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

SFF 

- Mangara M. Srahaan 
HP 

P4 2,4 ST 40 HP 0731 
FPD!P 

0530 
GHZ GB 

256 x I 
1000 

SFF 

Theo Svaler 
HP 

P4 2.4 ST 40 HP 
0732 

FPD!P 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

- 

LANTAIB 

I 
MERK/ 

SPESIFIKASI SIFAT POINTER 
NO USER 

TYPE HAADDISK RAM 
STAND 

PROCESSOR CLIENT 
ALONE 

Rayam Hammullah HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0801 F- Parter Demokrast 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

Indonesia Penuanqan SFF 

Suparlan. SH. 
HP 

P4 2.4 ST 40 HP 
0802 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

- 

12 



LANTAI 8 

MERK/ 
SPESIFIKASI SIFAT PRINlER 

NO USER 
TYPE STAlll PROCESSOR IWIDCIISK RAM CLIENT 

ALOIE 

W. Eko Waluyo HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0803 F- Partai Demokrasi 0530 
GHZ GB 

256 x 
Indonesia Periuanaan SFF 1000 

HP 
P4 2,4 ST40 HP 0804 Nur Suhud 0530 
GHZ GB 

256 x 
SFF 1000 

H. M. Said Abdullah HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0805 

FPO JP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ir. Hasto Knstiyanto, MM. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0806 

FPOIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

lda Bagus Nugroho, SH. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0807 

FPOIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

0808 R. Foksi Re hon 
P4 1,6 WD40 

128 
HP 

GHZ GB 
x 

1022 

Dr. Ribka Tjlptarunq HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0811 

FPO JP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 
IA. H. Rendhy A LamadJido, HP 

P4 2.4 ST 40 HP 0812 MBA. 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 FPO JP SFF 

Ir lsmayatun HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0813 

FPO IP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

HP 
P4 2,4 ST40 HP 0814 Ora Hj. Siti Suparmi 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

Ramson Siaqtan. MBA HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0815 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 
H. Dudtue Makmun Murad, HP 

P4 2,4 ST 40 HP 0816 MBA. 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

FPOJP SFF 

Philip S WiJaya HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0817 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Dr. A Sonny Keraf HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0818 

FPOJP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ors. H Surnarvcto. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0819 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

H. Mudahrr HP 
P4 2.4 ST 40 HP 

0820 
FPDJP 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

Ors Yoseph Umar Haen 
HP 

P4 2,4 ST 40 HP 0821 
FPDIP 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

SFF 

Ir Darnel Budr Setrawen. MM 
HP 

P4 2.4 ST 40 HP 0822 
FPDIP 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

Ors. Tuk1d10. MM 
HP 

P4 2.4 ST 40 HP 0823 
FPDIP 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

SFF 
'- 

13 



LANTAI 8 

NO MERK/ SPESIFIKASI SIFAT m1a 
USER 

TYPE STAii> PROCESSOR .......... RAM CUi!IIJ 
AUIIIE 

Drs. Agus Condro Prayitno HP 
P4 2,4 ST40 HP 0824 F- Partal Demokrasi 0530 
GHZ GB 

256 x 

Indonesia Pertuenuan SFF 1000 

Nusyirwan Soejono 
HP 

P4 2,4 ST40 HP 0826 0530 256 
GHZ GB x 

1000 SFF 

Theodorus JK, Ir. HP 
P4 2,4 ST40 HP 0827 0530 256 FPO!P GHZ GB 

x 
1000 SFF 

Taufan Tampubolon, SE., MM HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0828 

FPOIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Andreas H. Pareira HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0829 

FPDIP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ir. Rudianto Tjen HP 
P4 2.4 ST 40 HP 0830 

FPO!P 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ir. Nazarudin Keimas. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 0831 

FPO IP 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Sabam Sirait 
HP 

P4 2.4 ST 40 HP 0832 
FPOIP 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

SFF 

LANTAI 9 

MERK/ 
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 

NO USER 
TIPE RAM 

STAND 
PROCESSOR HAROOISK CLIENT 

Wl!IE 

H. Soekartono Hadiwarsito 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0901 
F- Partai Demokrat 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

Evert Emenst Mangmdaan, SE, HP 
P4 2.4 ST 40 

HP 
0902 S.IP 0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

FPO SFF 1000 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0903 R.Sekratariat Pimpinan 0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 
HP 

P4 2.4 ST 40 
HP 

0904 Burhanudin Bur Maras 0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

Ors H Sutan Bhatoegana, MM. 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0905 
FPO 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

- 

drh Jhony Allen Marbun, MM. 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0906 
FPO 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

- 
� 

Syanfudm Hasan, SE. MM, HP 
P4 2,4 ST 40 

HP 
0907 MBA 0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

FPO SFF 1000 
I- 

0908 A F raker Demokrat 

Ors Nurul Oomar 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0911 
FPO 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

- 0912 DR. Jumaini Andriana HP P4 2,4 ST 40 256 x HP 

14 



LANTAI 9 

MERK/ 
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 

NO USER 
TYPE 

RAM 
STAND PROCESSOR HARODISK CLIENT 
ALONE 

Sihombing 0530 GHZ GB Laser 
F- Partai Demokrat SFF 1000 

Ors. H. Guntur Sasono, M.Si. HP 
P4 2,4 ST40 HP 

0913 
FPO 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

I Wayan Gunastrah HP 
P4 2,4 ST40 HP 

0914 
FPO 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

Ors. I Wayan Sugiana, MM HP 
P4 2,4 ST40 

HP 
0915 

FPD 
0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

SFF 1000 

Albert Yaputra HP 
P4 2,4 ST 40 

HP 
0916 

FPD 
0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

SFF 1000 

Max Sopacua, SE, M.Sc HP 
P< 2,4 ST40 HP 

0917 
FPO 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

H. Sunarto Muntako HP 
P4 2,4 ST 40 

HP 
0918 

FPD 
0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

SFF 1000 
Soetadji, SE, S.IP, MM. HP 

P4 2,4 ST40 
HP 

0919 
FPO 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

DR. H. Hakim Sonmuda Pohan, HP 
P4 2,4 ST 40 

HP 
0920 S.POG. 0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

FPD SFF 1000 

DA. H. Achmad Fauzie, SH. HP 
P4 2.4 ST40 

HP 
0921 

FPO 
0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

SFF 1000 

Ors. H Sofyan Ali HP 
P4 2,4 ST 40 

HP 
0922 

FPO 
0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

SFF 1000 � 

Marcus Suanne. S.IP. HP 
P4 2,4 ST 40 

HP 
0923 

FPD 
0530 

GHZ GB 
256 x Laser 

SFF 1000 

Ir. Denny Sultani Hasan, Phd HP 
P4 2,4 ST 40 HP 

0924 
FPO 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

Maruanal Srlalahi 
HP 

P4 2,4 ST 40 
HP 

0926 
FPD 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

- 

I 
Sanan Tahir. S E .  MM 

HP P4 2,4 ST 40 HP 
0927 0530 256 Laser FPD GHZ GB 

x 

SFF 1000 

Ir. H MHD Yusuf Pardamean. HP P4 2,4 ST 40 HP 
0928 NST 0530 256 x Laser 

FPO SFF 
GHZ GB 1000 

H. Azufdm, SE HP P4 2,4 ST 40 
HP 

0929 0530 256 x Laser 
FPO 

SFF 
GHZ GB 1000 

Benny Kabur Harman, SH . HP P4 2,4 I ST 40 
HP 

0930 MH 0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
FPD SFF 1000 
Chandra Pratomo Serruadp HP P4 2,4 ST 40 

256 l 
l 

HP I 0931 Massard 0530 
GHZ GB 

x 

I 1000 
FPD SFF 

15 



..... 

LANTAI 9 

NO USER 
MERK/ SPESIAKASI SIFAT fMIER 

TYPE PRO<:ESSOR HARDDISK RAM CLIENT 
..... 

ALONE 

lndria Octavia Muaja HP 
P4 2,4 ST40 HP 

0932 
F- Partai Demokrat 

0530 
GHZ GB 

256 x Laser 
SFF 1000 

LANTAI 10 

MERK/ SPESIAKASI SIFAT PRINTER 
NO USER 

TYPE STANO 
PROC.fSSOA HARDDISK RAM CLIENT 

ALONE 

Ir. H. Atte Sugandi, MM. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1001 

F- Partai Demokrat 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Dion Hardi, BA HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1002 

F- Partat Golongan Karya 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ors. Saidi Butar Bular HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1003 

FPO 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ora. Hj. S. Sumiyati. HP 
P4 2.4 ST40 HP 1004 

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 
Mayjen TNI (Purn) Ignatius HP 

P4 2,4 ST 40 HP 1005 Mu Iyo no 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 FPD SFF 

Ors. Made Suwendha. HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1006 

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Junus Effendi Habibie HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1007 

FPO 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Boy M W. Saul 
HP 

P4 2,4 ST 40 HP 1008 
FPO 

0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

SFF 

HP I 

1009 
Ir. H. Azam Azman Natewqana 

0530 
P4 2,4 ST 40 

256 
HP 

FPD GHZ GB 
x 

1000 
SFF l 

Ir. H. Roestanto Wahidi HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1010 Dlrdjojuwono. MM. 0530 
GHZ GB 

256 x 
1000 

FPO SFF 

HP • 

101 1  Nrrwan Amir 0530 
P4 2,4 ST 40 

256 
HP 

GHZ GB 
x 

I 1000 SFF 

H Djoko Soewindr. SH 
HP 

P4 2.4 ST 40 

I 
HP 1012 

FPO 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

H Tri Yulianto, SH HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1013 

FPO 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 I SFF 

Ir Agus Hermanto, MM HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1014 

FPO 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF . 

Shrdkr Wahab HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1015 

FPO 
0530 

GHZ GB 
256 

' 1000 
SFF 

1016 
DR Fata Zainal Mutaqim, MM. HP P4 2,4 ST 40 

256 
HP 

FPD 0530 GHZ GB ' 1000 

1 6  



LANTAI 10 

... ., SPESIRKASI SIFAT PIIIITER 

NO USER 
TYPE 

.,..., 
PIIOCESSOO IIAROOtSI( RAM cuoo 

...... 

SFF 

T euku Aiefky Harsya 
HP 

P4 2,4 ST40 HP 1017 
F- Partal Demokrat 

0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
H. Daday Hudaya. 

HP 
P4 2,4 ST40 HP 1018 FPO 0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

Suryo Supeno 
HP 

P4 2,4 ST 40 HP 1019 FPO 0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
F.X. Soekarno, SH. 

HP P4 2,4 ST 40 HP 1020 FPO 0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Hasanuddin Said, AK. 

HP 
P4 2,4 ST40 HP 

1021 FPO 0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Ors. Balkan Kaplale 

HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1022 FPO 0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

HP 
P4 2,4 ST 40 HP 1023 Ors. Bamstein Samuel Tundan 0530 GHZ GB 256 x 

1000 SFF 
- 

H. Saleh Djaeit, SH. 
HP 

P4 2,4 ST 40 HP 
1024 

F- Partal Golongan Karya 
0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

Musf1hin Dahlan 
HP 

P4 2,4 ST 40 HP 1025 FPGK 0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Ors. Ferry Mursyidan Baldan. 

HP 
P42,4 ST40 HP 

1026 FPGK 0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Nusron Wahid. SS 

HP 
P4 2,4 ST 40 HP 

1027 fPGK 0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Ors. H Aiswan Tony DK 

HP 
P4 2,4 ST 40 I HP 1028 FPGK 0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

H Gush lskandar Sukma HP 
P4 2,4 ST 40 HP 

1029 Alamsyah. SE 0530 GHZ GB 256 x 
1000 

FPGK SFF 
Ors H.Harry Azhar Azis, MA. 

HP 
P4 2.4 ST 40 HP 1030 0530 GHZ GB 256 x 1000 FPGK SFF 

Ir. Achrnad Hafiz Zawawr, MSc 
HP 

P4 2,4 ST 40 HP 
1031 FPGK 0530 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

Ir Agusman Effendi. 
HP P4 2.4 ST 40 HP 

1032 0530 256 x 
FPGK SFF GHZ GB 1000 

LANTAI 11  

MERK/ 
SPESIFIKASI SIFAT PIIINTER 

NO USER 
TYPE ..... _, ........ RAM CLIENT 

STANO 

"°'"' 1101 Trisnawati Karna, SH HP P4 2.4 ST 40 I 256 x HP 1000 

1 7  



...... 

-. 

LANTAI 11 

MERKi 
SPESIFIKASI SIFAT PRUttSI 

NO USER 
TYPE RAM 

STANO 
P'IIOCl,S•QO .......... ...... 

AUl!lll 

0530 GHZ GB 
SFF 
HP 

P4 2,4 ST40 
1102 H. Mardzuki Achmad, SH 0530 

GHZ GB 
256 • HP 1000 

SFF 

Dr. Charles Jones Mesang 
HP 

P4 2,4 ST40 HP Laser 
1103 

F- Partai Golongan Karya 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ir. H. Awai Kusumah , M.Sc 
HP 

P42,4 ST 40 HP Laser 
1104 

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

H. Abdul Nurhaman, SIP, HP 
P4 2,4 ST40 

1105 S.Sos, M.Si. 0530 
GHZ GB 

256 x HP 1000 
FPGK SFF 

Drg. H. Tanny Aprilani, MSc 
HP 

P4 2,4 ST40 
1 106 

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 x HP 1000 

SFF 

Ors. Eldie Suwandie. 
HP 

P4 2,4 ST 40 
1107 

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 x HP 1000 

SFF 

1108 A. Poks1 FPG 
Ny Ora. Truliyanti HP 

P4 2,4 ST 40 
1 1 1 1  S.Habibie,M.Psi. 0530 

GHZ GB 
256 x HP 1000 

FPGK SFF 
HP 

P4 2,4 ST 40 
1 1 1 2  Ors. Enggar Tiaso Lukiro 0530 

GHZ GB 
256 x HP 1000 

SFF 

Muhammad Sofhian Mite, SH 
HP 

P4 2,4 ST40 
1n3 

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 

' 
HP 1000 

SFF 

Ors. H. Djelantik Mokodompit 
HP 

P4 2,4 ST 40 
1114  

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 x HP 1000 

SFF 

Hj. Marliah Amin 
HP 

P4 2,4 ST 40 
1 1 1 5  

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 x HP 1000 

SFF 

H. And.wahab DT Majokayo 
HP 

P4 2.4 ST 40 
1 1 1 6  

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 x HP 1000 

SFF 

Ors. Ismail Tajuddm. 
HP 

P4 2,4 ST 40 
1 1 1 7  

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 x HP 1000 

SFF 
Ors H Slamel Effendy HP 

P4 2.4 ST 40 
1 1 1 8  Yusul,MSi. 0530 

GHZ GB 
256 x HP 1000 

FPGK SFF 
. 

GBPH H. Djoyokusumo 
HP 

P4 2,4 ST 40 
1 l 19 

FPGK 
0530 

GHZ GB 
256 x HP 1000 

SFF I 

Ors H Pnyo Bud1 Santoso 
HP 

P4 2.4 ST 40 
1120 0530 256 x HP 1000 

FPGK SFF 
GHZ GB 

. 

Ora Hj. Maryamah Nugraha HP 
P4 2,4 ST 40 

1121  Besoes 0530 
GHZ GB 

256 x HP 1000 

FPGK SFF 

1 122  
Ora Sri Hanni HP P4 2,4 ST 40 

256 HP 1000 
FPGK 0530 GHZ GB 

x 

1 8  



LANTAI 11 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 
NO USER 

TYPE STAND PROCESSOR HARDOISK RAii CLIENT 
ALONE 

SFF 

M. Akil Mochtar, SH., MH. HP 
P4 2,4 ST40 1123 

F- Partai Golongan Karya 
0530 

GHZ GB 256 x HP 1000 
SFF 

Ors. H. Hajriyanlo Y. Thohari, HP 
P4 2.4 ST 40 1124 MA. 0530 
GHZ GB 256 x HP 1000 

FPGK SFF 

Dewi Asmara, SH. HP 
P42,4 ST40 1126 

FPGK 0530 
GHZ GB 256 x HP 1000 

SFF 

Ors. H Djoko Purwongemboro. HP 
P4 2,4 ST40 1127 

FPGK 0530 
GHZ GB 256 x HP 1000 

SFF 

H. Asep Ruchimal Sudjana HP 
P4 2,4 ST 40 1128 

FPGK 0530 
GHZ GB 256 x HP 1000 

SFF 

Ors. H. Dedmq Ishak, SH, MM HP 
P4 2,4 ST 40 

1129 
FPGK 0530 

GHZ GB 256 x HP 1000 
SFF 

Melchias Markus Mekeng HP 
P4 2,4 ST 40 

1130 0530 256 HP 1000 FPGK GHZ GB x 
SFF 

Ors. H. Wasma Prayrtno HP 
P4 2,4 ST 40 1131 

FPGK 0530 GHZ GB 256 x HP 1000 
SFF 
HP 

P4 2,4 ST40 1132 Muhammad S. Hidayat 0530 GHZ GB 256 x HP 1000 
SFF 

LANTAI 12 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 
NO USER 

TYPE RAM STAND 
PROCESSOR HARD DISK CLIENT 

ALONE 

Andi Mattalatta, SH., M.Hum HP P4 2.4 
1203 0530 GHZ ST 40 GB 256 x HP1000 F· Partat Golongan Karya 

SFF 

M Yahya Zami. SH HP P4 2,4 HP 
1205 0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 

FPGK 
SFF 1000 

Marzukr Darusman, SH HP P4 2,4 HP 
1208 

FPGK 0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 

SFF 1000 

H Ebby Djaunane 
HP P4 2,4 

1209 0530 GHZ ST 40 GB 256 x HP1000 FPGK 
SFF 
HP P4 2,4 HP 

121 1  Aisyah Hamid Bardlowr 0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 
SFF 1000 

Ora. Wally Amir, SH 
HP P4 2,4 HP 

1212 0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 
FPGK SFF 1000 

H Hardisoesuo HP P4 2,4 HP 
1213 

FPGK 
0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 
SFF 1000 

1214 Ors Kahar Muzakir HP P4 2,4 ST 40 GB 256 x HP 
. 
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LANTAI 12 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT P-.;R 
NO USER TYPE RAii 

...... ......, .... .......... CUEll'T 
....... 

F- Partal Golongan Karya D530 GHZ Laser 
SFF 1000 

Ors. Oarul Siska. HP P42,4 HP 
1215 

FPGK 
0530 GHZ ST 40GB 256 x Laser 

SFF 1000 
HP P4 2,4 HP 

1216 Rahmat Aahayu Abdullah D530 GHZ ST 40GB 256 x Laser 
SFF 1000 
HP P4 2,4 HP 

1217 Ors. A.H. Mujib Rahmat 0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 
SFF 1000 

Budi Harsono 
HP P42,4 HP 

1218 
FPGK 

0530 GHZ ST 40GB 256 x Laser 

SFF 1000 

Ir. H. Soeharsojo. HP P4 2,4 HP 
1219 D530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 

FPGK SFF 1000 

Ors. H. Sulaeman Effendi HP P4 2,4 HP 
1220 

FPGK 
0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 
SFF 1000 

Ir. Azhar Romli, M.$1. 
HP P4 2.4 HP 

1221 0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 
FPGK SFF 1000 

Ors. Agun Gunandjar Sudarsa. 
HP P4 2,4 HP 

1222 0530 GHZ ST 40GB 256 x Laser 
FPGK SFF 1000 

Ferdiansyah, SE, MM. HP P4 2,4 HP 
1223 0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 

FPGK SFF 1000 

Ors. K.H. Ahmad Darodji HP P42,4 HP 
1224 D530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 

FPGK 
SFF 1000 

1225 A Poksi V FPG 

Muhidin M. Said, SE, MBA HP P4 2,4 HP 
1226 0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 

FPGK 
SFF 1000 

Rober1 Joppy Kardinal 
HP P4 2,4 HP 

1227 0530 GHZ ST 40GB 256 x Laser 
FPGK SFF 1000 

Ors. Ade Komaruddin HP P4 2,4 
1226 

FPGK 
0530 GHZ ST 40 GB 256 x 

SFF 

Ors. Soekoljo Said HP ?4 2.4 HP 
1229 0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 

FPGK SFF 1000 
HP P4 2,4 HP 

1230 Dr H Uh Asdjudiredja, SE. PhD 0530 GHZ ST 40 GB 256 Laser 

- 
SFF 1000 
HP P4 2.4 

1231 Ors. T Muhammad Nurlif 0530 GHZ ST 40GB 256 x HP 1000 

� 
SFF 

Ors. H Mohammad Hatta. HP P4 2,4 HP 
MBA 0530 GHZ ST 40 GB 256 x Laser 

FPGK SFF 1000 



LANTAI 13 

MERl</ 
SPESIRKASI SIFAT PRINTER 

NO USER 
TYPE RAM 

STAND 
PflOCUSCJfl IWUJOISI( CllElff 

....... 

Ors. H. M. lrsyad Sudiro 
HP 

P4 HP 
1301 

F- Partal Golongan Karya 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40GB 256 x 

1000 
SFF 

DA.H. M. Markum Singod1mejo. 
HP 

P4 HP 
1302 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40GB 256 x 

1000 
SFF 

Hj. Hayam lsman Soetoyo. 
HP 

P4 HP 
1303 

FPGK 
0530 

2,4GHZ 
ST 40GB 256 x 

1000 
SFF 
HP 

P4 HP 
1304 Ors Muhammad Aly Yahya 0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Auha Aman Rachman. SH., HP 
P4 HP 

1305 M_Si. 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

FPGK SFF 

Bobby S.H. Suhardiman 
HP 

P4 HP 
1306 

FPGK 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40GB 256 x 

1000 
SFF 

Djoko Subroto 
HP 

P4 HP 
1307 

FPGK 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 
HP 

P4 HP 
1308 Hj lyas lrdiyah lskandar 0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Ora Hj Faridah Effendy 
HP 

P4 HP 
1311  

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Ir. Hamzah Sangadji 
HP 

P4 HP 
1312 

FPGK 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40GB 256 x 

1000 
SFF 
HP 

P4 HP 
1313 H. Hasanudin Nuradi, SH 0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 
HP 

P4 HP 
1314 Affifudin Tay1b 0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Muhayan Hassan. SH. 
HP 

P4 HP 
1315 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40GB 256 x 

1000 
SFF 

Dr H. Abdul Gafur 
HP 

P4 HP 
1316 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Adi Putra Darmawan Tahir 
HP 

P4 HP 
1317 

FPGK 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

M Azwir Dainy Tara. Dr. H. HP 
P4 HP 

1318 MBA 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

FPGK SFF 

H Azwar Chesputra, SE 
HP 

P4 HP 
1319 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Dr. H. Yuddy Chnsnandr. ME 
HP 

P4 

I 
HP 

1320 
FPGK 

0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

SFF 
' 

1321 
Budiarsa Sastraw,nata HP P4 

ST 40 GB 256 I 
HP 

FPGK 0530 2 4 GHZ 
x 1000 
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LANTAI 13 

I  
MERKi SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 

NO USER TYPE RAM 
STAND 

PAOCUSOA HAADO<SK CUEHT 
. ..,,... 

SFF 

Adiwarsita Adinegoro 
HP 

P4 HP 
1322 

F- Partai Golongan Karya 
0530 

2,4GHZ ST40GB 256 x 
1000 SFF 

lr. Airlangga Hartarto, MBA. 
HP 

P4 HP 
1323 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Drs. H. Zulkamaen Djabar, MA. 
HP 

P4 HP 
1324 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Ny. Or. Mariam Akib Baramuli 
HP P4 HP 

1326 
FPGK 

0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 SFF 

Ora. H1. Must1Ka Rahim. 
HP 

P4 HP 
1327 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Syamsul Bachri, M.Sc. HP 
P4 HP 

1328 
FPGK 

0530 
2.4 GHZ 

ST 40GB 256 x 
1000 SFF 

Ors. H. M. Fachrl Andi Leluasa. 
HP 

P4 HP 
1329 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 1000 

SFF 

Hamka Yandhu YR. SE 
HP 

P4 HP 
1330 

FPGK 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

M. ldrus Marham 
HP 

P4 HP 
1331 

FPGK. 
0530 2,4 GHZ ST 40 GB 256 x 1000 
SFF 

Ny HJ. Nurhayau Yasin Limpo. 
HP P4 HP 

1332 
FPGK 

0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 1000 
SFF 

LANTAI 14 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT J PRlNTER 
ND USER 

TYPE RAM 
CLIEN STA.ti> 

PROCESSOR HAROOISK 
T ALONE 

Dr Hj Marwah Daud Ibrahim, HP 
P4 HP 

1401 MA 0530 
2.4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

F- Partai Golonqan Karva SFF 
. 

HP 
Josef A Nae Soi P4 HP 

1402 
FPGK 

0530 
2,4GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

SFF 

H M Malkan Amin. 
HP 

P4 HP 
1403 

FPGK 
0530 2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

SFF 

Metchias Markus Mekeng 
HP 

P4 HP 
1404 

FPGK 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

- HP 
1405 

Victor Bungtilu Laiskodat. SH 
0530 

P4 
ST 40 GB 256 

HP 
FPGK 2,4 GHZ 

x 
1000 

SFF 
- HP 

1406 
Prof Anwar Anhn, S.lp, OIOS 

0530 
P4 

ST 40 GB 256 
HP 

FPGK 2.4 GHZ 
x 1000 

SFF 
1407 Mesrr Suryadi, SH, H HP P4 ST 40 GB 256 x HP 

2l 



- 
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LANTAI 14 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRIHTER 
NO USER 

TYPE CUEN STAND PROCESSOR HARDOISK RAM 
T ALONE 

F- Partai Golongan Karya 0530 2,4 GHZ 1000 
SFF 

Hj. Nanie Hardinyanyi, SH, HP 
P4 HP 1408 

M.Hum 0530 
2,4 GHZ 

ST40GB 256 x 

1000 SFF 

HP 
P4 HP 1409 A. Poksi Golkar 0530 
2.4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 SFF 

HP 
P4 HP 1410 A. Poksi Golkar 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Ora. H], Charrunnissa, MA. HP 
P4 HP_ 1411 0530 ST 40 GB 256 - FPGK 2,4 GHZ 

x 
1000 SFF 

Ors Mukhtarudin. HP 
P4 HP 1412 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Ors Theo L. Sambuaga. HP 
P4 HP 1413 

FPGK 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Ors. H Djelanttk Mokodompit HP 
P4 HP 1414 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Asiah Salekan, BA. HP 
P4 HP 1415 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

H Gusli Syamsumin HP 
P4 HP 1416 

FPGK 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 
Prof Ors H Rustam E HP 

P4 HP 1417 Tamburaka, MA., Ph.D 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 FPGK SFF 

Ors H. M Syarf Hutauruk. HP 
P4 HP 1418 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Rambe Karnarulzaman, M Sc. HP 
P4 HP 1419 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Ors. H Mohammad lchwan HP 
P4 HP 1420 Syam 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 FPGK SFF 

Barnbang Sadono, SH, MH. HP 
P4 HP 1421 

FPGK 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

H Dito Gamnduto, MBA. HP 
P4 HP 1422 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Ors H Riswan Tony DK. HP 
P4 HP 1423 

FPGK 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

SFF 

Ors H N Serta Gmtlng HP 
P4 HP 1424 

FPGK 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

1425- Dr (IPB) H Burner Pasanbu, HP 
P4 HP 

B SH, SE, MS 0220 
2.4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

MT 
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LANTAI 14 

MERK/ 
SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 

NO USER 
TYPE RAM 

CU£H ST AHO 
P1IOCU$OII IWllOISI( 

T ALONE 

1425. Ors. Mahadi Smarnbela. MSi. 
HP 

P4 HP 
1 F- Partal Golongan Karya 

0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 SFF 

1425- 
HP 

P4 HP 
3 

Antam Malik 0530 
2,4 GHZ 

ST 40GB 256 x 
1000 SFF 

H. Sudarman Wiryatmo, SH, HP 
P4 HP 1426 

M.Hum 
0530 

2,4 GHZ 
ST40GB 256 x 

1000 SFF 
HP 

P4 HP 1427 Ors. Imam Syaidi 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 1000 
SFF 

tr. H. Herman Widyananda, HP 
P4 HP 1426 SE., M.Si 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

FPGK SFF 

Ors. Simon Palrice Morin. 
HP 

P4 HP 
1429 

FPGK 
0530 

2,4 GHZ 
ST40GB 256 x 

1000 
SFF 

GOE Sumarjaya Linggih, SE. HP 
P4 HP 

1430 
FPGK 

0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 SFF 

Yorris T.H. Raweyal HP 
P4 HP 

1431 
FPGK 

0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 1000 
SFF 

Dr. H. Happy Bone Zulkamaen. HP P4 HP 
1432 MS. 0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
FPGK SFF 

LANTAI 15 

MERK/ SPESIFlKASI SIFAT PRINTER 
NO USER 

TYPE RAM 
CLEN STANO 

PROCESSOR HAROOtslC 
T ALOIE 

1501 I 
H. M. Yunus Yosliah HP 

P4 HP 
1502 F- Partai Persatuan 0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 1000 

Pembannunan SFF 
Ors H. Endin A.J Soelihara. HP 

P4 HP 
1503 MM 0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
FPPP SFF 

1504 

Ors Lukman Hakiem HP 
P4 I HP 1505 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 1000 

SFF 

Drs H. Anwar Sanusi, SH,. MM HP 
P4 HP 

1506 
FPPP 

0530 
2,4 GHZ 

ST 40GB 256 x 
1000 

SFF 
HP 

P4 HP 
1507 H Ledl! Suryad1 B Sc 0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 1000 

SFF 

H Achmad Fana! 
HP 

P4 HP 
1511  

FPPP 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 1000 

SFF 

H Sukardi Harun 
HP 

P4 HP 
1512 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 1000 

SFF 

2.J 



........ 

LANTAI 15 

SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 
USER 

MERI</ 
CUEN STAHD NO 

TYPE PROCESSOR IIAJIIXIISI( RAii 
T . .__ 

H. Burhanudin Somawinata, 
HP P4 HP 0530 ST 40 GB 256 x 1000 1513 

S,Sos SFF 2,4 GHZ 
Ors. H. OJabaructdin Ahmad HP P4 HP F- Partai Persatuan 0530 ST 40GB 256 x 1000 1514 2,4 GHZ 
Pernbanqunan SFF 
Ors. H. A. Chozin Chumaidy. 

HP P4 HP 0530 ST 40GB 256 x 1000 1515 FPPP SFF 2,4 GHZ 

Ors. H_ Hasrul Azwar, MM HP P4 HP 
0530 ST 40 GB 256 x 1000 1516 FPPP SFF 2,4 GHZ 

- HP P4 HP Ors. H. Akhmad Muqowam. 0530 ST 40 GB 256 x 1000 1517 FPPP SFF 2.4 GHZ 
HP P4 HP Musa lchwanshah 0530 ST 40 GB 256 x 1000 1518 FPPP SFF 2,4 GHZ 
HP P4 HP H. Yusuf Rizal Tlckrcanunoto. 0530 ST 40 GB 256 x 1000 1519 FPPP SFF 2,4 GHZ 
HP P4 HP H Chaitul Anwar Lubis 0530 ST 40 GB 256 x 1000 1520 FPPP SFF 2.4 GHZ 
HP P4 I HP H_ Djuhad Mahja, SH, CN. 0530 ST 40 GB 256 x 1000 1521 

FPPP SFF 2,4 GHZ 
HP P4 

256 I HP H Syafriansyah, BA 
0530 ST 40GB x 1000 1522 FPPP SFF 2,4 GHZ 
HP P4 HP Sa'adun Syibromahsi, Ors. H. 0530 ST 40 GB 256 x 1000 1523 

FPPP SFF 2.4 GHZ 
HP P4 HP H Suharso Monoarfa 0530 ST 40 GB 256 x 1000 1524 

FPPP SFF 2.4 GHZ 
1525 

Sekretariat PPP 1 
HP HP P4 H. Yudo Panpurno, SH ST 40 GB 256 x 1000 1526 0530 2,4 GHZ FPPP SFF 

HP P4 HP Ir A Rahman Syagaff ST 40 GB 256 x 1000 1527 0530 
2,4 GHZ FPPP SFF 

HP P4 HP Za,nut Tauhid Sa'adi. Ors. H. ST 40 GB 256 x 1000 1528 0530 2,4 GHZ FPPP SFF 
HP P4 HP H Maiyasyak Johan, SH, MH ST 40GB 256 x 1000 1529 0530 2.4 GHZ FPPP SFF 
HP P4 I ST 40 GB HP HJ Machfudhoh Aly Uoard 
0530 256 x 1000 1530 

FPPP SFF 2,4 GHZ 

HP HP Ors H. Lukman Hakim Saifudin. 
0530 

P4 ST 40 GB 256 x 1000 1531 FPPP SFF 2,4 GHZ 

25 
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LANTAI 15 

"'""' 
SPESIFIKASl SIFAT PRIIITER NO USl:R 

T'IPE rue, ....... 

""°"'"°" 
HAii� RAM 

T >COiie 
A. Hatidz Ma'soem, Drs, H. Hl' 

p� HP ls:ll! F- Partai Persatuan 0530 
2.• (lttl 

ST '10 GB 256 • 1000 Pembanaunan SFF 

LANTAI 16 

I  
MERK/ 

SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 
NO USER 

T'IPE STAND PROCESSOR HARDOISK RAM CLIENT 
ALONE 

H. Sofyan Usman HP 
P4 ST 40 HP 1601 F- Partai Persatuan 0530 
2.4 GHZ GB 

256 x 
1000 Pembannunan SFF 

Ors. H. Arief Mudals1r Mandan, HP 
P4 ST 40 HP 1602 M.Si. 0530 
2.4 GHZ GB 

256 x 

1000 FPPP SFF 

Ors. H Toaan Widjaja. HP 
P4 ST 40 HP 1603 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

HP 
P4 ST 40 HP 1604 Thoerus 0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

1805 Ors. H Tosari Wid1aja. HP 
P4 ST 40 HP 

FPPP 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

H. Daromi Irdras. SH., M.$1 HP 
P4 ST 40 HP 1606 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

M. Fakih chauoni HP 
P4 ST 40 HP 1607 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 
1608 I R. Fraksi PPP 

KH. Ismail Muzakkr. HP 
P4 ST 40 HP 161 1  

FPPP 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ora Lena Maryana Mukt1 HP 
P4 ST 40 HP 1612 

FPPP 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

H M.Syumli Syadli, SH HP 
P4 ST 40 HP 1613 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Tgk H. Muhammad Yus HP 
P4 ST 40 HP 1614 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

H. Soelaeman Fadel! HP 
P4 ST 40 HP 1615 

FPPP 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

DA H. Muchlar Aziz. MA HP 
P4 ST 40 HP 1616 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 

' 1000 SFF 

H Busnam Yahya. HP 
P4 ST 40 HP 1617 

FPPP 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

H. Habil Maran. SE HP 
P4 ST 40 HP 1618 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

1619 H. Endang Kosasrh. SE., MA. HP P4 ST 40 256 x HP 

2.(1 



LANTAI 16 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 
NO USER 

TYPE RAii 
STAN> 

PROCESSOR HARDOISK CLIENT 
•LDl,E 

F- Partai Persatuan 0530 2,4 GHZ GB 1000 
Pembannunan SFF 

H. Syahrial Agamas, SH HP 
P4 ST 40 HP 1620 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

H. Romzi Nihan, S.IP. HP 
P4 ST 40 HP 1621 

FPPP 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Hj. Sundari Fitriyana, S.Ag. HP 
P4 ST40 HP 1622 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

H. Husarri Abdi, Le. HP 
P4 ST 40 HP 1623 

FPPP 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

H. Efiyardi Asda HP 
P4 ST 40 HP 1624 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

1625. 
HP 

P4 ST 40 HP 
1 

Hudori 0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

1625. 
HP 

P4 ST 40 HP 
2 

Tamam Ahda 0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 
1000 SFF 

1625 HM Hnni Syarkawie HP 
P4 ST 40 HP 

3 FPPP 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Drs. H. Ahmad Kurdi Moekn HP 
P4 ST 40 HP 1626 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

K H Amin Bunyamin, Le HP 
P4 ST 40 HP 1627 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ny. Hj Mahsusoh Ujiati HP 
P4 ST 40 HP 1628 

FPPP 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

Ma'mur Noor, KH HP 
P4 ST 40 HP 1629 

FPPP 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

H M Al Amin Nur Nasunon, SE HP 
P4 ST 40 HP 1630 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

H Andi M. Ghallb, SH, MH HP 
P4 ST 40 HP 1631 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF I 

1632 H Uray Faisal Hamid, SH HP 
P4 ST 40 HP 

FPPP 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 

LANTAI 17 

MERK/ I SPESIFIKASI I SIFAT PAINTER 
NO USER 

TYPE RAU 
STAND 

PROCESSOR HA"Doasll.. CLIENT 
ALONE 

H M  Khardn M Wafa, MA. HP 
P4 HP 1703 F- Parter Kebangkitan 0530 
2.4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

Banasa SFF 

27 
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LANTAI 17 

MERK/ SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 

NO USER 
TYPE RAM 

STAND 
"o«ssall HAFIDDISK Cl.DI 

A!.- 1704 Fraksi PKB 

1705 
H. Ali Mubarak, A.Md.Par HP 

P4 HP 
1711 F- Partai Kebangkitan 0530 

2,4 GHZ 
ST 40GB 256 x 

1000 
Bancsa SFF 

Drs. Mufid A Busyairi. Mpd. 
HP 

P4 HP 
1712 

FPKB 
0530 

2.4GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Ahmad Anas Yahya 
HP 

P4 HP 
1713 

FPKB 
0530 2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

SFF 

H. Muhyiddin Arubusman 
HP 

P4 HP 
1714 

FPKB 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

OR. Muhammad A.S. H1kam, HP P4 HP 
1715 MA., APU. 0530 2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 

FPKB SFF 

A. Saleh Abdul Malik 
HP 

P4 HP 
1716 

FPKB 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

H. Taufikurrahman Saleh, HP 
P4 HP 

1717 SH,M.Si. 0530 
2.4 GHZ 

ST 40 GB 256 
' 1000 

FPKB SFF 

H. Ano Wijanarko. SH 
HP 

P4 HP 
1718 

FPKB 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40GB 256 

' 1000 
SFF 

Ora. Khofifah lndar HP 
P4 HP 

1719 Parawansa 0530 
2.4 GHZ 

ST 40GB 256 
' 1000 

FPKB SFF 
Prof. Ors. H Cecep HP P4 HP 

1720 Syarifuddin 0530 
2.4 GHZ 

ST 40 GB 256 
' 1000 

FPKB SFF 
HP 

P4 HP 
1721 A. Elfendy cncme. M Ag, MH 0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 

' 1000 
SFF 

Dra Badriyah Fayumi. Le 
HP 

P4 HP 
1722 

FPKB 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 1000 

. SFF 

Ora. Saidah Sakwan 
HP P4 Belum 

1723 
FPKB 

0530 2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 

' ada 
SFF 

H. Bachrudin Nason. $.S1, HP 
P4 HP 

1724 MM. 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 1000 
FPKB SFF 

HJ Zunnatul Malruchan. SH 
HP 

P4 HP 
1726 

FPKB 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Ora. HJ. Ida Feuzwah 
HP 

P4 HP 
1727 0530 ST 40GB 256 x 

FPKB SFF 
2.4 GHZ 1000 

Nursyahbani Katjasunqkana. HP P4 HP 
1728 SH. 0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 1000 

FPKB SFF 

Anna Mu'awanah, SE. HJ 
HP 

P4 
HP 

1729 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x Laser 
FPKB 

SFF 1000 

28 
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LANTAI 17 

SPESIFIKASI SIFAT PRINTER 
USER 

MERKi 

STAND 
NO 

TYPE PROCESSOR HARODISK RAM CUENT 
ALONE 

Ors. H. Mohamad Dachlan 
HP 

HP Chudori 
0530 

P4 
ST 40 GB 256 x 

1000 
1730 

F- Partai Kebangkitan 
SFF 

2,4 GHZ 
Ban sa 

x HP 
HP OA.H.M. Yusuf Faisal. 

0530 
P4 

ST40GB 256 
1000 

1731 
FPKB 

SFF 
2,4 GHZ 

HP x 

HP Ors. H. Fuad Anwar, M.Si 
0530 

P4 
ST 40 GB 256 

1000 
1732 

FPKB 
SFF 

2,4 GHZ 

LANTAI 18 

PAINTER SPESIFIKASI SIFAT 
USER 

MERKi 

PROCESSOR I STAND 
NO 

TYPE HARDDISK RAM CLIENT 
ALONE 

DR. H. lshartanto, SE. 
HP 

HP MBA."" 
0530 

P4 
ST 40 GB 256 x 

1000 
1801 

F- Partai Kebangkitan 
SFF 

2,4 GHZ 

Banasa 
HP 

P4 HP Ors. Amin Said Husni 
0530 ST 40 GB 256 x 

1000 
1802 

FPKB 
SFF 

2,4 GHZ 

HP 
P4 HP H Alimudhori S.Ag, M Ag 

0530 ST 40 GB 256 x 
1000 

1603 
FPKB 

SFF 
2,4 GHZ 

HP 
P4 HP H. llyas Siradj, SH, M.Ag 

0530 ST 40 GB 256 x 
1000 

1804 
FPKB 

SFF 
2,4 GHZ 

HP 
P4 HP Ors. Ali Masyk:ur Musa, M 81 

0530 ST 40 GB 256 x 
1000 

1605 
FPKB 

SFF 
2,4 GHZ 

HP 
P4 HP Ors Mufid Rahmat 

0530 ST 40 GB 256 x 
1000 

1806 
FPKB 

SFF 
2.4 GHZ 

HP 
P4 HP Ir. A Helmy Faisal Zarm. SE 

ST 40 GB 256 x 
moo 

1807 0530 
2,4 GHZ FPKB 

SFF 
H A. Syafrin Romas, Arch, HP 

P4 HP 
0530 ST 40 GB 256 x 

1000 
1810 MBA 

2,4 GHZ 
FPKB SFF 

- 

HP 
HP Ors H. M. Subki Risya 

0530 
P4 

ST 40 GB 256 x 
1000 

1611 
FPKB 

SFF 
2.4 GHZ 

1612 Staff Ahli 

HP 
HP Abdullah Azwar Anas 
0530 

P4 
ST 40 GB 256 x 

1000 
1813 

FPKB 
SFF 

2.4 GHZ 

HP 
HP KH Ahmad Rawi. 

0530 
P4 

ST 40 GB 256 x 
1000 

1814 
FPKB 

SFF 
2,4 GHZ 

HP 
HP M Hasyim Karim, SH 

0530 
P4 

ST 40 GB 256 x 
1000 

1815 
FPKB 

SFF 
2,4 GHZ 

HP I Ors H. M Arsa Suthisna. HP P4 
ST 40 GB 256 x 

1000 
1816 

MM 0530 2.4 GHZ 
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LANTAI 18 

MERK/ SPESIRKASI SIFAT PRINTER 
NO USER 

TYPE CLIENT I STAND PAOCESIOFI IIARDDlSK RAM 
ALONE 

F- Partai Kebangkitan SFF 
Banasa 

KH Hanief Ismail, le 
HP 

P4 HP 1817 
FPKB 0530 

2.4 GHZ ST 40 GB 256 x 

SFF 1000 

H. Imam Nahrawi, 8-Ag. HP 
P4 HP 1818 

FPKB 0530 
2,4 GHZ ST 40GB 256 x 

1000 SFF 

Saifullah Ma'shum, Ors, H HP 
P4 HP 1819 

FPKB 
0530 

2,4 GHZ ST 40 GB 256 x 
1000 SFF 

H. ldham Cholrd, S.Sos HP 
P4 HP 1820 

FPKB 0530 
2,4 GHZ 

ST 40GB 256 x 
1000 SFF 

Marwan Jakfar, SH., SE. HP 
P4 HP 1821 

FPKB 0530 
2.4 GHZ ST 40GB 256 x 

1000 SFF 

H. Imam Anshan Saleh, SH HP 
P4 HP 1822 

FPKB 0530 
2,4 GHZ ST 40 GB 256 x 1000 SFF 

Masduki Bard'owi HP 
P4 HP 1823 

FPKB 0530 
2.4 GHZ ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 
Dt. H. L. Misbah HP 

P4 HP 1824 H1dayat,SE.,M Sr 0530 2,4 GHZ ST 40GB 256 x 
1000 FPKB SFF 

KH. Imam Buchone Cholil 
HP 

P4 HP 1826 
FPKB 0530 

2,4 GHZ ST 40 GB 256 x 
1000 SFF 

Ors Btsn Remit, MM. HP P4 HP 1827 
FPKB 

0530 
2,4 GHZ ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Chotrul Sholeh Rasyrd, SE. HP 
P4 HP 1828 

FPKB 0530 
2,4 GHZ ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 
. 

Abdul Hamid Wahid. M Ag HP 
P4 HP 1829 

FPKB 0530 
2,4 GHZ ST 40 GB 256 x 

1000 SFF 

Pro1 DR. Moh Mahlud MD HP 
P4 HP 1830 

FPKB 0530 
2,4 GHZ 

ST 40 GB 256 x 
1000 SFF 

T any W ardoyo HP P4 HP 1831 
FPKB 

0530 
2,4 GHZ ST 40 GB 256 x 1000 SFF 

I 
H Z. Arifm Junard: HP 

P4 HP 1832 
FPKB 0530 

2,4 GHZ ST 40 GB 256 x 
1000 SFF 

' 

LANTAI 19 

I  
MERK/ 

SPESIFIKASI SIFAT PAINTER 
NO USER 

TYPE HAROOISK RAM CLIENT 
STAND 

""""''°" ALONE 

Tubagus Rizon Sothanr. Ir 
HP 

P4 ST 40 HP 1901 0530 
2.4 GHZ GB 256 x 1000 F- Partai Amanat Nasional SFF 

. 
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LANTAI 19 

YERl<I 
SPESIRKASI SIFAT PRINTER 

NO USER 
TYPE PROCESSOR twlOC)1IIN. RAM CLIENT 

STAND 

ALON! 

Arbab Paroeka, SH. 
HP 

P4 ST 40 HP 
1902 

F· Partal Amanat Nasional 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ir. Tauflk Kumiawan, MM 
HP 

P4 ST 40 HP 
1903 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

H. Imam Syuta,, SE. 
HP 

P4 ST 40 HP 
1904 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ir. Abdul Hadi Djamal, MM. 
HP 

P4 ST 40 HP 
1905 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Sud1ud S1rad1uddm. SH. MH 
HP 

P4 ST J\IJ HP 
1906 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Nurhadi M Musawir, SH. MM, HP 
P4 ST 40 HP 

1907 MBA. 0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 
1000 

FPAN SFF 

H T otok Daryanto, SE 
HP 

P4 ST 40 HP 
1911 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Zulkifli Hasan, SE .. MM 
HP 

P4 ST 40 HP 
1912 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

T uh Loekman Soelrisno 
HP 

P4 ST 40 HP 
1913 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ora Mardiana lndraswati 
HP 

P4 ST 40 HP 
1915 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

H Sabri Saiman. 
HP 

P4 ST 40 HP 
1916 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ors H Rizal Ojahl, MM 
HP 

P4 ST 40 HP 
1917 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ir lchwan lskak, M.Si. 
HP 

P4 ST 40 HP 
1918 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 

' 1000 
SFF 

Ors Ojoko Susilo, MA 
HP 

P4 ST 40 HP 
1919 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

DR. Ir. OradJad Hari wrbowo. HP 
P4 ST 40 HP 

1920 M.Ec 0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 
1000 

FPAN SFF 

H1. Azlain1 Agus, SH. MH. 
HP 

P4 ST 40 HP 
1921 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 

' 1000 
SFF 

� 

Ors Nurul Falah Eddy HP 
P4 ST 40 HP 

1922 Pariang 0530 
2.4 GHZ GB 

256 x 
1000 

FPAN SFF 

Djcmannun, S Pd 
HP 

P4 ST 40 HP 
1923 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

1924 
Droke Edhr Soetjipto HP P4 ST 40 

256 
HP 

Abdurrahman diaanti oleh 0530 2.4 GHZ GB 
x 

1000 • 

J I  
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LANTAI 19 

IIElll(/ SPESIAKASI SIFAT Pl!lff£R 
NO USER 

TYPE RAM 
STAND 

PROCESSOR HARDDISK CLIENT 
ALONE 

Ora. Hj Noer .H SFF 
F- Partai Amanat Nasional 

1925 Staff Ahli F PAN 

H. lshaq Saleh HP 
P4 ST40 HP 1926 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 1000 

SFF 

Ir T nstanti Mitayani, MT. HP 
P4 ST40 HP 1927 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 1000 

SFF 

Ir. Akmaldin Noor, MBA HP 
P4 ST 40 HP 

1928 
FPAN 

0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 
1000 

SFF 

Ir. Putra Jaya Husin. HP P4 ST 40 HP 
1929 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ir. Sayuti Asyatry. HP 
P4 ST 40 HP 

1930 
FPAN 

0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 1000 
SFF 

Nasril Bahar, SE HP 
P4 ST 40 HP 

1931 
FPAN 

0530 2,4 GHZ GB 
256 

' 1000 
SFF 
HP 

P4 ST 40 HP 
1932 Mallachri Harahab, SH 0530 

2,4 GHZ GB 
256 

' 1000 
SFF 

LANTAI 20 

....., SPESIRKASI SIFAT Pl!lff£R 

NO USER 
TYPE RAM 

STAND 
PROCESSOR ......... CLIENT 

ALONE 

2001 
Abdiltah Taha, SE 
F- Partai Amanat Nasional 

Abclillah Toha, SE 
HP 

P4 ST 40 HP 
2003 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ir Hj Andi Yuhani Paris, M.Sc. 
HP 

P4 ST 40 HP 
2004 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ir Muhammad Nadjib, M.Sc. 
HP 

P4 ST 40 HP 
2005 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 1000 

SFF 

Dr Farhan Hamid. Ms1 
HP 

P4 ST 40 HP 
2006 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 

' 1000 
SFF 

Asman Abnur, SE .M.S1 
HP 

P4 ST 40 HP 
2007 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 1000 

SFF 

Jr Aini Achmad 
HP 

P4 ST 40 HP 
2011 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 1000 

SFF 

H. Ade Frrdeus. SE. 
HP 

P4 ST 40 HP 
2012 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 

' 1000 
SFF 

Achmad Affand1 HP 
P4 ST 40 HP 

2013 
FPAN 

0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 1000 
SFF 

- 
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.... 

LANTAI 20 

MERK/ 
SPESIRKASI SIFAT PAINTER 

NO USER 
TYPE PROCESSOR IWIODISI( RAM ClElff 

STAii> 

ALONE 

Drs. Abdul Hakam Naja 
HP 

P4 ST40 HP 
2014 

F- Partal Amanat Nasional 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ors. Dedy DjamaluddWl Malik, HP 
P4 ST40 HP 

2015 M.Si. 0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 
1000 

FPAN SFF 

H. Hermansyah Nazirun, SH. 
HP 

P4 ST40 256 HP 
2016 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
x 

1000 
SFF 

Yusuf Macan Effendi 
HP 

P4 ST 40 HP 
2018 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ir. Tjatur Satoedy. MT 
HP 

P4 ST 40 HP 
2019 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

M. Joko Santoso, $.Sos 
HP 

P4 ST40 HP 
2020 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

DA Marwoto Mnrchardiono. HP 
P4 ST 40 HP 

2021 SE.,MM 0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 
1000 

FPAN SFF 

Ir. Cecep Rukmana A. MM. 
HP 

P4 ST 40 HP 
2022 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

M. Junaedi. S.E 
HP 

P4 ST 40 HP 
2023 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Dra. Latifah lskandar 
HP 

P4 ST 40 HP 
2024 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

2025 Sekretarial F PAN 

Muhammad Yasin Kara, SE 
HP 

P4 ST 40 HP 
2026 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Nazamuddin, SE. 
HP 

P4 ST 40 HP 
2027 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ors H. Munawar Sholeh 
HP 

P4 ST 40 HP 
2028 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Prat. DR Didiek J Rachbini 
HP 

P4 ST 40 HP 
2029 

FPAN 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

HJ Nidalia Djobansvah Makk1 
HP 

P4 ST 40 HP 
2030 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB I 
256 x 

1000 
SFF 

- HP 
H Patnalis Akbar, SH P4 ST 40 HP 

2031 
FPAN 

0530 
2.4 GHZ GB 

256 x 
1000 

SFF 

Alvinihe Ling Piao 
HP 

P4 ST 40 HP 
2032 

FPAN 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

. 
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LANTAI 21 

MERK/ 
SPESIAKASI SIFAT PAINTal 

NO USER 
TYPE HARDDISK RAM CLIENT 

STANO 
PROCl!S.SOR 

ALONE 

Jamaluddin Karim, SH. 

2101 F- Bintang Pelopor 
Demokrasi 

Jamaluddin Karim, SH 
HP P4 ST40 HP 2103 FBPO 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

Drs. ldealisman Dachi 
HP P4 ST40 HP 2105 FBPD 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

Joseph Wiliem Lea Wea 
HP P4 ST 40 HP 2106 FBPD 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
HP P4 ST40 HP 

2 1 1 1  H. Ardi Muhammad. MBA 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Prof. DR. Ayaas Aasyid, MA. 

HP P4 ST 40 HP 
2112 FBPD 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

HP P4 ST 40 HP 
2113 H. Ardi Muhammad. MBA 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

Prof. OR Ryaas Basvro. MA 
HP P4 ST 40 I 

HP 
2114 FBPO 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

Hapruddin Hamarung 
HP P4 ST 40 HP 

2115 FBPD 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Etha Bula I HP P4 ST 40 HP 

2116 FBPD 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Ors. H Mudaffar Syah HP P4 ST 40 I HP 2117 FBPO 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

HP HP 
Muhammad Tonas. SE 

0530 
P4 2,4 Seagate Laser 

2118 FBPD SFF GHZ 40 GB 
256 x 1000 

(DC 
578 AV) senes 

Htlman Indra. SE. MBA 
HP P4 ST 40 HP 

2119 FBPO 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
DR. Yusron lhza, LLM 

HP P4 ST 40 HP 2120 FBPD 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Ors. H Moh Darus Agap. 

HP P4 ST 40 HP 
2121 FBPD 0530 

2,4 GHZ GB 256 x 
1000 SFF 

KH. Muhammad Zamul Ma1d1. HP P4 ST 40 HP 2122 MA. 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 
FBPD SFF 
Muhammad Fauzi. SE 

HP P4 ST 40 HP 
2124 

FBPD 
0530 

2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
2125 Sekretariat FPBD HP P2 350 ST 20 64 M x 

' 
HP . 
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LANTAI 21 

MERK/ 
Sl'ESIFIKASI SIFAT PRDIT£R 

NO USER 
TYPE RAM 

... .., 

-�· - 
ClJeHT ..,, .. 

2 comp Campa MHZ GB 512 1022 
ct dx P4 3.0 WDC80 M HPGL 
2100 GHZ GB Pro 

Ors. Ali Mochtar Ngabahn, HP 
2126 M.S1. D530 P4 ST 40 256 HP 

F- Bintang Pelopor 2,4 GHZ GB x 1000 
Demokrasi 

SFF 

KH. Anwar Shaleh 
HP P4 ST40 HP 2127 FBPD 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

H Nur Syamsi Nurfan, SH. 
HP P4 ST40 HP 

2128 FBPD D530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Joseph Wiliem Lea Wea 

HP P4 ST 40 HP 2129 FBPD 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

lnya Bay, SE., MM 
HP P4 ST40 HP 2130 FBPD 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

Anton A. Mashur, SE 
HP P4 ST 40 HP 

2131 FBPD 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
Nizar Oahlan, MSi, Ir 

HP I P4 ST 40 HP 2132 FBPD D530 [ 2.4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

LANTAI 22 

MERJ(J SPESIF1KASI S1FAT PRINTER 
NO USER 

TYPE RAM 
STAND 

PROCfSSOR HARDDISK CLIENT 
ALONE 

Andi Ojalal Bachliar, MayJen HP P4 ST 40 HP 
2201 (Pur) ( meninggal dunia ) 0530 2,4 GHZ GB 256 x 1000 

F- Parta, Bintana Reformasi SFF 
H Is Anwar Datuk Raja Perak 

HP P4 ST 40 HP 2202 FPBR 0530 2.4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

H Bulyan Royan 
HP P4 ST 40 HP 2203 FPBR 0530 2,4 GHZ GB 256 x 

1000 SFF 
H Yusuf Fanie Andm Kasim. HP P4 ST 40 HP 

2204 SH 0530 
2,4 GHZ GB 256 

' 1000 
FPBR SFF 

Ade Daud lswandi Nasuuon. H. 
HP P4 ST 40 HP 2205 FPBR 0530 

2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
HJ. Zulhuwar. S.Psi 

HP P4 ST 40 HP 
2206 FPBR 0530 

2.4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

Nazaruddin Pasaribu. H (Alm) 
HP P4 ST 40 HP 

2207 
FPBR 

0530 
2,4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 

HP P4 ST 40 HP 
2208 Sekretariat PBR 0530 2.4 GHZ GB 256 x 1000 SFF 
2209 Anhar, SE HP P4 ST 40 256 x I HP 
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LANTAI 22 

MERK/ 
SPESIAKASI SIFAT PAINTER 

NO USER 
TYPE RAii 

STAND 
PROCUSOA IWIDOISK CUEHT 

'""" F- Partai Bintang Reformasi 0530 2,4 GHZ GB 1000 
SFF 

Or Oiah Detawati 
HP 

P4 ST 40 HP 
2211 

FPBR 
0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 

1000 SFF 
L. Gede Syamsul Mujahldin, HP 

P4 ST40 HP 
2212 SE. 0530 

2,4GHZ GB 
256 x 

1000 
FPBR SFF 

2213 R. Tenaga Ahli PBA 

H. Ausman H M. Ali, SH. 
HP 

P4 ST 40 HP 
2214 

FPBR 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 
HP 

P4 ST 40 HP 
2215 Bursah Zanubr. SE 0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Zainal Abidin Hussein, SE. 
HP 

P4 ST 40 HP 
2216 

FPBR 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 
HP 

P4 ST40 HP 
2217 Bursah Zanubi. SE 0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Ors S.T Jansen HP 
P4 ST 40 HP 

2218 Hutasort,SE.,MM. 0530 
2.4 GHZ GB 

256 x 
1000 

F- Partai Damai Setahtera SFF 
Tiurlan Basaria Hutagaol, STh, HP 

P4 ST 40 HP 
2219 MA 0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 1000 

FPOS SFF 

Jeffry Johanes Massie 
HP 

P4 ST 40 HP 
2220 

FPOS 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 

1000 
SFF 

Rulh Nma M. Kedang, SE 
HP I P4 ST 40 HP 

2221 
FPOS 

0530 
2,4 GHZ GB 

256 x 1000 
SFF 

John M. Toisuta 
HP 

P4 ST 40 HP 
2222 

FPOS 
0530 2,4 GHZ GB 

256 x 
1000 

SFF 
Aetna Husrnanna Situmorang, HP 

P4 ST 40 HP 
2224 MBA 0530 

2.4 GHZ GB 
256 x 1000 

.._ FPOS SFF 

2225. 
Constant M Ponggawa. SH , HP 

P4 ST 40 HP 
LLM 0530 2,4 GHZ GB 

256 x 1000 1 
FPOS SFF 

2225 Sekretariat FPOS 

2226 Staff Ahli POS 

Rulinus Siantun. SH , MH 
HP 

P4 ST 40 HP 
2227 

FPOS 
0530 

2,4 GHZ GB 
256 x 1000 

SFF 
Walman Srahaen. S h ,  SE .. HP P4 ST 40 HP 

2228 MM.MBA 0530 2,4 GHZ GB 
256 x 1000 

FPOS SFF 
- HP 

2229 
Hasurungan Simamora, Ors 

0530 
P4 ST 40 

256 
HP 

FPOS 2,4 GHZ GB 
x 

1000 
SFF 

2230 
Pastor Saul M. Hasiouan HP P4 ST 40 

256 
HP 

FPOS 0530 2.4 GHZ GB 
x 1000 

J6 



- 

LANTAI 22 

P,!ERI(/ SPES!FIKASI SIFAT PfllNTEQ 
NO USER 

TYPE hAROOISl RAM 
ITM!l 

iflADIIIESIIOO CUNT .. _ 

SFF 

Carol Daniel Kadang, SE., MM. HP 
P4 ST•� HP 22i1 F· Partai Damai Sejahtera DSJO 
2,4 GHZ GO 

2S6 
' 1000 

Sl'F 

lr. Apri Hananto Sukandar, M. HP 
P4 ST� HP 

2232 Div. DSJD 
2,4GHZ GB 

256 • 1000 FPOS SFF 

LANTAI 23 

MERKi 
SPESfAKAS1 S1FAT """"'11 

NO USER 
TYPE 

"""'"'"'" 
HARDDISK RAM cuor 

STAND 
...,, .. 

Angeltna Sondakh, SE. 
HP 

P4 HP 
2301 

F- Partal Demokrat 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Prof. Miman SjofJan Ariel, HP 
P4 HP 

2302 M.Ec., Phd 0530 
2,4 GHZ 

ST 40GB 256 x 
1000 

FPO SFF 

Anita Yacoba GAH 
HP 

P4 HP 
2303 

FPO 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40GB 256 x 

1000 
SFF 

Ir. Ashhan! 
HP 

P4 HP 
2308 

FPO 
0530 

2.4GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Ir. H. Husein Abdul Aziz MT. 
HP 

P4 HP 
2311 

FPO 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Dr (He) Hj AdJI Fanda Padmo 
HP 

P4 HP 
2312 

FPO 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

Vera Febhyan1hy, BSA 
HP 

P4 HP 
2313 

FPO 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 

H. Dasrul Djabar. 
HP 

P4 HP 
2326 0530 ST 40 GB 256 x 

FPD SFF 
2,4 GHZ 1000 

Zaenuddin, H 
HP 

P4 HP 
2327 

FPO 
0530 

2,4 GHZ 
ST 40GB 256 x 

1000 
SFF 

Chu!ran Hamal, SH 
HP 

P4 HP 
2328 

FPO 
0530 

2.4 GHZ 
ST 40 GB 256 x 

1000 
SFF 
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Lampiran 2 

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 



STRUKTUR ORGANISASI SET JEN DPR RI 

Lampiran 4 



STRUKTUR 

ORGANISASI 
SEKRETARIATJENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JAKARTA, 2005 



• 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 23 TAHUN 2005 

TENTANG 
SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

-- 

Men,mbang Bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis 
adrrurustratif dan keahlian, secara lebih efis,en dan efektif 
kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka 
drpandanq perlu menyempurnakan Keputusan Presiden 
Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi SekretarratJenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

1 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 20A ayat ( 1 )  Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI 
Tahun 2002 tentang Rekomendas,  alas Laporan 
Pelaksanaan Putusan Majelrs Permusyawaratan Rakyat 
Republlk Indonesia oleh Presiden. Dewan Pertrmbangan 
Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa 
Keuangan, dan Mahkamah Agung pada Sidang Tahu nan 
Majehs Permusyawaratan Rakyat Repubhk Indonesia 
Tahun 2002, 

3 Undang-undang Namm 22 Tahun 2003 tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan 
Perwakuan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwaki'an Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4310), 
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BABII 
ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organlsasi 

Pasal5 
Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari : 
a Deputi Bidang Perundang-undangan; 
b Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan; 
c Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlernen, 
d Deputi Bidang Adminislras, 

Bagian Kedua 
Oeputi Bidang Perundang-undangan 

Pasal6 
Depuh Bidang Perundang-undangan dipirnpin oleh seorang Oeputi yang berada 
d, bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI 

Pasal7 

Deput1 Bidang Perundanq-undanqan mempunyai tugas memberikan dukungan 
tekms administratif dan keahlian di bidanq perundang-undangan untuk 
memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI d1 bidang leg,slasi 

Pasal8 

Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi 
ll,da!lq F'e,undang-undangan menyelenggara�an fungs1 
" remJJ�r,an dukungan teknis, a�mlnli;tratif, dan kea,�lmn di bidang 

,,eruntlanA-Lilldangan J,;epatla �t�I knleriykapan DPR RI yang 
i.:..ertnnm:iunmawab di t;id;:ir,g f.f!g15lasl, 

b nernbenan saran dan pertimbangan tekrus. admmistratif. dan keahhan d1 
brdanq perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang 
bert;mggungjawab di bidang legislasi 

Bagian Ketiga 
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan 

Pasal 9 

Oer1Jl1 81d�mqAngA;;:1ran nan PenqawasQr; dipirnplri oleh sP.crnny DepL1l1 vanq 
t,,e, ada rJ, bawah dan bertanggungjawall kep;:itJa Sekretaris ,Jet'doral 01·11i n, 
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Pasal 16 

Oeputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan 
perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 
kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI. 

Pasal17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakud dalam Pasal 16, Deputi 
Bidang Admmistrasi menyelenggarakan fungsi: 
a pembmaan perencanaan dan pengedalian, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI, 
b pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI 

Pasal18 

(1) Deput, Bidanq Perundang-undangan dan Deputi B1dang Anggaran dan 
Pengawasan mas,ng-masing terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro. 

(2) Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan rnasmq­ 
rnasinq Bag,an terdrri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

Pasal 19 

(1) Oeputi Brdanq Persidanqan dan Kerjasama Antar Parlemen, dan Deputi 
Bidang Admmistrasi masing-masmg terdiri dari palmg banyak 5 (lima) 
Biro 

(2) Masing-mas,ng Biro terdrn dan paling banyak 4 (empat) Bagian dan 
masing-masing Bag,an terdm dan paling banyak 3 (tiga) Subbag,an 

(3) Jumlah Bagian pad a Biro yang menangani urusan persidangan dan urusan 
pelayanan Pirnpman dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 
drrnaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah Alat Kelengkapan 
DPR RI 

Pasal20 

(1 J 01 l 1ngkungan Sekretanat Jenderal DPR RI dapat dibentuk Pu sat untuk 
melaksanakan funqsi penqkapan, data, dan informast 

,2) Pu sat sebaga,mana drrnaksud pada ayat ( 1 )  terdiri dari 4 (ernpat) Bidang, 
1 (satu) Subbaqran Tata Usaha dan kelompok jabatan fungs,onal dan/ 
atau rnasmq-rnasrnq tndanq dapat terdiri can 2 (dua) Subbidang 

Pasal21 

D, l .nqkunqan Sekretanat Jenderal DPR RI dapat dranqkat pejabat fungsional 
sesua denqan peraturan perundangan yang berlaku 

Pasal22 

Jumlah unit orqarusasi d1 hngkungan Sekretariat Jenderal DPR RI disusun 
berdasarkan anahsis orqamsasi dan beban kerja 
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BABVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal28 
Rincian tugas. fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di 
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal 
DPR RI setelah mendapat perselujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

BABVll 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal29 
Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh ketentuen petaksanaao 
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih tetap berlaku 
sampai dengan d1keluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Peraturan 
Presiden ini 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Denqar • bci takunya Paraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 
13 Tahun 1994 tentang Orqarusasi Sekrelariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal31 
Peraturan Fresiden ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Diletapkan di Jakarta 
Pada tanggal 2 Maret 2005 

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA,  

Ttd 

Dr. H SUSI LO BAM BANG YUDHOYONO 

Disalin 8ogian Ortala 
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PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 100/SEKJEN/2005 

� TENT ANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
.� SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JAKARTA, 3 MEI 2005 



PERA TURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 400/SEKJEN/2005 

TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA, 

Memrnba-rq bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2005 tentang Organisasi 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia maka perlu menetapkan organisasi dan tata kerja 

Sekretanat Jenderal DPR RI 

1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 

dan Kedudukan Ma1el1s Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakdan Rakyat, Dewan Perwakilan Oaerah. dan Dewan 

Perwakrlan Rakyat Daerah: 

2 Peraturan Presiden Republ1k Indonesia Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Sekretar.at Jenderal Dewan Perwaktlan 

F,akyat Repubhk Indonesia, 

3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Repubhk Indonesia 

Nomor 15/DPR Rl/1/2004-2005 tentang Peraturan Tata 
Tertrb Dewan Perwakrlan Rakyat Repubhk Indonesia 

'1'"='1nri•.:w�·11 ,., Persetujuan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dalam suratnya Nomor 81791/M PAN/4/2005 tanggal 29 April 

2005 
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M E M U T U S K A N  

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYATREPLJBLIK INDONESIA TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 
JENOERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA. 

BABI 
I< EDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 1 

1 1 :  :=;r.,1,rf:t;::iriat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
'i1 ·�.:,l.:::1P1 menjatankan tugas dan fungsinya berada d1 bawah dan 
1'e' tanggungJaVJab tanqsunq kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
f�epublik Indonesia 

;>1 "ekretanat Jenrleral DPR RI dirimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal 

Pasal2 

'::e\.'retaris Je1deral mempunyai tugas memimpm Sekretanat Jenderal DPR RI 

-:;es 1..:a1 rjar.�an tugas pokoknya, membina seluruh satuan orqarusasi di 
i:n�i�ur.gan Sekretariat Jenderal DPR RI agar berdaya guna dan berhasil guna, 
orenentukan kebqaksanaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jendera! OPR 
1�1 :;7�•-3 rnernbma dan melaksanakan hubunqan kerjasama dengan mstanst/ 
i�1P::aq; lain di lua, Sekretariat Jenderal OPR RI 

Pasal 3 

' 1 ,  r_,�!.:;Hn rnetaksanakan tuqasnva Sekretans Jenderal dibantu V.Jaki! 
Sekretans Jenderal 

''.': I/J�i<:11 Sekretar.s Jenderal rnernpunyat tug as membantu Sekretaris �· e11dern: 

· Iatam rnenqkoorcmas.kan pelaksanaan kegiatan Sekretanat Jendero: sert� 
"Pg1atari iam yang d1tugaskan Sskretaris Jenderal . 

.11 /,r;abd;::i .Sekretaris Jentleral berhalangan, INakil Sekretaris Jenderal 

:":''= .vak.h .Sekr�taris Janderal 

Pasal 4 

:_: �c·Jit G\:Jar:·�� .l,r1ggaran 'Jan Pengawasan, 

r, f�e:::ut! 81dang Persioanqan dan Kerjasama An tar Parlemen. 

'.! f'f:�vh S1d;mg Adrmrusuas: 
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BAB II 

DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN 

Pasal5 

Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan 
teknis. administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk 
memperkuat petaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi 

Pasal6 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5. Deputi Bidang 
Perundang-undangan mempunyai lungs, : 
a pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di b1dang 

perundang-undangan kepada alat kelengkapan OPR RI yang 
bertanggungjawab di bidang legislasi; 

b pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di 
bidanq perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang 
bertanggungjawab di bidang legislasi. 

Pasal 7 

Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari : 
a Brro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukurn, Hak Asasi 

Manus1a. oan Kesejahteraan Rakyat; 
b Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi. KP.uangan, lndustri 

dan Perdagangan: 
c Biro Hukuo- -tan Pemantauan Pelaksanaan Undang-unr.lang, 

Bagian Pertama 

Biro Perancr1ngan Undang-Undang Bidang Politik, llukum. Hak Asasi 
M�nusia, dan l<esejahteraan Rakyat 

PasalR 

Bno Pc.ir�n..-;4;�·_:�r, Undanq-Undanq B1dang Politrk. Hukurn. Hak Asasi Manusia 
·�an Kes':!Jat-!er3an Rakyat mempunyai tuqas rnenyelenqqarakan anaus.s 
·ne.,genai penv.apan dan penyajran rancangan undang-undang bidang Pohtik . 

.-. nukrm H::iV /1,c:;;:1s1 M.:im1s1a, clan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 9 
:_!r,\ul'. rnen1:el0r,ggaraknn tuqas sebaqalmana rnmaknud rasal R. Biro 
!':!';Jn-angan Undanc-Undanq Bidang Politik Hukum Hak Asas' Mernusia dan 

............ :�r:se·oh1�r;i�,, f'-=1:-val m=mpunva: Fungsi 
� r,,)r.,·elP-n-r:;ra�n �nrllisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancanqan 

1.Jwl:::i11:J 1J:1dang IJ1dang Politrk, Hukum, dan Hak Asasi Mauusia, 
t p�nyelengg�rrian anahsis mengenai penvlapan dan penyajian Rancanqan 

Undan�-und1:1ng b1dang KeseJahteraan Rakyat 



Pasal10 

Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, 
dan Kese1ahteraan Rakyat terdiri dari: 
a Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Pol�ik. Hukum, dan Hak Asasi 

Manusia; 
b Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat: 
c Jabatan F ungsional. 

Pasal 11 

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi 
Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan 
undang-undang bidang politik, hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Pasal12 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 1 .  Bagian 
Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia 
mempunyai fungsi: 
a analisis perancangan undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi 

manusta: 

b pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang politik. 
hukum dan hak asasi manusia 

Pasal13 

Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Pohtik, Hukum dan Hak Asasi 
Manusia terdin dari . 
a Subbag,an Analisa Perancangan Undang-undang; 
b Subbagian Administrasi. 

Pasal14 

(1 i Subbaqran i\nal1sa Perancangan Undang-undang rnernpunvat tugas 
melakukan analisis perancangan undang-undang b1dang pontik, hukum 
can hak asasi manusia, 

(2l Subbaqian Adrrurustrasi mempunyai tugas melakukan administrasi 
perancangan undanq-undanq bidanq polilik, hukum. hak asasi manusia, 
dan admrnistrasi tenaga fungsronal. 

Pasal15 

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai 
tugas metaksanakan analisis mengenai perancangan undang-undang bidang 
kesejahteraan rakyat 

Pasal 16 

Uutuk rneiaksanakan tugas sebaga,mana dimaksud Pas2I 15, Bag1an 
Peiancanqan Undang-Undang BK:Jang Kesejahleraan Rakyat mempunyai fungs, 
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a analisis perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat; 
h pelaksanaan administrasi perancangan undang-undang bidang 

kesejahteraan rakyat. 

Pasal 17 · 

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 
a Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang; 
b Subbagian Administrasi. 

Pasal 18 

(1) Subbag,an Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas 
melakukan analisis perancangan undang-undang bidang kesejahteraan 
rakyat 

(2) Subbagian Adrmmstrasi mempunyai tugas melakukan administrasi 
perancangan undang-undang bidang kesejahteraan rakyat, dan administrasi 
tenaga funqsronal 

Bagian Kedua 

Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, 
lndustri dan Perdagangan 

Pasal19 

Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, lndustn dan 
Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis mengenai 
cerwraoan dan penyajian rancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, 
moustn dan perdagangan dan kegiatan di bidang legislasi. 

Pasal20 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Biro 
�erancangan Undang-undang Bidang Ekonorm, Keuangan, lndustri dan 
Perdaqanqan mernpunyai funqst 
a oeove'enpqaraao anahsis mengenai penyiapan dan penyairan Rancangan 

Undang-undang b,dang ekonomi dan keuangan, 
1� penyelenggaraan anahsis rnenqenat penyrapan dan penyajian Rancangan 

Undang-undang bioanq rndustri dan perdagangan; 
1� penyeleriggaraan pelayanan rapat dan adrmrustrasr Sadan Leqislasr, 

Pasal21 

U•rr.i Pero1ncari;;an Undang-undang Bidang Ekonorru, Keuangan, lndustn dan 

Per-raqanqan lerdm dan 

Ba.j.an Pe-ancanqan Undang-Undang Bidang Ekonorru dan Keuangan, 
-1 Baqran Perancangan Undang-Undang Brdanq lndustn dan Perdagangan, 

Bag:an Sekr etanat Badan t eqrslas-. 
'1 Jabatan Funqsional 
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Pasal22 

Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan 
mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai perancangan 
undang-undang bidang ekonomi dan keuangan. 

Pasal23 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bagian 
Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunya, 
fungs, 
a analrsrs perancangan undang-undang b1dang ekonomi dan keuangan; 
b pelaksanaan adrrunistrast perancangan undang-undang bidang ekonomi 

dan keuangan 

Pasal24 

Baqran Perancangan Undang-undang Bidang Ekonorm dan Keuangan terdiri 
dari 

a Subbaqian Analisa Perancangan Undang-undang, 
b Subbaqtan Adrmrustrasr 

Pasal25 

1 1 )  Subbaqian Analisa Perancangan Undang-undang mernpunyai tugas 
melakokan anahsrs perancangan undang-undang b1jang ekonorru dan 
keuangan 

(2) Subbagian Adrninistrasi rnernpunyai tugas melakukan administrasi 
perancangan undang-undang bidang ekonorm dan keuangan, dan 
adrnirustrasi tenaga fungsional. 

Pasal26 

Bag1an Perancangan Undang-undang Bidang lndustri dan Percaqanqan 
rnempunyar tuqas melaksanakan keqratan anahsrs menqenai perancangan 
undanc-undanq b1dang moustn dan perdagangan 

Pasal27 

Untuk melaksanakan tugas sebaqarrnana dimaksud Pasa! 26, Bagian 
Perancancan lJndano-undang Bidang lndustri dan Perdagangan rnernpunyat 
fungs1 

a anahsis per ancanqan undanq-undang bidang industn dan percl,,gan9an, 
o pelaksanaan eorr-mrst-asr perancangan undang-undang lndanq 1nrluslri dan 

perdaqanqan 

Pasal28 

Bap.an Perancanoan Undang-undang B1dang lndustn dan Perdaqanqan terdm 
dan 
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a Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang; 
b Subbagian Administrasi 

Pasal29 
(1) Subbagian Analisa Perancangan Undang-undang mempunyai tugas 

melakukan analisis perancangan undang-undang bidang industri dan 
perdagangan 

12} Subbagian Admmrstrasi mempunyai tugas melakukan administras, 
perancangan undang-undang bidang industri dan perdagangan, dan 
adrrurustrasi tenaga funqsional 

PasalJO 
Baqran S'?kretarrat Badan Legrslasi mempunyar tugas melaksanakan pelayanan 
rapa: dan adrrurustrasi Badan l.eqrslasi 

Pasal31 
Untul\ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasat 30, Bagian 
r.:,el re tar l;:1t Badan Legr.slasi mernpunval fL1ng'!i1 
::: pelnvanan rap3l B�dan Le91'!.l;;i,;1 
b perayanan adrmrustrasi Badan Leqrslasi. 

Pasal32 
Elaa1ar S�kretariat Sadan Legislasi terdiri dari :  
;.; Subbaqtan Rapat: 
[' Subbaqian Tata Usaha 

Pasal33 
'"; ; 1 . , 1 -au1a•1 Rapat mempunyat tuoas rnetakukan pelayanan rapal Badan 

s'3�1i '''rlLJ1-1r1 I 0t;:i Us aha mernpunyai  tugas rnelakukan pelayanan 
;,rjr11 1n1Str8s: Badan l.eqislast 

Bagian Ketiga 

Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang.LJndang 

Pasal34 
·  -  -  ,  ,  v, :·· '!?.'1 ! lo1,1;:int8uan P�l;iksanarin Undanq-undanq mempunya1 tuqas 

" �:.c:· -i-ra-akan r,emlv�nari bantuan hukum dan pemantauan, analrsis dar- 

, , 0 ',- • • ·;:,''"r pt�l;:il'"s::v1aan unrtanq I mrl�n9 bidanq ooutik, hukurn, hak asas1 
-. -, \.-'"'"'-"'::.:ihl�ra;:;rn r=+vat dan ekonornr, keuangan. mdustu da- 
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Pasal35 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Biro Hukum 
dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai fungsi : 
a penyelenggaraan urusan pertimbangan dan bantuan hukum; 
b pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukurn, hak asasi 

manusia, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi, keuangan, industri dan 
perdagangan. 

Pasat36 
Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri dari : 
a Bagian Hukum, 

b Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

Pasal37 
Bagran Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian urusan 

pertimbangan dan bantuan hukum. dan administrasi perundang-undangan. 

Pasal38 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37, Baqian Hukum 
mernpunvat fungsi: 
a pemberian pertimbangan dan bantuan hukurn bagi DPR RI dan Sekretanal 

Jenderal, 
b pelaksanaan kegiatan admmistrasi perundang-undangan. 

Pasal39 

Bagian Hukum terdiri dan: 

a Subbagian Pert,mbangan dan Bantuan Hukum; 
b Subbag,an Administrasi Perundang-undangan 

Pasal40 

: 1)  Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mernpunyai tuqas 
memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bagi DPR RI dan Sekrelanat 
Jenderal 

(2) Subbag ian Adminislrasi Perundang-undangan mempunya i  tugas 
melakukan kegiatan administrasi perundang-undangan 

Pasal 41 

Bacran Pe.r.antauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai tugas 
r"'�2:aksanakan kegiatan anahsis dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang­ 
•.inciarig b'da;,g politik, hukurn, hak asasi manusia, kesejahteraan rakvat, dan 
exonom: keuanqan. mdustn can perdagangan 
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Pasal42 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 1 ,  Bagian 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai fungsi : 
a pelaksanaan administrasi dan penyusunan program pemantauan, analisis 

dan evaluasi pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi 
manusia. dan kesejahteraan rakyat. 

b pelaksanaan administrasi dan penyusunan program pemantauan, analisis 
dan evaluast pelaksanaan undang-undang bidang ekonomi, keuangan. 
industri dan perdagangan. 

Pasal43 
Bag,an Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri dan : 
a Subbagian Pernantauan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan 

Kesejahteraan Rakyat; 
b Subbaqian Pemantauan Bidang Ekonomi, Keuangan, lndustri dan 

Perdagangan 

Pasal44 
1 1 )  Subbag,an Pemantauan B1dang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan 

Kesejahteraan Rakyat mempunya, tugas melakukan administrasi dan 
menyusun program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang­ 
undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia. dan kesejahteraan 
r=kyat 

12) Subbag,an Pemantauan Bidang Ekonomi, Keuangan, lndustri dan 
Perdagangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan menyusun 
program pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan undang-undang 
bidanq ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan 

BAB Ill 
DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN 

Pasal45 
Deputr Brdanq Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membenkan 
riukungan tekrns. adrmnistratif dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan 
untuk mernper kuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI d1 b1dang anggaran 
dan oengawasan 

Pasal46 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana drmaksud Pasal 45, Deput, 
Btdanq Anggaran dan Pengawasan rnernpunva: fungsi 
.1 pembenan dukungan teknis, administratif, dan keah!ian dr bidanq anggaran 

dan periqawasan kepada DPR RI; 
u pe nbenan saran dan pertimbangan teknis, administratrf dan keahlian d1 

b,cang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI 

9 



• 

Pasal47 
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan terdiri dari: 
a Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 
b Biro Pengawasan Legislatif; 
c Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan lnformasi. 

Bagian Pertama 
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan 

Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara 

Pasal48 
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara mempunyai tugas menyelenggarakan analisis penyiapan dan penyajian 
rancangan anggaran pendapatan dan belarua negara, pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara, dan admmistrasi panitia anggaran 

Pasal49 
IJnluk rnenyelenqqarakan tugas sebaqaimana dimaksud Pasal 48, Biro Analisa 
Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
rnempunya, funqsr 
a penyelenggaraan analisis mengenai penyiapan dan penyajian Rancangan 

/\nggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara sebaqai masukan kepada DPR RI; 

':. penyelenggaraan analists hasu pemenksaan Sadan Pemeriksa Keuangan 
c.lan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah, 
peny�l,�riggaraan pelayanan rapat dan administrasi panina anggaran 

Pasal50 
qir·1 /\ri:Jiw,:� Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
'J,::,cara terrJ1ri darr 
� :.:i;:,o•:J·l ·'-ri8l1sa P8ndapatan dan Belanja Negara: 
•_) S 2 g 1 a , 1  Anal isa l'emer1ksaan Badan Pemeriksa l<euangan dan 

Pengawasan Dewan Perwakllan Daerah, 
s Bag1an Sekretariat Panitia Anggaran, 
d Kelornpok Jabatan Funqstonal 

Pasal51 
D2.g1ar1 '�1:;Ji:sa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai tugas 
·:'Pl,3k';;:iri:.:i(a� anahais penyrapan dan penyajran Rancangan Anggaran 
Periclapat;:in clan Belarus Negara, laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
,J�1n S;;i-:inJ;:; Negara sebaqai masukan kepada OPR RI 

1 0  
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Pasal52 

Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51. Bagian Analisa 
Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai fungsi : 
a anahsis pendapatan negara dan pembiayaan anggaran; 
b anausrs belanja negara dan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belania Negara, 
c anahsis kebijakan ekonomi makro 

Pasal53 

Bag ran Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara terdm dan 
a Subbagian Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran, 
b Subbag,an Analisa Belanja Negara; 
r: Subbaqian Analisa Kebijakan Ekonomi Makro, 

Pasal54 

1 1 )  Subbaqran Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara mempunyai 
tugas me!akukan analrsis penerimaan pajak dan bukan pajak serta 
pernbiayaan anggaran: 

(2) Subbaoian Analisa Belanja Negara mempunyar tugas melakukan analisis 
menqenai pengeluaran anggaran, dana penmbangan, dan laporan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

,3) s u c b a c r a n  Analisa Kebijakan Ekonomi Makro mempunya, lugas 
melakukan anaus.s mengenai moneter dan neraca pembayaran serta 
anahsrs sektor riil 

Pasal55 

8aCJ1an Analisa Pemenksaan Sadan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan 
[)i:,war Perwal-:1lan Daerah mernpunyar tugas melaksanakan anahsrs hasil 
f)Pmer1J.,5�:;,n E.l.::id;:rn Pemeriksa Keuangan dan hasil pengawasan Dewan 
Derv.raV:l�n [)8:';rf!h 

Pasal56 

1  : r, n , 1<  rrelalt:=:.�nr1ka11 tugas sebagarmana dimaksud Pasal 55 Baqran Analrsa 
r ::i·110,1l·c.::a:'.!r '�:Hlrm De1nenl<sa Keuangan dan Penqawasan Dewan Perwakilan 
·_1:::,::0.•;:'.!f, -r=r-u.uuvru ft1ngs1 

;, ;:;n.- c;•c. i ;::,·�1l nr-meuksaaau 8adan Pemeriksa Keuangari 
;JT':c,,, cr-; h:-1·�11 �'-':!11q�v1as::in Dewan Perwakrlan Daerah 

Pasal 57 

�, 1 . /,n;i:,,,.-::i f1•�in;::ar1i'c;�1:.:in Badan r.1rmeriksa keuanoan 
· - l':,· r,w1i,"-"--' f·',--�11'.lrlW�l'�..:iri Uewan PRrw::ik1l;:;n tJaer.=:h 
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Pasal58 
(1) Subbagian Analisa Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan mempunyai 

tugas melakukan analisis hasil pemeriksaaan Sadan Pemeriksa Keuangan. 
(2) Subbagian Analisa Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai 

tugas melakukan analisis hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah. 

Pasal59 
Bagian Sekretarial Panitra Anggaran mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan rapat dan administrasi Panitia Anggaran 

Pasal60 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 59, Bagian 
Sekretanat Parutra Anggaran mempunyai funqsr. 
a oelayanan rapat Panrtia Anggaran; 
b pelayanan adrmrustrasr Panitra Anggaran 

Pasal61 
Baqian Sekretanat Parutra Anggaran terdiri dan 
a Subbagran Rapat, 
b Subbag,an Tata Usaha 

Pasal62 
(1)  Subbaqian Rapa! mempunya, tugas melakukan pelayanan rapat Panitia 

Anggaran 
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 

adrrurustrasi Parutia Anggaran 

Sagian Kedua 
Biro Pengawasan Legislatif 

Pasal63 
Biro Pengawasan Leqislatif mempunyai tugas menyelenggarakan anausis surat 
pengaduan masyarakat, pe,masalahan yang disarnpaikan kepada DPR RI, dan 
adrrumstrasi Badan Kehormatan 

Pasal 64 
Untuk menvetenqqarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63, Biro 
rcn;iawasan Leqtslabf rnempunyai funqsi : 

a penyelenggaraan anansrs surat pengaduan masyarakat, permasalahan 
�·::mg cl:.:,ampa1kan kepada DPR RI, dan adrmmstrasi pengawasan legislatif, 

b oenvr-lenqqarean pelayanan rapat dan adrmrustrasi Sadan Kehormatan 
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P•sal65 

Biro Pengawasan Legislatif terdiri dari : 
a Bagian Pengaduan Masyarakat; 
b Baqian Sekretariat Sadan Kehormatan. 

Pasal 66 

Bag,an Pengaduan Masyarakal mempunyai tugas melaksanakan anallsrs surat 
pengaduan masyarakat, dan permasalahan yang disampaikan kepada DPR 
RI. serta aormmstrasi pengawasan legislatif. 

Pasal67 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, Bagian 
Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi : 
8 pelaksanaan anahsts surat pengaduan masyarakat bidang politik, hukum, 

hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat; 
b pelaksanaan analisis surat pengaduan masyarakat bidang ekonomi, 

keuangan. mdustri dan perdagangan; 
c pelaksar.aan adrrunistrasi pengawasan legislatif 

Pasal68 

Baqran Pengaduan Masyarakat terdiri dari : 
-. a Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia 

dan Kesejahteraan Rakyat: 
b Subbag,an Analisa Pengaduan Bidang Ekonomi, Keuangan, lndustri, dan 

Perdagangan; 
c Subbaqian Administrasi Pengawasan Legislatif. 

- 

....... 

Pasal 69 
(1i Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Politik, Hukum, HakAsasi Manusia, 

dan Ke sejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan analisis 
pengaduan masayarakat bidang politik, hukum, hak asasi manusia, dan 
kesejahteraan rakyat; 

r21 Subbagian Analisa Pengaduan Bidang Ekonomi, Keuangan, lndustri dan 
Perdagangan mempunyai tugas melakukan analisis pengaduan 
masyarakat bidanq ekonorm, keuangan. industrr dan perdagangan, 

(31 Subbaqian Adrmrustrasr Pengawasan Legislatif mernpunya: tugas 
melakukan adrmrustrast terhadap pengawasan legislatif dewan 

Pasal70 

Baqran Sekretariat Sadan Kehormatan mempunyai tugas melaksanakan 

pelavanan rapat dan adrmmstr asr Sadan Kehormatan 
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Pasal71 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 70, Bagian 
Sekretanat Badan Kehormatan mempunyai fungsi: 
a pelayanan rapat Badan Kehormatan; 
b pelayanan administrasi Badan Kehormatan. 

Pasal72 
Baqian Sekretariat Sadan Kehormatan terdiri dari: 
a Suhbaqian Rapat; 

b Subbaqian Tata Usaha 

Pasal73 
I 1 l Subbaqran Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Bad an 

Kehorniatan 

C) Sobt.aq.an Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
adrnimstrasi Badan Kehormatan 

Bagian Ketiga 
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan lnformasi 

Pasal74 
rusat Penqkajtan, Pengolallan Data dan lnformasi mempunyai tugas 

menyelenoqarakan penqkapan, pengolahan data dan informasi perkembangan 
DPR RI 

Pasal75 
\ Jntuk rnenye!enggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 74, Pu sat 

PPngka1ran. Pengolahan Data dan lnformasi mempunyai fungs1 
;:i OPn·ys-lenggaraan pengkajian dan anahsts srtuasi dan perkembangan 

k1?�i1:?'N?.nan: 
b r'c:11yr:if�nggaraan pengolahan data dan sarana mtorrnasi: 

,� oenyelenggaraan ksarsrpan dan dokurnentasi: 
r:! r.,eny<:>lenggaraan dan pengelolaan perpustakaan 

Pasal76 
r11J';:::r Peonkajran Pengolahan Data dan lnformasi terdm dari · 
� ['.•dang Penqkajran. 

f":'. · i 3 ; , ;i  Uata dan Sarana lnfot masi, 
81-i;:ir,';l Arsrp clan Ookumentasi. 

O.<�•\l Perpustakaan, 
.., Sl : : l : a :J 1 2 n  Tata Usaha 

Ke!r)•ni_iok Jabatan Funqs.ona! 
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Pasal77 

Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis 
situast dan perkembangan kedewanan. 

Pasal78 

Bidang Data dan Sarana lnformasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan 
data dan mformasi, dan pemeliharaan, serta pengembangan sistem i;:irinn:=to 

komputer 

Pasal79 

Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 78, Bidang Data 
dan Sarana lnforrnasr mempunyai funqsi: 
a pengolahan data dan informasi melalui sistem jaringan komputer 
b pcrnetrharaan dan pengembangan sistern jaringan komputer, 

PasalBO 

Btdanq Data dan Sarana lnformasi terdin dari: 
2 Subbtdanq Pengolahan Data dan lnformasi; 
:) Subb:dang Saran a lnformasi 

Pasal81 

1 1 1  Subb-danq Pengolahan Data dan lnformasi mempunyai tugas melakukan 
pengolahan data dan informasr; 

12) Subbdanq Sarana lnformasi mempunyai tugas melakukan pemel:haraan 
dan penc=rnbanqan sistem jaringan komputer. 

Pasal82 

tj1rJarig f<rs:r rJan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan keqiatan 
k�?rs1p:m rl;:111 riokumentasi sejarah perkembangan kedewanan 

Pasal83 

8 1 d a n g  P<:·";J rs ta'<a an mempunyai  tugas melaksanakan pengelolaan 
11�·pus!akc1an 

Pasal 84 

l J r , : 1 1 \<  1nelavsc1;,a�;;in tugas sebagannana dimaksud Pasal 83, Bidang 
r,prr11stakaar: mernounyar funqsi 
:ci p�:1gada::i.., dan p9111el1haraan bahan pustaka, 
l- r<::1ay;in;:,.," 1-1s;:i nerpustakaan, 

Pasal85 

.Subt,ag1;,ir 1 ata IJsa'la rnemocnver tugas melakukan urusan adrnimstrasi Pusat 
PengYapa'l tr;,:go'at1an Data dan lnformasi. dan pengelolaan adrmrustrast 
;at.atar fungs1-�;1al 
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BABIV 

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN 

Pasal86 
Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas 
membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang 
persidanqan dan kerjasama antar parlemen. 

Pasal87 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 86, Deputi Bidang 
Persidangan dan Kerjasarna Antar Parlemen mernpunyai fungsi: 
a penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerjasarna antar parlemen; 
b pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI; 
c pelaksanaan pelayanan kerjasama antar parlemen, 
d pelaksanaan hubungan masyarakat dan pembentaan: 
e pelaksanaan pelayanan Pirnpman DPR RI 

Pasal88 
Deputr Brdanq Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen terdiri dari: 
a Biro Persidanqan, 
b Biro Kesekretanatan Pimpinan; 
r: Brro Kerjasama Antar Parlemen, 
d Biro Hubungan Masyarakat dan Pembentaan 

Bagian Pertama 
Biro Persidangan 

Pasal89 
Buo Persidanqan mempunyai tugas menyelenggarakan pe!ayanan pers.danqan 
ri�n,r,u.na. �om1s1. parutra khusus dan pelaksanaan transkripsi 

Pasal90 
Untuk m�nyelenggarakan tugas sebaqaimana drmaksud Pasal 89, Biro 
Perstdanqan rnempunyai funqsi 
a penyelenggaraan adrrumstrasr dan keqiatan pelayanan persrdanqan 

paripurna, korrusi can parutra khusus, 
b r,envPlcngg;-�r;:ian kegiatan transknpsi 

Pasal91 
B1rn P�rs1rJcrngan terdm dari 
a t\ag1an oers.danoan Pat rpurna, 
b Bag ran Sekretanat Korrust I sarnpat dengan X!, 
r; Baqran Sekretanat Parutia Khusus, 
d 3ag,an Fl,salah 

1 6 

- 



Pasal9Z 

Bagian Persidangan Paripurna mempunyal tugas melaksanal<an pelayanan 
persldangan paripuma dan administraslpenif$ngan"adpuma. 

Pasal� · 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 92, Bagian 
Persidangan Paripuma mempunyai fungsi: 
a pelayanan persidangan paripurna; 
b pelayanan administrasi persidangan paripuma. 

Pasal94 
Bagfan Persidangan Paripuma lerdirtdar1: 
R Subbagian Rapat; 
b Subbagian Tata Usaha. 

Pasal95 

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan persidangan 
paripuma. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
ed1111�istrasi persidangan paripuma. 

Pasal96 

Baglan Sekretariat Komis! I mempunyaltugas melaksanakan pelayanan rapat 
clan aommrstrasr Komisi I. 

Pasal 97 

Un!Uk mel�ksanakan tugas sebagalmana dimaksud Pasal 96, Bagian 
Se.kretariat Korrusi I mempunyai fungsi: 
s pelayanan rapat Komisi I; 

b pelayanan admmistrasi Komisi I, 

Pasal98 

Bagian Sekretariat Komisi I terdiri dari : 
a Subbag,an Rapat; 
,, Subbagian Tet,.Usaha 

Pasal99 

(1} S!Jbbag,an Ra pat mempunyai fugas melakukan pelayanan ,apa(Komis1 I 
(2} Subbagian Tata usana mempunyal tuga9 melakul«ln pelayanan 

a�mlnistrasi Komis! I 

Pasal 100 

Flil,glal>6'el<refanatlsbmis1U mempunyaltugas melaksanakan pelayanan rapat 
rla!leclmlnlst«isl �omlsrn 

1 7  



Pasal 101 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 100, Bagian 
Sekrelariat Komisi II mempunyai fungsi: 
a pelayanan rapat Komisi II; 

b pelayanan administrasi Komisi II. 

Pasal 102 
Bagian Sekretariat Komisi II terdiri dari: 
a Suhbagian Rapat; 
b Subbagian Tata Usaha 

Pasal 103 
( 1 1  Subbagran Hapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Komisi II. 
121 Subbagian Tata Usaha mempunyai lugas melakukan pelayanan 

adrrunislrasi Komisi II 

Pasal 104 
8ag1an Sel-,retarrat Komisi Ill mernpunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat 
dan admmistrasr Korrust I l l  

Pasal 105 
Untul- rne.aksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 104, Baqian 
Sekre-tanat Komis: Ill rnempunyai fungsr 
a pefayanan rapat Komis: Ill. 
b pelayanan arJmmislrasi Korrusi Ill 

Pasal 106 
8E1a1:::i11 Se\.-:r,=,!ari.?tt Korrusi I l l terdm rtari 

;:, ,S11h\l::r11.g11 R:ipat. 

L :�:1t)11;·iq1::in Iata l Jsaha 

Pasal 107 
( 

1 S•ibi).::J(�1;:i11 Rapat mempunyai tug as melakukan pelayanan rapat 
Ko:T.!S! I l l  

,; c:qhiJcH.i1r111 r�t;1 Usal1a mempnnvai luqas melakukan pelayanan 
a�Jn,111!strasi Kornisi Ill 

Pasal 108 
Baqran �3ekietanat Korrnsi IV mempunyai tugas rnelaksanakan pelayanan 
; .::3 p n t  d;::11 adnunislt ast Kormsr tv 

Pasal 109 
Ur�wv,. rnelaksanakan tugas sebagaimana drrnaksud Pasal 108, Baqran 
Sevrerar.at Kornisi IV mernpunyai tunqsr 
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a pelayanan rapat Komisi IV; 

b pelayanan administrasi Komisi IV. 

Pasal 110 

Bagian Sekretanat Komisi IV terdiri dari : 
a Subbag,an Rapat: 
b Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 111 

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat 
Komisi IV 

!2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
administrasi Kornisi IV 

Pasal112 

Bagian SekretamJt l<r:imisi V mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat 
dan adrrunistrasi Komis: V 

Pasal113 

Untuk melaks�11.11o'.;111 tuqas sebaqaimana dimaksud Pasal 1 12 ,  Bagian 
Siel<'retariat K0n1i,;;1 \I mempunyai fungsi: 
a oeravanan 1:tpat Komisi V; 
b pelayanan administrasl Komisi V 

Pasat114 
Bagian Ser.retari�t K'lmlsi V lerdiri dan 
::i Subbaqian r-?,.1rat. 

b Subnaqian I ata Usaha. 

Pasal 1 15  

•  1 1  S1:hh��1�11 Hr1p.:.t ruempunval tuqas metakukan pelayanan rapat 
K�n11s1 \/ 

•<'' -�11!)bag1;:rn Tata l Jsaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
admirusuasi Korrusi V. 

P�sal 116 

Oag1c :in  :;ehet.1ri;;:1t l(ornis, VI mempurwai tugaa melaksanakan pe!ayanan 
rapat dan acrnmistrasi l<om1s1 VI 

l'asal 117 
!  Jntuk : 1 1 � t a k s :::i : 1 : 1 1< a n  tuqas sebaqarmana oirnaksud Pasal 1 1 6 ,  Bag Ian 
<'j191-'ret='l•;:Jl l<onusi VI mempunyai fungst: 
a pelavanan apat Komisi VI. 

b oelayanan adrnirustrasi Komisr VI 
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Pasal 118 

Bagian Sekretariat Komisi VI terdiri dari : 

a Subbagian Rapat, 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 119 

(1) Subbagian Rapal mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat 
Komisi VI 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
administrasi Komisi VI. 

Pasal120 

Bag,an Sekretarial Komisi VII mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
rapal dan administrasi Komisi VII. 

Pasat 121 

Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 120, Bagian 
Sekretarial Komisi VII mempunyai lungs,: 
a pelayanan rapat Komisi VII; 
b pelayanan administrasi Komisi VII 

Pasal122 

Bagian Sekretarial Komisi VII terdiri dan : 
a Subbagian Rapat, 
b. Subbag1an Tata Usaha. 

Pasal 12� 

(1)  Subbagian Rapa! mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat 
Komisi VII. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
admlrnstrasi Komisi VII 

Pasal124 

Bag,an Sekretariat Komisi VIII mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat 
dan administrasi Komisi VIII. 

Pasal125 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 124, Bagian 
Sekretanat Komis, VIII mempunya, fungsi: 
a pelayanan rapat Komisi VIII, 
b pelayanan admimslrasi Komisi VIII 

20 



P•sal126 

Bagian Sekretariat Komisi VIII terdiri dari : 
a Subbagian Rapa!; 
b Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 127 

(1)  Subbagian Rapat mempunyai tuqas melakukan pelayanan rapat 
Komisi VIII. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
adrrnrustrast Kornisi VIII. 

Pasal128 

Bagian Sekretariat Komisi IX mempunyai tugas me\aksanakan pelayanan 
rapat dan acrnin.strasl Komisi IX 

Pasal129 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 128, Bagian 
Sekretanat Komisi IX mempunyai fungsi: 
a pelayanan rapat Komisi IX, 

� · h pelayanan aormrustrasi Komisi IX. 

Pasal130 

Bagian Sekretariat Komisi IX terdrri darf: 
a Subbagran Rapat; 
b Subbag,an Tata Usaha 

Pasal 131 

1 1 1  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat 
Komlsi IX 

:21 Subbaqran nta Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
adrruruslrasi K()misi !X. 

Pasal132 

Bagia, Sekretariat Komisi X mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rapat 
can ad�inistras1 Kornrsi X 

Pasal 133 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dtrnaksud Pasal 132, Bagian 
Sekretanat Komisi X rnempunyai fungsi· 

/"""'.. a pelayanan rapat Komis, X: 
b pelayanan administrasi Komisi X 

Pasat 134 

Sag1an Sekretariat Komisi X terdiri dari 
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a Subbagian Rapat; 
b. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal135 

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat 
Komisi X 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
admmistrasi Komisi X. 

Pasal136 

Bagian Sekretariat Komisi XI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
rapat dan administrasi Komisi XI. 

Pasal137 

Unf uk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud Pasal 136, Bagian 
Sekretanai Kornisi XI mempunyai funqst: 
a pelayanan rapat Komisi XI; 
b pe'avanan admmistrasi Komisi XI 

Pasal138 

Baqian Sekretanat Komisi XI terdiri dari: 
a Subbaqran Rapat; 
b Subbaqran Tata Usaha 

Pasal139 

(1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat 
Kormst XI 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
adrrunlslrasi Komis• XI. 

Pasat 140 
8�gion :ickrctanat Panitia Khusus mempunyai tugas rnelaksanakan pelayanan 
rapat dan adrnirustr ast Panitia Khusus 

Pasal 141 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 140, Bagian 
Se+relanat Parutra Khusus mempunyai fungs1: 
a pelayanan rapat Panitia Khusus; 
b pelayanan admirustrasi Panitia Khusus 

Pasal 142 

Bagian Sekretariat Panitia Khusus terdiri dari : 
a Subbagian Rapat; 
b Subbag,an Tata Usaha. 
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Pasal143 

(1) Subbag,an Rapa! mempunyai tugas melakukan pelayanan rapat Panitia 
Khusus 

(21 Subbag,an Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 
adrrumstrasr Paruta Khusus. 

Pasal 144 

Bag1an P1s;::il?h mcmpu-rya: 1u�21s melaksanakan penyusunan risalah 
sementara/resnu rapat-rapat DPr� RI 

Pasal145 

u�tu� rnetaksarakan tugas sebaoairnana dimaksud Pasa! 144, Bagian risalah 
mernpunva: fungs.1 

a oe!ai.-sanaan penyusunan transknp rapat-rapat DPR RI; 
b pelaksanaan pendrstribus.an hasil transkrip. 

Pasal 146 

Bagian Rrsalah terdm dari 
a Subbaqian T ransknp, 
b Subbaqian Distnbusr 

Pasal 147 

(1 J Subbapran Transkrip mempunyai tugas melakukan transkripsi rapat-rapat 
DP" RI 

12: Subbaqran Distribusi mempunyai tugas melakukan pendistribusian hasil 
trans+np kepada seluruh anggota dan pihak-pihak terkait 

Bagian Kedua 

Biro Kesekretariatan Pimpinan 

Pasal148 

Biro Kese+retar.atan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan 
kesekretanatan Pirnprnan Dewan dan Prmpman Sekretanat Jenderal 

Pasal 149 

Untuk menye lenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud Pasal 148 ,  Biro 

Kesekretar1atan Pirnpinan rnernpunyat fungst 

::i nenyelenggaraan keqratan tata usaha dan kerumahtanggaan Ketua dan 
'Nakr!-wal'.il Ketua DPR RI: 

r, oen'1el�nggaraan pelayanan dan adrnirustrasr rapat Pimpinan DPR RI . 

nerlemuan konsuttasi dan rapat koordmasi bidanp, 

Denyelenggaraan pelayanan rapat dan aorrumstrasi Badan Musyawarah, 

,, oenyelenggaraan keqiatan tata usaha Ptmpinan Sekretanat Jenderal DPR 
RI 
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Pasal150 
Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri dari : 
a Bagian Tata Usaha Ketua; 
b Bagian Tata Usaha Wakil-wakil Ketua; 
c Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; 
d Bagian Sekretariat Sadan Musyawarah; 
e Baqran Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal. 

Pasal 151 

Bagian Tata Usaha Ketua mempunyai tugas menyiapkan data dan mforrnasi, 
serta melaksanakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan Ketua DPR 
RI 

Pasal 152 

Ur.tuk melaksanakan tugas sebaqairnana dimaksud Pasal 1 5 1 ,  8agian Tata 
Usaha Ketua mempunyai tunqsr 
� pelaksanaan urusan ketatausahaan: 
fJ pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Ketua DPR RI 

Pasal 153 

Baqran Tata Usaha Ketua terdm dan 
a Subbaqian Tata Usaha, 
o Subbaqian Kerumahtanggaan 

Pasat 154 

1 1  Subbag1an Tata Usaha mernpunyat tugas melakukan urusan tata usaha 

Ketua DPR RI 
S• 1bbag1an Kerurnahtanqgaan mempunvai tugas melakukan 
t-�1umahtanggaan dan pengaturan tarnu Ketua DPR RI 

urusan 

Pasat155 
:?,:::1J1:::in T",3ta Usaha Wakil Ketua Bidang Potitik, Ekonorru. dan Keuangan 
'"1<?-rnpu11yn1 tuqas metaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumc::ihtanggaan 
\1\1akli Ketua DPR Rf Bidanq Pohnk, Ekonorni dan Keuangan 

Pasal 156 
1 : , , 1 _ , .,.  ·iv�laksanakc1n tuqas sebaqanoena ·i11�1aksuU Pasal 155. Baqran Tata 
; ,c.;31':::i \flJ,4�11 Ketu;J Brdanq Pohuk. Ekonctru. rlcm Keuangan mempunyai runqsr 
;.:i r-eiaksanaan urusan ketatausahaan, 
!1 pelaksanaan urusan kerunrahtanqqaan '/v'ak1II Ketua DPR RI Bidang Polihx, 

E!.:onom1. dan Keuangan 
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Pasal157 

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan 
terdin dari: 
a Subbagian Tala Usaha; 
b Subbagian Kerumahtanggaan. 

Pasal 158 

(1) Subbag,an Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 
Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Ekonomi, dan Keuangan. 

(2) Subbag,an Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan 
kerumahtanggaan dan pengaluran tamu Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, 
Ekonorru. dan Keuangan 

Pasal159 

Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang lndustri, Perdagangan, dan 
Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Wak,I Ketua DPR RI Bidang lndustn, Perdagangan, dan 
Pembangunan 

Pasal 160 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 159, Bagian Tata 
Usaha Wak1I Ketua DPR RI Bidang lndustri, Perdagangan, dan Pembangunan. 
mempunyai fungsi 
a pelaksanaan urusan ketatausahaan; 
b pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang lndustri 

Perdagangan. dan Pembangunan 

Pasat 161 

Baqran Tata Usaha Wak,I Ketua DPR RI Bidang lndustri, Perdagangan, dan 
t'ernbanqunan tercm dari 
rl Subb?.\�1;:111 Tata Usaha, 

Subbao.an Kerumahtanggaan 

Pasat 162 

, -: , Suobautan I ala Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 
Vvaktl K8tua OPR RI Brdanq Industn, Perdagangan, dan Pembangunan 

·)) Subbaqtan Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan 
ken1mr1htanggaan dan pengaturan tamu Wakil Ketua OPR RI Bidang 
industr,, Perdagangan, dan Pembangunan 

Pasal 163 

· { a 9 1 a n  Tata Usaha Wak1I Ketua Bidanq Kesejahteraan Rakyat rnempunya: 
'uqas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakll Ketua 
DPR RI Bidanq Kesejahteraan Rakyat 
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Pasal164 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 163, Bagian Tata 
Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: 
a pelaksanaan urusan ketatausahaan; 
b pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang 

Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal165 

Baqian Tata Usaha Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyatterdiri 
dari 

a Subbag,an Tata Usaha, 
b Subbagran Kerumahtanggaan. 

Pasal 166 
1 1 ,  '.311bbaq1an Tata Usaha rnemnunyai tugas rnelakukan urusan tata usaha 

1Nr11,,1 Ketua DPR RI Brdanq Keserebteraan Rakvat 
i)' ' ::: 1 1 b b a g 1 a n  Kerumahtanggaan mernpunvar tunas rnelakukan urusan 

l·0r1!rnal1t:;11;ggaan dan penqaturan tarrur 1/v'ak1I «etua DPr"\ RI R1d.::ing 
f(,":'SeJ8hleraan Rakyat 

Pasal 167 

f3aprari Sekretanat Musyawarah Pimpinan rnernpunyar tugas melaksanakan 
�_,e1;:;iv;:,n;.3n rc1pat dan adminrstrasi Musyawarah Pimpinan DPn RI, dan pertemuan 
konsultasi 

Pasal 168 

" Jotuk n�Piaksanakan tuqas sebaqarmana dirnaksud Pasal 167 .  Baqran 
;;e-1,,r<:!';:v,at Musyawarah Pimpman mempunyai Iunqsi 
� netaksanaan pelayamm rapat Pimpinan OPR RI dan perternuan kosultas., 

,,,�i�11-'s;::in3;in relavan.=in admmistrasi Musvawarah Pimrunan dan nertemuan 
YrJnsuHas1 

Pasal 169 

;1 °,, -r- :"3;::·Yretr1riat Musvawarah Pirnpinan terdm dan 
;:; :�l1hbag1a11 Rapat, 

Svbcacran Tata Usaha 

Pasal ·170 
':, ·I 1iJ;.-iq1,3r1 f?;:.it,1-1: mempunyat tug as melakr 1k::ln pelayanan r;;,p;�( Punpman 
r...::-�f- rn rl�n perternuan kosullas: 

I / '  S : : k . ' � 9 1 ;,i n  l  ;:i[;:i l J s a l r n  m e m p u n y a i  t un ns  r n e t a k u k a - ,  p e l avanan 

;_;icJn1,,�istras1 Musyawarah Pimprnan DPR Rl dan pertemuan konsu!tas, 
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Pasal171 

Bagian Sekretariat Sadan Musyawarah mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan rapat dan administrasi Sadan Musyawarah. 

Pasal 172 

IJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 171 ,  Sagian 
Sekretariat Sadan Musyawarah mempunyai fungsi : 
a pelaksanaan pelayanan rapat Sadan Musyawarah: 
b pelaksanaan pelayanan administrasi Sadan Musyawarah. 

Pasal 173 

8ag,an Sekretariat Badan Musyawarah terdiri dari · 
� Subbagian Rapat: 
' Subbagian Tata Usaha 

Pasal 174 
1 � )  Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan pelayanan Rapat Sadan 

Musyaw.::irah 
Subbaqran Tala Usana mempunyai tugas melakukan pelayanan 
;:::iL!min1stras1 Sadan Musyawarah 

Pasal 175 

�Jaqran 1 at;:::i • J ,:;ihr=i Pirnpman Sekretariat Jenderal mempunyai tugas 
.oeov.ackan q;;,t� dan informasi. serta melaksanakan kegiatan adminislra si 

1:.::i1\ kerurnallt?:1�gaan Pimpinan Sekretariat Jenderal 

Pasal176 

1_1·�tuV r n e l a r � -=3 f 1 8 k a n  tugas sebagaimana dimaksud Pasal 175, Bagiun Tata 
:_1c:..::ilir1 Pimprn::1·1 :�el<retariat .Jenderal mempunyai tunes: 

:-•Pif,·1·�1n::i·, -•·!n11111stra51 dan pengaturan tamu sekretans Jenderat, 
: ,,-,1?·::w:. � :d'111!l1<;\rrts: oan pengaturan tamu W.::ik1! Sekretaris Jender al, 
rin;:,v�::·,· �-J:r.·n•.-:lf?.<:! dan pengaturan tamu Deputi-rteputl 

Pasal 177 

r33a ran f ata Us aha Prmpinan Sekretariat Jenderal terd1ri dari 
.., Subbagtan Tata Usaha Sekretaris Jenderal, 
1: Subhagian Tata Usaha Wak1l Sekretaris Jenderal. 

Si!bbag1ar: l ata usana Oeputi Bidang Perundang-undangan: 
-=-�•.1bb21g1an 1 ata Usaha Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan 
S· 1bbag1an l ,:1ta I Jsaha Deputi Persidangan dan Kerjasarna Antar Parlemen. 

:-.;, .bbaq.an Tata l lsaha Oeputi Bidang Administrasi 
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Pasal178 
(1) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan 

pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Sekretaris Jenderal. 
(2) Subbagian Tata Usaha Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Wakil Sekretalis 
Jenderal 

(3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai 
tugas melakukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Depuh 
B,dang Perundang-undangan. 

(4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan 
mernpunyai tugas melakukan pelayanan acmimstrasi dan pengaturan tamu 
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan. 

(5,l Subbaqian Tata Usaha Deputi Bidang Persidanqan dan Kerjasarna Antar 
F"arlemen mempunya1 tugas melakukan pelayanan adnurustrasi dan 
pengaturan tamu Deputi 81dang Persrdanqan dan Kerjasarna Antar 
Par!emen 

(6) Subbag,an Tata Usaha Deputi Bidang Admirustrasi mempunyai tugas 
me!akukan pelayanan administrasi dan pengaturan tamu Oepull Bidanq 
Adrmrustrasi 

Bagian Ketiga 
Biro Kerjasama Antar Parlemen 

Pasat 179 
Biro Kerjasarna Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan anahsis 
terhadap rsu-isu mternasional, regional, dan bilateral serta kesekretanatan 
kerjasama antar parlemen 

Pasal 180 
L 1ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 179,  Biro 
Kenasama An tar Par!emen mempunyai fungsi 
a ocr-ve'eopparaan anausts terhadap rsu-rsu mlernastonal, �,12layanan rapat 

.tesi: !11/�rn0t1011al Parhamenta,y Union (IPU) Perserikatan llangsa-Bangsa 
, PBR) rJan Orqarusasr lnternasronal lainnya, paruna kerja yang djbeotuk. 
clan The Assoc1at10n of Secretaries General of Parliaments (ASGP). serta 
menyelenggarakan adrmrustrasi keriasarna IPU. Persenkalan Bangsa-Bangsa 
IPBB) ,  orqanisasr mternasional lainnya, paruua kerja yang dibentuk dan 
ASGP, 

b 1)enyelenggaraan ana'isis terhadap isu-isu regional, petayanan rapat desk 

»seen !nto1-Pr1rf1amenlary Organization (AIPO). The Assoc1at1on of South 
C,r:.' /\s1c1 Nn/l')n (ASE/\N) dan Asia Pac,f;c (ASP,'\S). acim1111stras1 

iLJc;r�gc-J'l kc.jasarm antar pariernen m'!gara-negara anggcta AJPO/f.,SEAN, 
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dan organisasi-organisasi regional yang menghimpun parlemenl 
anggota-anggota parlemen regional; 

c penyelenggaraan analisis isu-isu bilateral, pelayanan rapat dan administrasi 
oes« Bilateral. kunjungan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan 
delegasi parlemen negara lain serta kegiatan Grup Kerjasama Bilateral 
(GKSB) DPR RI, serta kegiatan alih bahasa. 

--. Pasal 181 
Biro Kerjasarna Antar Parlemen terdiri dari : 
a Bag,an Sekretariat Organisasi Par1ernen lnternasional; 
1, Bagran Sekretariat Organisasi Parlemen Regional; 
c Bagran Sekrelarial Kerjasarna Bilateral. 

,.... . 

- 

Pasal 182 
Bagian Sekretariat Orqanisasi Parlemen lnternasiona! mempunya, tugas 
metaksanakan analisis terhadap isu-rsu internasional, pelayanan rapat dan 
�drninistras1 desk IPU. PBS dan organisasi internasional lainnya. panitia kerja 
:,'ang dibentuk oan ASGP, serta melaksanakan administrasi kerjasama !PU, 
PBB dan orpanisasi mternasional lainnya, panitia kerja yang dibentuk, dan 
ASGP 

Pasal183 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 182, Bagran 
Sekretanat Organisasi Parlemen lnternasional mempunyai fungsi · 
� oeiaksanaan penyiapan bahanlmateri dan pelayanan rapat desk IPU, PBB 

dan orqarusasi mternasional tainnya, panina kerja yang dibentuk dan ASGP: 
;� pelaksanaan adrninistras, kerjasama IPU, PBB dan organisasi rnternasional 

la rnnya. panilia kerja yang drbenluk. dan ASGP. 

Pasal 184 

B;:ia1�r1 Sel-:.rntanat Orqanisasi Parlemen lnternasional lerdiri dari : 
-3 S1JblJ:::�·�ri n.apa(. 

Subba£i'Sii1 Tala Usaha 

Pasal 185 
Subba91a11 Rapat mernpunyai tugas melakukan penyiapan bahan maten 
dan petayanan rapal desk IPU, PBB dan organisasi mternasional tainnva 
pamt.a f-',er1;, )'rlng orbentuk BKSAP dun ASGP 
S11!)baq1:;ln ! ala Use1ha rnempunyai tugas urusan admmrstrasi kerjasama 
IPIJ  i'Bf3 orcamsas: mtsmasrona! lainnya, parutra kerja yang dibentuk 
, !Dn i,'.=;1.;!- 

Pasal 186 

( l . � u , ;;i n  :_,Pk!r:LY1�t Orqamsast Parlerne11 Regional rnempunyai tugas 
., ,,-·i;�l�S?'l"31-'.;::;r· i-eqratan anausis tPrlladdp isu-isu reg1on..:il, pelayanan rapat clesf< 
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AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, serta administrasi desk AIPO/ASEAN dan 
Asia Pasifik. serta organisasi-organisasi regional yang menghimpun panemen/ 
anggota-anggota parlemen regional. 

Pasal187 
Untuk melaksanakan tugas sebagainiana dimaksud Pasal 186, Bagian 
Sekretariat Organisasi Parlemen Regional mempunyai fungsi: 
a pelaksanaan penyiapan bahan materi dan pelayanan rapal desk AIPO/ 

ASEAN dan Asia Pasifik, dan organisasi parlemen/anggota-anggota 
parlemen regional; 

b pelaksanaan aormnrstrasi desk AIPO/ASEAN, Asia Pasifik dan organisasi 
regional yang menghimpun parlemen/anggota-anggota parlemen regional. 

Pasal 188 
Bagian Sekretanat Organisasi Parlemen Regional terdiri dan : 
a Subbaqian Rapa\; 
b Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 189 
1 1 1  Subt:agran Rapa\ mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi 

dan pelayanan rapat desk AIPO/ASEAN dan Asia Pasifik, serta organisasi 
regional yang rnenqhtrnpun parlemen/anggota-anggota parlemen, 

121 Sub Bagran Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi desk 

f•IPO//ISEAN dan Asia Pasifik serta organisasi regional yang menghimpun 
parlernen/anggota-anggota parlemen 

Pasal 190 
S;iqj.:ir Se"r�tanat Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan analisrs 
t�rl-,;:id;;i::.1 1 s 1 1 - 1 s u  buateral, pelayanan rapal dan administrasi desk Bilaternl, 
v,•r111.mq;:w ri0legas; DPR RI ke luar neqen dan kunjungan deleqasi parlemen 
rriCFJ'q l2i1r1  serta (iKSB OPR RI serta melaksanakan alih bahasa 

Pasal 191 
I  i r · 1 . t ,  rn":l,1/s.3ri;::ikan t 1 1gas sebagaimana drrnaksud Pasal 1 !10, Baqian 

-r., v�r-�:cir,::i K8i iasama Bilateral rnernpunva. fungs: 
::-, : ·':lr-ir r,::>•1ann penvrapan h;;ih;:in matei i dan pefavanan rapal tles« [l1'.Jteral 

r1.11111 u-oan deleoast DPR R! ke luar neqen dan kunjunqan delegas1 parlernen 
· ,--(F��;:. "_:i11� ser:a GKS£3 DPR RI, 

re1;.:i•, c. r=naau 1 rrusan adrrvn. s t r a s i  desk Bilateral ke luar neqen, h1: ,Ju:1gan 
rJ�l0q;=s1 [lPR RI Ke l u a r  neqert dan k u n j u n q a n  deleqasi parlemen 11Pgar;:1 

tam ,:.;p-t;:i 1_;f(Sn DPf� Rf,  

pr�i;1�-.:rn,;1ar1 k e q t a l a n  p e l a v a n a n  alih bahasa bark secar a  lis a q  ;na11puri 

tert•Jl1s 
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Pasal192 

Bagian Sekretariat kerjasama Bilateral terdiri dari : 
a Subbagian Rapat; 
b Subbagian Tata Usaha; 
c Subbagian Alih Bahasa. 

Pasal 193 

( 1 1  Suhbag1an Ra pat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi 
can pelayanan rapat desk Bilateral, kunjungan delegasi OPR RI ke luar 
ne9eri dan kunjunqan delegasi parlernen negara lain serta kegiatan GKSB 
DPRRI 

12) Subbaqian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan admrnistrasi 
desk Bilateral, kunjunqan delegasi DPR RI ke luar negeri dan kunjungan 
delegas, parlemen negara lain serta GKSB DPR RI. 

,J•  Subbagian Alth Bahasa mempunyai tugas melakukar. pelayanan alih 
bahasa bark secara lisan maupun tertulis. 

Bagian Keempat 
Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan 

Pasat 194 

Biro H u b u n g a n  Masyarakat dan Pemberitaan mempunya,  tugas 
ti"::!nyeten�t.NhJICan .anaJ1s•s lerhad.ap isu-isu DPR, hubungan masyarakat, 

t1rt1lr.l}l:ol dan pesooenra:an 

Pasal 195 

Untuk ,rH::nyelenggarakan tugas sebagaimana dunaxsuo Pasal 194, Biro 
Hubunoan Masyarakat dan Pembentaan mempunyai fungsi. 
, r,mw,a;enggarrum urusan ltubungan masyarnkat, 
r- oe:n,·&:;,n:qcr1ro-:an urusan �eJltOteknl.an 
·· oeryelenggaraan urusan pemberitaan 

Pasal 196 

n1ro Hubungan Masyarakat dan Pembentaan terdiri dar i .  
� Bag,an Hubungan Masyarakat; 

b Bagian Protokol. 
:; 8ag1ar Pemberrtaan 

Pasal 197 

=-�?1�11 d , J r 1 1 1 r, q r1 n  Masv.:1rakat mE!mp.unva, tuvas 1tt�lr1K"mt1akan anahs15 
1i:;rn:?1Ji::r:' l-i 1�1!.iL11111ngi,;:ungan DPl<f dar1 meiakSA�kan urusan J1Cehumasan 
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Pasal 198 
Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 197, Bagian 
Hubungan Masyarakat mempunyai lungs,: 
a pelaksanaan penyiapan bahan materi penerangan kepada masyarakat; 
b pelaksanaan penyaluran delegasi pengaduan masyarakat. 

Pasal 199 
Bag,an Hubungan Masyarakat terdin dan. 
a Subbaqian Penerangan, 
b Subbag,an Penyaluran Oelegasi. 

Pasal200 
{ 1 )  Subbaqian Penerangan rnernpunvar tugas melakukan penyiapan bahan 

matcn penerangan kepada masyarakat mengenai DPR RI. 
12) Subbaqian Penyaluran Delegasi mempunyai tugas melakukan penyaluran 

deleqasr penqartuan masvarakat yang rnenyampatkan permasalahannya 
ke OPR RI 

Pasal 201 
8091;:m Protokol mempunvai tugas melaksanakan urusan keprotokolan 

Pasal 202 
U11tuk melaksanakan tugas sebagaimana dtrnaksud Pasal 201, Bagian Protokol 
mernpunyat funqsi 
-:'I pelaksanaan peny.apan dan pengaturan upacara DPR RI dan Sekretariat 

J�nderal 
l) cetaksanaan penvtapan dan pengaturan tamu DPR RI dan Sekretariat 

Jenderal 

Pasal 203 
•c -u . a n  r>rr_,trJl<OI terd1ri dan 

� �-�11hb::ig:an Upacara, 
c- -bbaqran T ar-u 

Pasal 204 
� � l ' t � h - 1 q 1 ;: rn  I. lrricnra mernpunyai tugas melakukan penytapan dan 
r ,.:::; ·19�t·Jrn11 1 1 1 1 � c a 1  a OPR Pl dan Sekretariat Jenderal 
, ,1 ·I: ;_,;191::ir1 r:1111 u  111e111pu11ya1 tug as 111el�1k11i,;c111 penyiapan dan pengaturan 
� 0 i r n 1 ,  1�WF� Fl ,:1,1n Sekr etanat Jenderal 

Pasal 205 
;- •1,:i•:-:r' rerooentean rnernpunvar tugas melaksanakan urusan pernbentaan dan 
cenerbrlan 
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Pasal206 

iJnluk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 205, Bagian 
Pemberilaan mempunvai fungsi: 
a pelaks anaan penyiapan bahan pemberitaan kegiatan DPR RI dan 

Sekretarial Jenderal; 
b pelaksanaan penyiapan bahan penerbttan majalah padernentana dan buletin 

DPRRI 

Pasal207 

Bagian Pemberitaan terdin dari . 
a Subbagtan Pemberitaan; 
b Subbaqian Penerbitan 

Pasal208 

(1i Subbagian Pembentaan mempunyai tugas melakukau penyiapan bahan 
pemberilaan kegiatan DPR RI dan Sekretariat Jenderal 

<2) Subbag,an Penerbitan mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan 
penerbitan majalah parlementaria dan buletin DPR RI 

BABV 
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI 

Pasaf 209 

Dsputi Bidang Admmistrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan 
oerencanaan dan pengawasan. kepegawaian, keuangan. perlengkapan dan 
kerumahtan.ggaan di lingkungan OPR RI. 

Pasal 210 

Urit1;k meriyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 209. Deputi 
01dang 1V!m1n!stras! mempuovar lungs, 
::::o nemb-o aan parencanaan dan pengawasan, kepegawaian. keuangan. 

rnrlAr�") ... -man rl;:111 kffl'lJm31ltonggo.;:in d• ltngkl..lliQ,,."lJ'I OPR P.I 

p.-1a..- -111aan 0m&fln pnrancanaan dan pengawasan. kepeqawaian 
lo�uanqa;, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI 

Pasal211 

u�o1JT, 81dm,.'.J Adrrtltl1�irnsl IP1 ct1n Iar! 
BHo P"'1ef1('...8n.Jan 1J.an P�ngawas.ar,, 

I; Birr:, Keanggotaan dan Kepegawaran; 
r. Biro Keuangan, 
1 8irp P0rr:ehl1arc'lc=:1n Banqunan dan lnstalasi; 
e Biro Umum 
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Bagian Pertama 
Biro Perencanaan dan Pengawasan 

Pasal212 
Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan 
penyusunan rencana program dan anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal 
clan pengawasan internal SekretariatJenderal DPR RI serta kegiatan administrasi 
Badan Urusan Ru mah Tangga 

Pasal 213 
Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 212, Biro 
Pereocanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi : 
a renyelenggaraan penyusunan rencana program dan anggaran DPR RI 

dan Sekretanat Jenderal: 
b renyelenggaraan pelayanan rapat dan adrrumstrast Badan Urusan Rumah 

Tangga, 
c penyelenggaraan penataan orqarusasi dan tatalaksana; 
rJ pen•1e!enggaraan pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI 

Pasal 214 
Biro Perencanaan dan Pengawasan terdiri dan · 
a Bapian Perencanaan; 
h Gag,an Sekretanat Sadan Urusan Rumah Tangga; 
c Bagian Orqamsast dan Tatalaksana; 
d Baqran Pengawasan Internal. 

Pasal 215 
P::.g1an Perencan::ian rnemourwai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
iroqrarn dan nncian anggaran OPR RI dan Sekretanat Jenderal 

Pasal 216 
:  

1 : � t , , k  m = t a k s a n a k a n  tugas sebagaimana dnnaksud Pasal 2 1 5 ,  Bagian 
r'erencenaan mempunyar funqsi: 
?. pelaksanaan penviapan bahan penyusunan program Dewan dan Sekretariat 

Jenderal, 
b pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rmcian anggaran Dewan dan 

Sekretariat Jenderal 

Pasal 217 
�ag 12n Perencanaan terdm darr 
a Subbaqian Penyusunan Program, 

o Subbagian Penyusunan Anggaran 
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Pasal218 

(1 I Subbag,an Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana terpadu program Dewan dan Sekretariat 
JenderaJ 

, 2 l Subbaoran P�nyusunan Anggaran mernpunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rincian anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal 

Pasal 219 

q�q1ari Sekr,:_,1,=mat Badan Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas 
.. netaksenakan r=layanan rapat dan adrmrusfrasl Badan Urusan Rumah Tangga 

Pasal 220 
1 1 r n 1 1 '..  melaks auakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 1 9 ,  Baqian 
-::,0;hetariat B2cirH1 Urusan Rurnah Tangga mempunyai fungsi: 
;:, pelaksanaan pelayanan rapat: 
1, r�laksana:m pelayanan admrnistrasi 

Pasal 221 

Baqtan Sekretanat Badan Urusan Rumah Tangga terdiri dari 
a Subbaqran Rapat, 
L; Subbaqran Tata Usaha 

Pasal 222 

. � '  Subbac.an Rapat mempunyai tugas mefakukan pelayanan rapat 
,;': Subbapran Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan 

aorrurustrasi 

Pasal 223 

S::ig1an Orqa.usasr dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penataan 
cr;;anisas1 oeo iatataksena 

Pasal 224 

U1�wf' rnelaks anakan tugas sebaqaimana dimaksud Pasal 223, Baqran 
Organisas1 d8r Tatalaksana mempunyai funqs: · 
,- oelaksan.:'!;:in penelaahan dan evajuasi kelembagaan serta anansis jabatan 

dan aneus.s beban kerja Sekretariat Jenderal OPR RI secara teratur; 
tieloJ. ssnaa« nei'\yusun;:m dan evalussi standardbn1st prusedur ststem J:m 
n=ranc- at ��r1a Sekretanat Janderal DPR RI secara teratur 

Pasal 225 

E',=3a1an O r o a r u v e s r  dan Tatalaksana terdtri dari · 
S1J11ba'1·�1') Clrgnmsa51 
S1Jhoag1=1n Tritelaksana 
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Pasal226 

( 1 )  Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan 
evaluasi kelembagaan serta analisis jabatan dan analisis beban kerja 
Sekretanat Jenderal OPR RI secara teratur 

(21 Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyusunan dan 
evaluas, standardisast prosedur, sistem dan perangkat kerja Sekretariat 
Jenderal DPR RI secara teratur 

Pasal227 

Baqian Pengawasan Internal mernpunyai tugas melaksanakan pengawasan 
terhadap pengelolaan keuangan, perlengkapan dan materiel serta administrasi 
umum 

Pasal 228 

Untuk melaks anakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 227, Baqran 
PPngawasan Internal rnernpunvai fungsi. 
a pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan; 
!: pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan perlengkapan dan matenel, 
c pel::;1ksanaan pengawasan terhadap pengelolaan adrmnistrasi umum 

Pasal 229 

Baqran Pengawasan Internal terdrri dan . 
a Subbagian Pengawasan Keuangan: 

b Subbaqian Pengawasan Materiel; 
c Subbaqian Pengawasan Admmistrasi Umum. 

Pasal 230 

I i  I  Subbagian Pengawasan Keuangan rnernpunyat tugas melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Dewan dan Sekretariat 
Jenderal, 

c . <;'.;bl�a')1an Pengawasan Materiel  mempunyai tugas melakukan 
;,0..,a?.wasan terhadap pengelolaan perlengkapan dan materiel anggaran 
Dewan dan Sekretanat Jenderal, 

: \. Si :bl:ag1an Pengawasan Adrmrustras: Urnum mempunyai tugas melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan adrninistrasr umum 

Bagian Kedua 

Biro Keanggotaan dan Kepegawaian 

Pasal 231 

f<••(:  l<�c_�r,']go1r1an dau «epeoawa.an mempunvar tugas menyelenggarakan 
kt··J,a10•1,-vlr111ni�t.ras1 keanqqotaan newan dan kepeqawaran Sekretanat Jendera' 
DfJR Ri 
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Pasal232 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 231, Biro 

Keanggotaan dan Kepegawaian rnempunyai fungsi: 

a penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi; 

o penyelenggaraan adrmnistrasi kepegawaian SekretariatJenderal DPR RI; 

p�ny�lenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

rj penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

Pasal233 

Biro Keanggotaan dan Kepegawaian terdiri dari: 

a 

,, 

r 

B;:,q1s1r1 Adrrurustr ast Keanggotaan Dewan dan rraksi; 

8agi3n l<epegawa,an. 

8,3g1.=i1 1  f.'F!11d1d1ka11 dan Pelatihan; 

Bag1an Pelayanan Kesehatan 

"'"' . 

Pasal 234 

8,391an Adrrurustr aar Keanggotaan Dewan dan Fraksi rnernpunyar tugas 

rnelaksanakan pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan kesekretanatan 

i=ral-'s1  

Pasal235 

i  1 n t 1 J k:  · .-. p 1 � 1,, ,:;. 3 n ;:i l � a n  tugas sebaqaimana dimaksud Pasal 234. Bagian 

r.�J-n1n·':w?.s1 Ke�Pggotaan Dewan dan Fraksi mempunyai fungs1 pelaksanaan 

f\O::lav.=i.,;::,11 adn1,r1!�!,as1 keanggoraan Dewan dan kesekretariatan Fraks1 

Pasal 236 

�·-1?1=:Jn •':.. !-n1n:::.tr;:p:::1 Keanggotaan Dewan dan Fmksi terom dan 

.::: �, 1h.\ ·�u1;::i� /vt-tuntstr ast Keanggotaan Dewan Erakst I, 

SL,lJt,ag,Jri fadm1111stras1 Keanggotaan Dewan Fraks: ll , 

:1i1ht:·�g1.=ir� /• . ..--J,"l11nistras1 Keanggotaan Dewan Fraksi Ill 

Pasal 237 

. i i  St:1Jb��11ari Adrntmsfrasi Ke�nggolaan Dewan Fraksi I mempunvar lugas 

;:,rfn-,,nrstr ?S-1 v !:" .::i 1 1 9 g o t a a n  Dewan dan fraksi I ,  

r.;:.h:���:.:m A rl 1 1 1 1 n 1c; ! r ;:i s 1  Keanggotaan Dewan Fraks: II mempunvai tugas 

rn";!a:-.1ik:i:1 p�:ayanan adrninistrasi keanggotaan Dewan dan traksr II: 

, 
1 ,  Su!J!)a91ar: f. d n 1 1 n 1 s t r ;:i s i  Keanggolaan Dewan Fraksi Ill mempunyai tugas 

:11elakukan pelayanan adrrurnstrasi keanggotaan Dewan dan fraksi HI 
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Pasal238 

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi 
kepegawa,an Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Pasal239 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 238, Bagian 
Kepegawa,an mempunyai fungsi: 
a pelaksanaan penyiapan formasi dan mutasi pegawai; 
b pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan tata naskah pegawai, 
r: pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan peqawai 

Pasal 240 

Baotan Kepegawaian terdm dari :  
c, Subbaq.an Fcrmasi dan Mutasi Pegawai, 
Li Subbaqran Dokumentasi Tata Naskah Pegawai, 

Subbaqran Kesejahteraan Peqawai 

Pasal 241 

( 1 l Subbaqian Formast dan Mutasi Pegawai rnernpunyai tugas rnelakukan 
penyrapan bahan Iorrnasi dan rnutasi peqawai 

·21 Subbag,an Dokumentas, Tata Naskah Pegawa, mempunya, tugas 
melakukan penge1olaan dokumentasi dan tata naskah peqawai. 

, '3) Subbaqian Kesejahteraan Pegawai rnernpunyai tug as melakukan 
ceny.apan bahan pengelolaan kesejahteraan peqawai 

Pasal 242 

Bag12.n Pendidikan dan Pelatihan mernpunyat tugas melaksanakan kegiatan 
oendtdtkan dan pelatihan pegawai 

Pasal 243 

'.' -u- rr,�1a,�sanakan tugas sebagaimana dimaksud r':::isa l 2.L!2, Bagian 
r e ': >1·kan dan Pelatihan rnempunyai fungsi 
a · e':i1. sanaa« penyusunan dan penyiapan serta eveluasi program nenrhdrkan 

-ian pe!atihan peqawai; 
b pelaksanaan penyelenggaraan program pendidrkan dan pelatrhan serta 

UJ1an dinas peqawai 

Pasal 244 

Baqan Pendrdikan dan Pe!atrhan terdiri dan 
a Subbagian Penyusunan Program oan Evaluasi; 
b Subbagian Penye!enggaraan 
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Pesal 245 
(1) Subbag,an Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan program evaluasi pendidikan dan 
pelatihan pegawai 

12) Subbagian Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahao penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta uj1an dinas 
peqewar 

Pasal246 
Baoian P"!l'3yan.:m Kesehatan mempunyai tugas metaksanakan pelayanan dan 
psnvedraan Iasilitas kesehatan 

Pasal 247 
Un!uk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 246, Bagian 
Petavanan Kesehatan mempunyai fungsi: 
a pe!ayanan dan penyedraan fasilitas kesehatan: 
(, perayanan �dministrasi rnedik: 

Pasal 248 
Bag1an Pelayanan Kesehatan terdiri dan 
;::; Subbaqran Pelayanan Med1k 
!1 Subbagian Tata Usaha; 
c Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal249 
,  :  1  Subbagian Petayanan Medik mempunyai tugas melakukan pengaturan 

pelayanan kesehatan kepada DPR-RI dan Pegawai Sekretariat Jenderal 
s erta merencanakan pengadaan obat, alat-alat kesehatan, dan 
oendrsmhusiaonya 

r;:: ,  '31.1bbag,�r1 t ara Usaha mempunvai tugas melakukan pengurusan kartu 
��r')b3! asuraosi kesehatan general check up. memelihara alat-alat 
1--�s'?'h;,itar. dan nenqelolaan adrnmistrasrjabalan fungsional rneors dan para 
mecs 

Bagian Ketiga 
Biro Keuangan 

Pasat 250 
B1r0 K.euang·::rn mernpunyai tugas menyelenggarak.an adrntnistrasi keuangan 
�::->?. RI 0ari Sek�.:tanat Jenderal 

Pasat 251 
U;ituk m13nyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud Pasal 250, Biro 
i<euangan mernounya: fungsi: 
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a penyelenggaraan administrasi perbendaharaan keuangan DPR RI dan 
Sekretariat Jenderal; 

b penyelenggaraan kas dan pembukuan serta evaluasi dan laporan keuangan 
DPR RI dan Sekretariat Jenderal; 

c penyelenggaraan admimstrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri; 
d pengelolaan adrnmistrasl jabatan fungsional. 

Pasal252 

Buo Keuanoan. terdm dari. 
� Bagian Administrasi Keuangan; 
!J 8ag1an Perbendaharaan; 
r; 8;:igian Perialanan 

Pasal253 

H;;,..i1:::i·1 1\d1111ni<:.tr a st Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kas, 
111=1T1h!.1k1.1�11 v�11r.�as1 can evaluasi laporan keuangan. penggaj1an anggota dan 
1Jegaw�1 

Pasal 254 

' 1 n t 1 i ! t  melAks�n;:ik;rn tugas sebagaimana dimaksud Pasal 253, Baqtan 
"·!J•'!11r11str�c;;1 KF!uan�1an mempunyai fungsi: 
;J pn!nksanaan penerunaan. verifikasr. dan pembayaran terhadap bukti 

t.-u1tansi· 
�valL1as1 clan pe,tanggungjawaban keuangan; 

;"�lak "an.::i;:iri pengelolaan administrasi penqqapan anggota dan pegawai 

Pasal 255 

8ag1an Aormrustrasr Keuangan terdiri dari: 
� Sllbbr:191::ir. xas dan Pembukuan: 
b Subbaqian Evaluasi dan Laporan Keuangan, 
-:: Subbagian PenggaJian 

Pasal256 

'. : ,  Subbaqian Kas dan Pembukuan rnempunyai tugas rnelakukan penerirnaan 
•1enf1kas1 dan pembayaran terhadap buku kuitansl. 

{2) Subbagian Evaluasi dan Laporan Keuangan rnempunyai tugas melakukan 
evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan 

r;?:1 Subbaqian Penggapan rnempunyai tugas melakukan adminrstras! 
pengga11an anggota dan pegawai, 

Pasal 257 

Haqtan r�cib;"?r1dah�rrta1� rnempunyai tugas rnslaksanakau admmistrasi an�19aran 
s.e1 ta perigelolaan adnurustrasr caranq-baranq rrullk r:egara d1 lmqkunqan 
Sex.etartat Jenderal DPR RI 
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Pasal 258 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 257, Bagian 
Perbendaharaan mempunyai fungs1: 
a pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggota dan pegawai; 
b pelaksanaan pengelolaan administrasi barang-barang milik negara di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Pasal259 

Bagian Perbendaharaan terdiri dan: 
a Subbagian Pelaksanaan Anggaran; 
b Subbagian lnventarisasi. 

Pasal260 

( 1 1  Subbag,an Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan 
adrrurustrast anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal; 

12, Subbaqian lnventarisasi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, 

penuaian dan penghapusan barang-barang milik negara di lingkungan 
Sekretariat Jenderal DPR RI 

Pasat261 

Bag,an Perja!anan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perjalanan 
cinas catam negeri dan luar negen. 

Pasal262 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 261 ,  Bagian 
Perjalanan mempunyai fungsi 
.:=i pF:laksa11aan pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam neqen, 

11 oetaksanaan pengl:!lolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri 

Pasat263 

f3ag1an Perjalanan terdiri dari 

� Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 

b Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri 

Pasal264 

,  �  1  Subbaqian Perjalanan Dinas Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan 
p�:19e!0laan adrrunistrasi perjalanan dinas dalarn negeri 

,��\ 01Jt.1bag1an Perjaianan Oinas Luar Negeri rnernpunyat tugas melakukan 
pengelolaan acrnrmstras! perjalanan dinas luar negerl 
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Bagian Keempat 
Biro Pemeliharaan Bangunan dan lnstalasi 

Pasal 265 
Biro Pemeliharaan Bangunan dan lnstalasi mempunyai tugas menyelenggarakan 
pemeliharaan gerJung, perumahan, wisma dan instalasi. 

Pasal266 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dtrnaksud Pasal 265, Biro 
PemP.l1haraan Bangunan dan lnstalasi mempunyai fungsi: 
a penyelenggaraan pemeliharaan gedung dan taman; 
b penyelenggaraan pemeliharaan rumah jabatan dan wisma DPR RI; 
r renyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi 

Pasal267 
R •r· rerns:iol11l.,r;;ian Bangunan dan lnstalasi terdiri dan. 

2 Baqran Gedung dan Pertamanan: 
h Bag,an Perumahan dan Wisma DPR RI, 
t. Bag1an tnstatasi 

Pasal 268 
E3ag1an Gedung dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pemellharaan 
gedurg dan taman 

Pasal 269 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 268, Bagian Gedung 
dan Pertamanan rnernpunvai fungsi· 
� pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan peralatannya: 
h 1�":'-la�.san;::i.::rn oenpelolaan dan pernehharaan halaman dan taman 

l'asal 270 
8:- ..:;r�m r·;.,cJ11r1g rJM11 Pertamanan terdiri dari 
r :�u:1l);:.,g1r1n Perawatan Geclung dan Pera!atan, 
._ '�11bhaaian Pi=>rav,.iatan Halaman dan Pertamanan. 

Pasal 271 
1 1 :  Subbaqran Perawatan Gedung dan Peralatan rrernpunyai tugas rnelakukan 

oenyiapan hahan pemehharaan gedung dan peralatannya 
(71 S�ibbagian Perawatan Ha!aman dan Pertamanan mernpunvai tL1gas 

m=takukan peoyiapan bahan pemeliharaan halaman dan tarnan 

Pasal 272 
Bag1an Perumahan dan Wisma DPR RI mempunyai tugas rnelaksanakan 
pengerolaan dan pemeliharaan rumah jabatan dan wisma DPR RI. 
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P•sal273 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 272, Bagian 
Perumahan dan Wisma DPR RI mempunyai fungsi: 

a pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan rumah jabatan; 
b pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan wisma DPR RI. 

Pasal 274 
Beqran Perumahan dan W1sma DPR RI terdin dan: 
a Subbaqran Pengelolaan Perumahan; 

b Subbag,an Pengelolaan w,sma DPR RI 

Pasal 275 
, : 1  Subbaqf an Pengelolaan Perumahan mempunyai tugas melakukan 

cenqelolaan dan perneliharaan rumah jabatan 
c: 1 Suhbagian Pengelolaan W1sma OPR RI mempunyai tugas melakukan 

ceocelo'ean dan pemellharaan wisma DPR RI 

Pasal 276 
Ba nan lnstalasi mempunyai tugas melaksanakan penqoperasian dan 
oemelrharaan mstatasi 

Pasal 277 
1Jntuk melaksanakan tugas sebagarmana dimaksud Pasal 276, Bagian lnstalasi 
'll�rnpunjar fungs1 

� pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan mekanik, 
t- oetaksanaan penqoperasian dan pemeliharaan kelistrikan 

Pasal 278 
=3?g'an lcis•ai;::;c:• terdnt je.n 

;:, S:,,,:,;,c.i•::-11 f-',:,ngoueras1an Mekan,k. 
'::it,oL';'l'�·;:;, 1 �)�ncrJp'2ras1an Kelislnkan 

Pasal 279 
Su:�:1:3'.:1:a , 1��nqor�eras1an Mekanik rnempunv at tugas melakukan 
i'<:::rgoD':!r ;�c- an dar- r-ernenharaan instalasi rnekaruk, 
Subhaq.an llenguDeras1an f<.elistrikan rrernpunva- tugas rnelakukan 
r,<:>rignoerusi;:in oa- pernehharaan mstalasi kelrstnkan 

Br1gian Kelim..=i 

Biro Umum 

Pasal 280 
two I .r-o-r mernpunyat tug as menveteoqqarakan perlengkapan, tata persuratan, 
Ve'lda12ari, ser:a keamanan dan ketertrban 
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Pasal.281 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiinana dimaksud Pasal 280, E)iro 4inur:n 
mempunya, fungsi : 
a penyusunan rencana pengadaan dan perawatan serta penyimpanan dan 

pendrstribusian perlengkapan kantor, peralatan dan barang; 
b penyelenggaraan urusan surat, ekspedisi dan penggandaan; 
c renyelenggaraan pelayanan dan perawatan kendaraan dinas, 
rJ penyelenggaraan pelayanan keamanan dan ketertroan 

Pasal282 
Biro Umum terdui dari 
'3 Baqran Perlengkapan, 
b Baqian Tata Persuratan; 
c Baqian Kendaraan; 
rl Baqian Pengamanan Dalam 

Pasal 283 
Bag 1an  Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, 
penyrrnpanan, pemellharaan, pendrstnbusian perlengkapan dan peralatan serta 
barang mventans kantor 

Pasal 284 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 283, Baqran 
Perlengkapan mempunyai fungsi. 
a pelaksanaan pengadaan perlengkapan kantor, peralatan dan barang; 
IJ pelaksanaan penyimpanan dan pendistnbusian perlengkapan, peralatan, 

serta pernehharaan barang inventaris kantor 

Pasal 285 
8ag1an rerlengkapan terdrn can 
8 .r.;ubhag1an Pengadaan. 
l- Subbaqan Penyrmpanan dan Pendistribusian 

Pasal 286 
( I i  Subbag1an Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyrapan bahan 

pengadaan per!engkapan. peralatan. dan barang inventans kantor 
12'i Subbagran Penyrrnpanan dan Pendistribusian rnernpunyai tugas mefakukan 

peny.rnpanan pernehharaan dan pendrstnbusian perlengkapan. peralatan. 
serta barang mventans kantor 

Pasal287 
�J:q1;1·1 i �1t;;:i Per-vnatan mempunya: tugas melaksanakan kegratan surat 
eksped.s: dan penggandaan 
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Pasal288 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 287, Bagian Tata 
Persuratan mempunyai fungsi : 
a pelaksanaan pencalatan surat masuk. surat keluar dan ekspedisi; 
b pelaksanaan penggandaan. 

Pasal289 

Bagian Tata Persuratan terdiri dari: 
a Subbagian Surat dan Ekspedisi: 
h Subbaqian Penggandaan 

Pasal290 

( 1)  Subbaqian Surat dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan pencatatan . 
surat masuk, surat keluar dan ekspedisi, 

1;.-1 Subbaqian Penggandaan mempunyai tugas melakukan penggandaan 
dokumen Kedewanan dan Sekretariat Jenderat DPR RI. 

Pasal291 

Bagian Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan angkutan dan 
perawatan kendaraan dmas 

Pasal292 

; JntiJk rneiaks anakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 291, Bagian 

i<�ndar::ian mempunyai fungsi: 
-3 pelaksanaan pelayanan angkutan dan penggunaan kendaraan dinas: 
,, pelaksanaan Perneliharaan kendaraan dinas 

Pasal 293 

rl�gi;;n «en-tar aan terd«i dari : 
� Subb.:io;w:1"', Pelay;,nan Angkutan; 
r, Subl)a�1-�:. Pemelit1araan Kendaraan Dmas, 

Pasal294 

,  1 1  Suobaqian Pelayanan Angkutan mempunyai tugas melakukan pelayanan 
anckutan dan penggunaan kendaraan dinas, 

,·�1 S11biJa1Jr<:1n Perneliharaan Kendaraan Dinas rnernpunyai lugas rnelakokan 

�v-;r-•�lih�raan kendaraan dinas 

Pasal295 

Bag·;:}n Pengarnanan Dalam rnernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

searnanan dan keternban 
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Pasal 296 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 295, Bagian 
Pengamanan Dalam mempunyai fungsi: 
a pengelolaan pengamanan dan ketertiban di lingkungan gedung, perumahan 

dan wisma DPR RI; 
b pengelolaan admiaistrasi pengamanan dan ketertiban. 

Pasal297 

Bagian Pengamanan Dalam terdiri dari : 
a Subbaqian Pelaksanaan Pengamanan; 
b Subbagian Administras, Pengamanan. 

Pasal298 

11)  Subbagian Pelaksanaan Pengamanan mempunyai lugas melakukan 
pengamanan dan ketertiban di lingkungan gedung, perumahan dan wisma 
DPRRI .  

(2) Subbagian Adrrurustrasi Pengamanan mempunyai tugas melakukan 
adnurustras: pengamanan dan ketertiban. 

BABVI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal299 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan bidanq tugas 
rnasing-masing dalam jabatan funqsional. 

Pasal JOO 

( 1 \ Kelompok Jabatan Funqsional terdiri dari sejumlah jabatan funqsronal yang 
terbaqi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahuannva 

1;:·, Set1ap kelompok sebaqarmana dimaksud pad a ayat ( 1 )  pasr31 1 n i ,  
C:r� ccoinasikan oleh pejaoat fungsronal senror yang drtunjuk oleh Kep.:118 
D•ro/Kepala Pusat 

C: J ..;:1'!2�1 t�r1agzi tunqsrona! drtentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban 
i.-ei1a 

r� ,  . ,':'�''5 dan Jenjcmg jabatan fungsional tersebut pada ayat ( 1 )  d1r1!t ! 1  s�sua1 

,J�:,gan peraturan peruw.lang-undangan vanq berlaku 

BAB VII 
TATAKERJA 

Pasal 301 

C:c.11��r�' i·;ela\<:sanakan tuqasnya para Deputi Keoala Biro, Kepala Pusa: Kepal�� 
f--32q1a·1 c1crn Kenata 8rdang wajrb rnenerapkan pnnsrp koordtnast, mteqrasi dan 
c;rnf' ro'l'<;asi dalarn l 1ngkungc1ri rnasmq-rnasmq maupun an tar satuan crqarusas: 
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dalam Sekretariat Jenderal DPR RI, dan dengan instansi lain di luar Sekretariat 
Jenderal DPR RI sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal 302 
Setiap ptrnp.nan satuan organisasi wajib mengawasi bawanannya 
masing-masing dan bila terjadi penynnpanqan agar mengambil langkah-langkah 
y,1:1� diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

Pasat 303 
Settap mrnninan satuan orqarnsasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR 
hi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing­ 
•1 :?.Sir.a can mernbenkan bimbinqan serta petunjuk bag1 pelaksanaan tugas 
:;�,:,1anan 

Pasal 304 
, •. an r;1mp1na11 �;:ituan orqarusasi wajib meng1kut1 dan mernatuh: petunjuk 
" ilert;;inggunmawab keoada atasau masing-rnasing dan menyampaikan 

:::i1 1 r a n  �1::-,g1atan secara berkala 

Pasal 305 
.:.:.<-:::ar raooran set.aqaimana dirnaksud Pasal 304 wajib d1olah dan dipergunakan 
�r.-•.,:=i9;,1 bahan pertimbangan untuk penyusunan taporan lebih lanjut 

Pasal306 
� �J-3

1�m menyarru.arkan Iaporan masrng-masing kepada atasan, tembusan 
i�,p')ran waj1b disarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 
:j,n9s1onal rnemp1.1nya, hubungan kena 

Pasal307 
� :,!;;:·,, '"'."'1':l;:;l.:!-.;i;;�k.:=in tuoasnva setrap p1mp111a11 satuan crqanrsasi dibantu oleh 

, 
0 :·,::i1:i �t.:•:-1;:il.g ��,tuaP orqamsasi drbawahnva d811 dalam ranqka pembenan 

'.;1mlJ1n93n k�ri�· 1-:.! t.awahan. rnasing-masing wapb rnenqadaxan rapat berxala 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 308 
; 1.::·aar. tJe�lakvnya Pereturan nu maka Keputusan Sekrelaris Jenderal DPR 
.;1 • 1:.,rny ·. 151S[�:JENi199A. tentang Orqarusas: .tan Tata Kerja Sekretariat 
, 1 0 · , · � ':' · a :  Q9w;n r'erwaxuan Rakyat Republik Indones ia sebaqairnana te!ah 
:,<:-'.: .:ra:,? kal1 rnubah. teraktur oenqan Keputusao Sekrelarrs Jenderal DPR RI 
' : "  ,�-.;� 340'3E!<JEN/2000 tetap berlaku sampai dengan diketuarkaonya 
v..-�:etc,ran Pengangkalan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Sekretaris 
.'E-i1rjeral DPR RI iru 
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P...i309 

(1) Dengan berlakunya peraturan lnl, maka segala ketentuan yang 
bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak ber1aku. 

(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal dil8tapkan, 

Oitetapkan di Jakarta 

Pada Ian gal 3 Mel 200:, 
SEKA.Et RISJE ERAL, 
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SF.KRETARIS KABINET 

REPUBLIK INDONE.SIA 

Nomor 

� 

Lampiran. 

B-45/Setkab/Oep-HPl.l/2005 
Sagera 

Penyampaian Salinan Peraturan 
Presiden Nomor 23 Tahun 2005 

Jakarta, 2 Maret 2005 
Kepada Yth. 
1. Ketu1 MaJells Ponnu1y1waratan Rakyat RI 
2. Ketu1 Dewan Perwakil1n Rakyat RI 
3. Ketu1 Mahklmah Agu1111 Rt 
4. KetUI Badan Pemerlksa Keuangan 
5. Ketua Mahkamah Konstftusi RI 
di 
Jakarta 

...- Bersama 1ni dengan horrnat, kami sampaikan salinan Peraturan Presiden 
Nomor 23 T ahun 2005 tentang Sekrelariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Repubhk Indonesia, yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2005. 

Demikian, untuk mohon menjadi maklum. 

Deputi Sekretaris Kabinet 
Bidang Hukum dan 

Perundang-Undangan, 

Lambeck V. NaNahattands 

TembusanYth._;_ 

1 Sek:ataris Kabinet 

2 Wak1I Sekretaris Kaomet 



- 

L.ampiran Keputusan Sekrelaris Jenderal DPR RI 
Nomor : 137C/SEKJEN/2002 

Ta,qial : 1 Maret 2002 

Susunan Tim Restrukturisasi Organisasi 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia 

No. Nam a  NIP Go  I  Keterangan 

1 Ora �nantuningtyastiti S ,M.Si 210000969 IV Ke tu a 

2 Ors A. Muc:lltar Effendi, M.Si 210001080 IV Sekretans 

3 N u g r o ho. S.H. 210000420 IV Anggota 

4 Subijanto SUdardjo, S H 210000601 IV Anggota 

6 Soegito Wiryoatrnodjojo, S.H. 210000391 IV Anggota 

5 Toip Heriyanto, S.H 210000466 IV Anggola 

7 Ors Moch. Farok 210000399 IV Anggola 

8 Achmad Ojuned, SH  210001084 IV Anggola 

� H Mtrnawrr, BA 210000474 IV Anggola 

10 Agus Sumanlo, S.Sos. 210000874 Ill Anggola 

11 Or a Tib Sri Renani 210001512 Ill Anggola 

12 Yuilali Dwiningrum. SH  210001845 Ill Anggota 

13 I 01ding Setiady 210000792 Ill Anggota/Sekretariat 

iJ R o  I i  a h  210001621 II Anggota/Sekrelanal 

15 S u  rn  ar m a n 210001688 II Anggota/Sekrelarial 

- 

Jakarta. 1 Maret 2002 

SEKRETARIS JENDERAL, 

ttd 

Sitti Nurhajati Oaud, s.h. 

NIP 210000424 

4 



l.ampiran surat Men. PAN 
Nomor : B/791/M.PAN/412005 Tanggal : 29 April 2005 

REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PER\fvAKli.AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

ORGANISASI ESELON I.a ti.a Ill.a IV.a enderal 1 - - - rial Jenderal 1 - - - g Perundang-undangan 1 3 7 14 
g Anggaran dan 1 3 9 15 g Pars,dangao dan ntar Parlemen 1 4 27 59 

g Administrasi 1 5 18 40 
lumla1, 6 15 61 128 

� �'---UNIT 
21 1, 

Sekretariat J Wakil Sekreta 
3 J Deputi Bidan 

I l I Deputl Bldan 

I 
Pe"9awasa� 

s I Deput, Bid�n 
6 / Kerjasama A Deputi Bidan 

Menteri PendayagunaanAparatur Negara, 
ltd Taufik Effendi 

Disatin Bagian Ortala 
3 



...... 

Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal OPR RI 
Nomor : 25E/SEKJEN/2005 
Tanggal : 18 Januari 2005 

Susunan Tim Reslrukturisasi Organisasi 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia 

I 

No. I N a m  a  NIP G o l  Keterangan 
I Fat!.l' D1arn;,J, SH  M  Si 210000607 IV Penasehal 
� I GusU Ayu llars1111. S 11 .M � 210000442 IV Penasehal 
) Ora W<";in•mrngl)'8!;titi S M St 210000969 IV K e t  u  a  
4  �'Mvh111 Mulyail, 210000449 IV Sekretaris 
s !Wh!Jan•o S"daroJo. S H 210000601 IV Anggota 
ij To·n Honl't'fllo, s H 210000466 IV Anggota 
1 �dlmai D1onoo. 5 11 210001084 IV Anggola 
B Ors A Muc.lllar Effona1. M.S, 210001080 IV Anggola 
0 R1momn1ngsd1 SH .. M II 210001325 IV Anggola 

' 10 I Dra Sri Lestari 210001356 IV Anggola 
' 

I I  I  Ag.us &,mania, S Sos J.( "I 210000874 Ill Anggotll/SekrutoJ1a1 
1� Y.lr'iWtlr�I. � SQs 210000859 Ill AnggoWSekrelBrial 

13. ! 'i'ultg:I• ;)wmingrum, SH. 210001845 Ill Anggot�I 

1 
14 

1 
t:JBdM1J Prayitna, S.IP. 210001383 Ill An&!IOl&'Sel:fillaria 

l--1J. ,;umarr,-,,• S So; · 210001688 II An!l!J(lla/Sekralartal 

b f'\;;1h C1\; J A1]w1t11F1!1irui 210001931 Ii An;jgG,ll/Sol<relar<Bl 

Jakarta, 18 Januari 2005 

SEKRETARIS JENDERAL, 

ltd 

faisaJ DjamaJ, S.H., M.Si. 

NIP 210000607 

5 
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MENTE RI 
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor 
Lamprran 
Hal 

B/791/M PAN/4/2005 Jakarta, 29 Apri12005 
1 ( satu) berkas 
.Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik lndor.esia tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

- 

k' epada vth 
Sekrntans Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
d; 

Jakarta 

Seoubungan dengan surat Saudara Nomor OT00/1822/DPRRl/2005 tanggal 
10 Maret 2005. penhal Perubahan Struktur Orqanisast Setjen DPR RI. pada 
onr-suviva karm dapat menyetujui Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal 
Dewa- Perwakrlan Rakyat Repubhk Indonesia tentang Organisasi dan Tata 
Ker;a Se'(;efcJ.nat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Se•sarna mi drsarnpaikan kernbah Rancangan Sekretans Jendera\ Dewan 
Pe",v��,11an aaxyat Repubhk Indonesia tentang Orqanisast dan Tata Kerja 
.Sc. ,'r'"':?':a: .h'"'l�ral Dewan Perwakilan Rakyat Repubhk tndor.esia yang te.ah 
8 ;,:_c:r�r-''-n1aKan sesuar denqan pola yang berlaku, untuk selanjutnya oaoat 
rl't:':ICD�:an rnenjadi Peraturan Sekretar1s .Jenderal Dewan Perwakilan F{akyal 
r�e;;_;r_ iJ11k Indonesia dan salrnannya agar disampaikan kepada Kernentenan 
Pendavequnaan Aparatur Negara 

J2.lam ranqka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yc:ng 
'TH;"' ;ar,{3k:11t braya aqar memanfaatkan anggaran yang tersed:a di l1ngkungan 
:;eL-re;:ar,at Jenderal Dewan Perwaki!an Rakyat Repubhk Indonesia, sedangkan 
men jeuar peqawai aqar memanfaatkan Pegawai Negen S1p1I yang ada di 
hnokuncan Sekrelanat Jenderal Dewan Perwaknan Rakyat Republik Inconesia 
r'crn ;;tau mstans: lain d1 luar Sekretai iat Jenderal Dewan Perwakiian Rakyat 
ftev:f)!:r tnconcs.a vang dalarn pelaksanaannya agar berkoordinasi oencan 

1 



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Sadan Kepegawaian 
Negara 

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon dalam Rancangan Peraturan 
tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. 

Selanjulnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar 
dtlakukan oplimallsasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di 
lingkungan aparatur pemerintah. 

Alas perhatian dan kerja sama Saudara Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. disampaikan terima kasih. 

Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara, 

ltd 
Taufik Effendi 

Ternbusan Yth 

1 K�pai,, Ra<ltln Kepegawaian Neqara; 
2 f<:Fp�i;, Lembaga Adnun,,.tras, Na9ara; 
J o,,.,,,tur Jendera1 Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Oepartemen 

Kaiangan 

Disalin Bagian Orta la 
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